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MANUEL PULGAR-VIDAL
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, PERU

Tidak diragukan lagi, hutan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-
hari, antara lain dengan memberikan jasa ekosistem penting kepada kita, 
menopang mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat setempat. 
Hutan bahkan memainkan peran kunci dalam mengurangi dampak 
perubahan iklim.

Hutan di negara berkembang merupakan bagian penting dari keseluruhan 
wilayah suatu negara, dan di banyak negara, seperti Peru, deforestasi dan 
pengalihfungsian hutan untuk penggunaan lain, seperti padang rumput, 
menjadi sumber utama emisi GRK di negara tersebut.

Selama delapan tahun terakhir ini, banyak negara telah menyepakati tiga 
belas keputusan dalam UNFCCC, yang berkaitan dengan pengurangan emisi 
deforestasi dan degradasi hutan. Tujuh keputusan terakhir membentuk 
Kerangka Warsawa untuk REDD+. Semua keputusan ini memberikan 
kesempatan kepada negara-negara berkembang untuk menetapkan 
pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk isu-isu yang berkaitan 
dengan reduksi (pengurangan) emisi dari deforestasi dan degradasi 
hutan; dan peran konservasi, pengelolaan hutan lestari serta peningkatan 
cadangan karbon hutan.

Dengan pedoman internasional ini, banyak negara telah mulai menerapkan 
pendekatan terhadap keputusan-keputusan ini. Pendekatan tersebut harus 
mempertimbangkan situasi nasional dan harus memasukkan kerangka 
hukum mereka, yang mencakup berbagai sektor. Penilaian atas kerangka 
hukum tersebut merupakan salah satu landasan utama yang akan 
mendukung perancangan strategi nasional atau rencana aksi REDD+, serta 
elemen lainnya yang harus dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai 
pembayaran berbasis hasil. 

COP20 merupakan sebuah kesempatan untuk mengonsolidasikan proses 
dan mencapai kemajuan dalam wacana ini. Dalam hal ini, Peru mengambil 
tindakan langsung untuk melindungi hutan dan mempromosikan proyek-
proyek REDD. Saya yakin COP20 di Lima akan membantu mendorong 
berbagai inisiatif untuk mendukung hutan dan mata pencaharian 
masyarakat adat. 

Publikasi ini menyajikan tantangan dan berbagai pendekatan yang dapat 
diambil untuk kerangka hukum REDD+. Ini merupakan kesempatan 
berharga untuk belajar dari pengalaman dan bagaimana negara dapat 
memfokuskan kerangka hukum mereka, termasuk kemungkinan untuk 
mengupayakan kerangka hukum baru untuk REDD+ atau bekerja dengan 
kerangka yang sudah ada. Membaca publikasi ini merupakan kesempatan 
unik untuk memulai diskusi tentang masalah hukum yang berkaitan dengan 
REDD+ di negara kita masing-masing.



HERU PRASETYO
KEPALA BADAN PENGELOLA REDD+ REPUBLIK INDONESIA

Selama beberapa tahun terakhir ini, terdapat perkembangan yang cukup 
besar dalam REDD+. Perkembangan ini tampak sangat jelas dalam hal 
konsep: sejak kemunculannya dalam negosiasi-negosiasi iklim internasional 
sebagai mekanisme kompensasi keuangan untuk penurunan tingkat emisi 
dari deforestasi, REDD+ telah berkembang menjadi sesuatu yang memiliki 
visi yang jauh lebih luas. Pendekatan Indonesia terhadap REDD+ yang 
‘Melampaui Karbon, Lebih dari Hutan’ menggambarkan bagaimana konsep 
ini dapat diposisikan sebagai pendorong utama transisi suatu negara menuju 
pertumbuhan rendah karbon yang berkeadilan. 

Namun, seberapa pun menariknya, visi ini tidak bisa dengan sendirinya 
menghasilkan transformasi, terutama ketika mengacu pada deforestasi, 
degradasi hutan dan elemen lainnya dari perubahan tata guna lahan. Proses 
ini berakar dalam lembaga ekonomi dan politik, dalam arsitektur kepentingan 
pribadi yang kompleks, insentif keuangan dan ketergantungan jalan (“path 
dependence”, yaitu serangkaian keputusan yang terhambat oleh keputusan 
yang dibuat sebelumnya, walaupun situasi masa lalu mungkin tidak lagi 
relevan).

Transformasi bergantung pada kerangka kelembagaan yang kondusif, yang 
intinya adalah kerangka hukum. Upaya Indonesia untuk memberikan landasan 
hukum dan kelembagaan untuk REDD+ menggambarkan bahwa proses 
ini tidaklah mudah, dan membutuhkan tingkat kerja sama dan visi jangka 
panjang yang sering kali tidak lazim dalam pemerintahan. Namun, upaya kita 
untuk mendorong perubahan yang dibutuhkan dalam kerangka hukum dan 
paradigma – misalnya melalui Moratorium Hutan dan audit kepatuhan dalam 
pencegahan kebakaran hutan – mulai membuahkan hasil. Implikasinya tidak 
hanya akan memengaruhi emisi gas rumah kaca, tetapi juga seluruh dasar tata 
kelola yang akan melandasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan.

Oleh karena itu, topik buku ini sangat relevan bagi pemerintah yang sedang 
merancang program REDD+, dan peluncurannya pada UNFCCC COP 20 
sangatlah tepat. Di belakang kita, ada penyelesaian buku aturan REDD+ yang 
memberikan lampu hijau kepada banyak negara untuk melaksanakan program 
nasional REDD+ mereka. Di depan kita, ada COP21 di Paris, yang pada saat 
pelaksanaannya nanti, kita harus telah mengumpulkan cukup momentum 
untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar bersejarah. 

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Global Canopy Programme 
yang telah menghasilkan tambahan berharga untuk dasar pengetahuan 
tentang REDD+. Saya menantikan penerjemahannya ke dalam bahasa 
Indonesia oleh UNORCID - yang akan meneruskan pengetahuan ini kepada 
penduduk Indonesia, karena nasib hutan Indonesia dan kemakmuran masa 
depan Indonesia sebagai suatu bangsa bergantung pada mereka.
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TONY LA VIÑA
DEKAN ATENEO SCHOOL OF GOVERNMENT, ATENEO DE MANILA UNIVERSITY,
DAN FASILITATOR NEGOSIASI REDD+ DALAM NEGOSIASI UNFCCC 2009 DAN 2011

Kebijakan dan peraturan perundangan merupakan bangunan yang 
menentukan bagaimana REDD+ akan dirancang, dikelola dan dilaksanakan. 
Banyak negara, termasuk Filipina, mencapai kemajuan dalam mempersiapkan 
kerangka hukum REDD+ mereka, membuat pilihan kebijakan dan peraturan 
yang paling tepat untuk sistem hukum dan prioritas kebijakan mereka, serta 
sesuai dengan situasi nasional lainnya. Namun, walaupun informasi tentang 
pengalaman negara tersedia, banyak penelitian dibutuhkan untuk 
memperolehnya. Pengalaman dalam memastikan bahwa kebijakan dan 
peraturan perundangan yang ada tidak menghambat perkembangan REDD+ 
perlu dibagikan, demikian pula dengan pengalaman dalam menjadikan 
kerangka hukum yang ada sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan 
dan peraturan perundangan yang diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan 
REDD+. 

Sebagai negosiator utama perubahan iklim untuk Filipina, saya menyambut 
buku ini, yang memfasilitasi pembelajaran dan pertukaran berdasarkan studi 
kasus dari seluruh dunia untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas 
tentang isu-isu utama yang berkaitan dengan kerangka hukum REDD+. 
Dengan terbentuknya Kerangka Warsawa untuk REDD+ baru-baru ini, buku 
ini memberikan perspektif praktis kepada negosiator UNFCCC, pembuat 
undang-undang di dalam negeri dan pemangku kepentingan lainnya tentang 
berbagai pendekatan untuk mengembangkan atau membenahi kerangka 
hukum yang sesuai dengan persyaratan internasional, demi pengurangan 
deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Berkat 
kerangka analisisnya yang jelas, buku ini memberikan perangkat yang 
berguna kepada pengambil keputusan untuk memahami persyaratan 
internasional guna memenuhi syarat pembayaran berbasis hasil di bawah 
UNFCCC serta peran kerangka hukum dalam memenuhi persyaratan ini.

Mengingat bahwa kerangka hukum REDD+ berinteraksi dengan sektor-sektor 
selain sektor kehutanan, nilai buku ini juga terletak pada fakta bahwa buku ini 
mengakui adanya berbagai hal yang tumpang tindih serta interaksi antara 
lingkup undang-undang dengan lingkup kebijakan. Meningkatkan pemahaman 
tentang cara memastikan koherensi dan integrasi antara kebijakan, undang-
undang dan kelembagaan di dalam dan di luar sektor kehutanan merupakan 
langkah penting bagi pengembangan dan pelaksanaan strategi tata guna 
lahan yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara 
berkembang.
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ANDREW W. MITCHELL
PENDIRI DAN DIREKTUR EKSEKUTIF GLOBAL CANOPY PROGRAMME

Agar negara-negara berkembang dapat melaksanakan REDD+ dan 
menyebarluaskan pendanaan nasional maupun internasional untuk tujuan 
tersebut, kerangka hukum dalam negeri yang jelas dan dapat ditegakkan 
sangatlah penting.

Pada COP19 di bulan Desember 2013, Kerangka Warsawa menetapkan “aturan 
main” internasional. Aturan main ini mengharuskan negara berkembang 
Pihak Konvensi untuk memastikan bahwa sistem nasional mereka diatur untuk 
secara efektif mengoordinasikan REDD+, mengukur dan melaporkan kemajuan 
mereka, serta mengelola manfaat yang dapat mereka terima. Dalam banyak 
kasus, ini berarti mengadaptasi atau membenahi kerangka hukum yang ada 
- tidak hanya untuk mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk melindungi 
masyarakat dari risiko sosial dan lingkungan yang dapat tercipta karena 
REDD+.

Buku Kecil ini, buku keenam dalam seri populer kami, yang dirancang untuk 
membantu pemerintah terlibat dalam UNFCCC, bertujuan untuk memberikan 
wawasan tentang apa yang harus dilakukan oleh kerangka hukum untuk 
REDD+, pendekatan apa saja yang tersedia, dan bagaimana berbagai negara 
menanggapinya.

Inti masalahnya adalah dibutuhkannya integrasi vertikal dan horizontal di 
antara kementerian yang sering kali memiliki klaim yang bertentangan atas 
tata guna lahan yang sama. Ini membutuhkan pemikiran baru dan badan 
pemerintah dengan mandat yang mendorong kerja sama. Sementara itu, 
hak-hak masyarakat atas bidang ruang tersebut harus ditetapkan dalam 
undang-undang, seperti halnya hak atas produk baru seperti karbon atau 
jasa ekosistem. Tiap negara juga membutuhkan sistem, diformalkan melalui 
undang-undang dan kebijakan, yang menentukan bagaimana mereka akan 
menggunakan sistem pemantauan dan pelaporan untuk menunjukkan apakah 
mereka berhasil mengurangi emisi hutan sementara melindungi masyarakat 
dan lingkungan, serta apakah mereka dapat memenuhi prasyarat pembayaran 
REDD+.

Beberapa pemerintah adalah penggerak awal dalam hal ini. Undang-undang 
Umum Meksiko Tahun 2003 tentang Pembangunan Berkelanjutan mengakui 
penangkapan karbon sebagai jasa lingkungan. Pada tahun 2007, Negara 
Bagian Amazonas di Brasil memperkenalkan Kebijakan Negara Bagian 
tentang Perubahan Iklim (PEMC). Indonesia adalah negara pertama yang 
memperkenalkan kerangka hukum dalam negeri untuk REDD+ pada tahun 
2009 dan sejak saat itu terus mengembangkan kerangka ini di tingkat politik 
tinggi, yang dikoordinasikan melalui Badan Pengelola REDD+; dan pada 
tahun 2013, Indonesia mengadopsi undang-undang yang mengakui hak-hak 
masyarakat adat atas hutan mereka. Pada tahun yang sama, Guatemala 
melaksanakan undang-undang kerangka perubahan iklim yang mengakui 
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hak-hak karbon. Semua ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk 
mewujudkan REDD+. Ini juga merupakan bukti semakin diakuinya peran 
penting alam dalam perekonomian global, yang semakin perlu diabadikan 
dalam standar dan hukum.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan yang berguna kepada negara-
negara yang ingin menggunakan kerangka hukum mereka untuk memenuhi 
persyaratan sumber pendanaan sektor publik utama yang berkaitan dengan 
UNFCCC dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF, Forest Carbon 
Partnership Facility) milik Bank Dunia. Tetapi banyak di antara wawasan-
wawasannya juga akan berguna bagi pemerintah yang ingin mendorong 
pendanaan dari pelaku sektor bisnis – yang pada akhirnya akan membutuhkan 
banyak kondisi pemungkin yang sama, seperti tingkat korupsi yang rendah 
dan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini penting karena jumlah 
permintaan untuk unit penurunan emisi REDD+ saat ini adalah sekitar 97% 
lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mengurangi separuh emisi 
deforestasi pada tahun 2020, dan kesenjangan ini tidak mungkin dibiayai oleh 
sumber sektor publik saja.

COP di Paris pada bulan Desember 2015, mungkin merupakan kesempatan 
terakhir bagi masyarakat dunia untuk menegaskan bahwa REDD+ dapat 
GLGDQDL�VHFDUD�VLJQL¿NDQ��6HPXD�3LKDN�81)&&&�PHPLOLNL�SHUDQ�SHQWLQJ�XQWXN�
mewujudkan hal ini. Untuk itu, upaya negara-negara berkembang membangun 
kerangka hukum dalam negeri yang efektif akan membantu membuka jalan.
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BAGAIMANA BUKU INI DAPAT MEMBANTU

Saat ini perubahan tata guna lahan, termasuk deforestasi, diperkirakan menghasilkan 
VHNLWDU�����PLOLDU�WRQ�HPLVL�NDUERQ�SHU�WDKXQ�±�VHNLWDU�����GDUL�VHPXD�HPLVL�PDQXVLD��
�OLKDW�KDODPDQ������5(''��PXQFXO�VHEDJDL�WDQJJDSDQ�WHUKDGDS�KDO�LQL��VHEDJDL�LQLVLDWLI�
internasional yang bertujuan untuk memberikan insentif keuangan kepada negara 
berkembang untuk ‘mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan’. Inisiatif ini 
dapat segera dimasukkan sebagai mekanisme mitigasi perubahan iklim utama di dalam 
kesepakatan perubahan iklim global yang baru, yang akan dinegosiasikan pada tahun 2015 
di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim 
�81)&&&��8QLWHG�1DWLRQV�)UDPHZRUN�&RQYHQWLRQ�RQ�&OLPDWH�&KDQJH��

%DJL�QHJDUD�EHUKXWDQ�\DQJ�VLDS�PHODNVDQDNDQ�5(''��GDQ�PHQHULPD�SHQGDQDDQ�EHUEDVLV�
hasil, kerangka hukum dalam negeri yang jelas, terdiri dari kebijakan dan undang-undang 
yang mendukung, dibutuhkan untuk memastikan bahwa sistem nasional tidak hanya 
memberikan penurunan emisi permanen, tetapi juga dapat melindungi dari risiko sosial dan 
OLQJNXQJDQ�\DQJ�GLKDVLONDQ�ROHK�5(''���VHPHQWDUD�MXJD�PHPEHULNDQ�PDQIDDW�WDPEDKDQ��

Ada berbagai persyaratan dan pedoman internasional bagi negara-negara berhutan yang 
LQJLQ�EHUSDUWLVLSDVL�GDODP�5(''���WHUPDVXN�\DQJ�GLDGRSVL�ROHK�1HJDUD�QHJDUD�3LKDN�
81)&&&��VHUWD�\DQJ�GLWHQWXNDQ�ROHK�VHMXPODK�LQLVLDWLI�5(''��PXOWLODWHUDO�GDQ�ELODWHUDO��
\DQJ�WHODK�PHPEHULNDQ�SHQGDQDDQ�XQWXN�µNHVLDSDQ�5(''�¶��0HQJDNXL�NHUDJDPDQ�VLWXDVL�
negara, buku ini menjelaskan cara negara-negara berhutan dapat menggunakan kerangka 
KXNXP�GDODP�QHJHUL�PHUHND�XQWXN�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�XWDPD�81)&&&�GDQ�)DVLOLWDV�
.HPLWUDDQ�.DUERQ�+XWDQ��)&3)��PLOLN�%DQN�'XQLD�

Selanjutnya, buku ini menjelaskan bagaimana kerangka hukum dalam negeri dapat 
digunakan untuk mengatasi sejumlah isu tata kelola yang lebih luas, yang juga sangat 
SHQWLQJ�XQWXN�PHQFDSDL�5(''��VHFDUD�HIHNWLI��H¿VLHQ�GDQ�DGLO��+DO�LQL�PHQFDNXS�
pengurangan korupsi serta memastikan hak akses informasi dan partisipasi masyarakat.

Terakhir, bagi para pembuat keputusan yang ingin mengupayakan pendekatan lebih terpadu 
WHUKDGDS�SHQJHORODDQ�WDWD�JXQD�±�\DLWX�µSHQGHNDWDQ�ODQVNDS¶�±�DQDOLVLV�\DQJ�GLVDMLNDQ�GL�VLQL�
dapat memberikan pedoman yang berguna untuk mencapai kepaduan dan koordinasi lebih 
besar di seluruh sektor tata guna lahan yang berbeda-beda.

Buku ini tidak menyajikan pendekatan satu solusi untuk semua, tetapi berbagai 
NHPXQJNLQDQ�VROXVL��\DQJ�EHUVLIDW�ÀHNVLEHO�GDQ�GDSDW�GLVHVXDLNDQ�XQWXN�WLDS�QHJDUD�NHWLND�
mereka berupaya mengurangi emisi hutan dengan cara yang paling sesuai dengan situasi 
unik mereka. 
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PENTINGNYA KERANGKA HUKUM YANG EFEKTIF UNTUK 
REDD+ 

Kerangka hukum dalam negeri menetapkan ‘aturan main’ untuk 
5(''���LQLVLDWLI�NHELMDNDQ�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�PHQGRURQJ�UHGXNVL�
emisi dari deforestasi dan degradasi hutani (lihat halaman 24-25). 
2OHK�NDUHQD�LWX��UDQFDQJDQQ\D�GDSDW�EHUGDPSDN�VLJQL¿NDQ�SDGD�
HIHNWLYLWDV��H¿VLHQVL��GDQ�NHDGLODQ�SHODNVDQDDQ�5(''ii. 

Kerangka hukum ini menguraikan tujuan dan sasaran negara 
melalui strategi dan kebijakan; menciptakan mandat dan kekuasaan 
kelembagaan melalui undang-undang; menetapkan target khusus 
PHODOXL�UHQFDQD�GDQ�SURJUDP��VHUWD�PHQGH¿QLVLNDQ�VSHNWUXP�
perilaku yang dapat diterima. 

'DODP�NRQWHNV�5(''���NHUDQJND�KXNXP�DNDQ�PHQMDGL�VDUDQD�\DQJ�
digunakan oleh negara berhutan untuk menerjemahkan banyak 
SHUV\DUDWDQ�5(''��LQWHUQDVLRQDO�NH�GDODP�SHUV\DUDWDQ�QDVLRQDO�
khusus yang nyata, menurut situasi unik mereka masing-masing. 
Dengan demikian, kerangka hukum ini dapat membantu negara 
PHPHQXKL�V\DUDW�XQWXN�SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�GL�EDZDK�5(''��

1DPXQ��ZDODXSXQ�NHEHUKDVLODQ�5(''��DNDQ�EHUJDQWXQJ�SDGD�
UDQFDQJDQ�XQGDQJ�XQGDQJ�GDQ�NHELMDNDQ�5(''��NKXVXV��
NHEHUKDVLODQ�5(''��MXJD�EHUJDQWXQJ�SDGD�NHEHUDGDDQ�NHUDQJND�
hukum yang mengatasi tantangan tata kelola yang lebih luas. 
Misalnya, hal ini dapat mencakup pemberantasan korupsi dan 
mengakui hak akses informasi. Tanpa kerangka hukum ini, 
SHODNVDQDDQ�5(''��GDSDW�PHPLOLNL�NRQVHNXHQVL�VRVLDO��HNRQRPL�
dan lingkungan yang negatif. Selain itu, pemerintah yang berupaya 
untuk melibatkan sektor swasta dikarenakan kesenjangan 
SHQGDQDDQ�5(''��\DQJ�WHUMDGL�VDDW�LQL���OLKDW�KDODPDQ�����GDSDW�
melihat bagaimana mengatasi kekurangan tata kelola ini sebagai cara 
untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi calon investor 
5(''��

Penting untuk dicatat bahwa kerangka hukum yang dirancang 
GHQJDQ�EDLN�XQWXN�5(''��WLGDN�KDQ\D�GDSDW�PHPIDVLOLWDVL�
SHUNHPEDQJDQ�5(''��QDVLRQDO�GHQJDQ�HIHNWLI��WHWDSL�MXJD�GDSDW�
berdampak luas pada seluruh sektor selain sektor kehutanan, seperti 
sektor pertanian dan air, sementara juga membutuhkan integrasi 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di antara sektor-sektor ini. 
Terdapat sinergi yang jelas antara karakteristik-karakteristik ini 
dengan wacana yang ada saat ini tentang tata guna lahan terpadu, 
yang dikenal sebagai ‘pendekatan lanskap’ (lihat halaman 28).

 

L��5(''��DGDODK�
singkatan dari reduksi 
emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan, 
konservasi dan 
peningkatan cadangan 
karbon hutan, dan 
pengelolaan hutan lestari.

ii. Efektivitas pelaksanaan 
5(''��PHQJDFX�SDGD�
sejauh mana pengurangan 
emisi dapat dicapai; 
H¿VLHQVL�PHQJDFX�SDGD�
efektivitas biaya; dan 
keadilan mengacu pada 
sejauh mana trade-off 
sosial dan ekologi yang 
tidak diinginkan yang 
dihasilkan dari aksi 
5(''��GDSDW�GLKLQGDUL�
atau dikurangi.
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PENDORONG DEFORESTASI DAN EMISI HUTAN

Hutan tropis hanya mencakup sekitar 7% 
dari luas daratan dunia, tetapi merupakan 
habitat bagi sekurangnya separuh dari 
keanekaragaman hayati darat bumi ini2. Hutan 
tropis juga sangat berharga bagi manusia 
karena memberikan barang-barang ekonomi 
(seperti makanan, kayu dan bahan bakar), 
serta jasa ekosistem di skala lokal, regional 
dan global.

Deforestasi dan degradasi hutan tropis 
merupakan sumber antropogenik utama dari 
karbon dioksida atmosfer dan pendorong 
utama perubahan iklim. Menurut laporan 
terbaru dari Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), emisi bersih karbon 
dari perubahan tata guna lahan selama satu 
dekade terakhir diperkirakan mencapai 3,3 
miliar ton CO2 ekuivalen (CO2e) per tahun 
– sekitar 10% dari seluruh emisi manusia3,1. 
Meskipun laju deforestasi turun secara 
signifikan di negara-negara yang menerapkan 
kebijakan konservasi yang kuat, hilangnya 

i. Laporan IPCC menyebutkan juga bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan lainnya (AFOLU) menyumbang 
sekitar seperempat emisi bersih gas rumah kaca antropogenik, terutama dari deforestasi, emisi pertanian dari pengelolaan 
tanah dan hara serta ternak.

hutan di negara-negara lain terus berlanjut 
atau diperkirakan akan meningkat di masa 
depan 4,5,6,7 .

Pendorong utama deforestasi adalah 
pengalihfungsian lahan berhutan menjadi 
penggunaan lahan lainnya, terutama untuk 
memenuhi permintaan global yang semakin 
meningkat untuk komoditas dari kawasan 
hutan, seperti kayu dan kertas, mineral, 
minyak dan gas, pangan dan bahan bakar 
nabati . Yang mendasari pendorong utama ini 
adalah serangkaian faktor ekonomi, demografi, 
dan kelembagaan yang kompleks dan tidak 
langsung, yang berkontribusi pada deforestasi. 
Ini dapat mencakup antara lain tata kelola 
hutan yang lemah dan kurangnya penegakan 
hukum, pengaturan penguasaan lahan dan 
alokasi hak yang tidak jelas, serta kemiskinan 
pedesaan , . 
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MEMAHAMI KERANGKA HUKUM

'L�GDODP�EXNX�LQL��NDPL�PHQGH¿QLVLNDQ�NHUDQJND�KXNXP�GDODP�
negeri terdiri dari strategi, kebijakan, rencana, program, 

undang-undang dan peraturan negara (lihat halaman 20). 

Kerangka hukum suatu negara merupakan bagian penting dari 
sistem tata kelolanya. Sebuah sistem tata kelola terdiri dari tiga 
komponen utama, yaitu kerangka hukum, kerangka kelembagaan, 
dan kerangka kepatuhan (lihat gambar di bawah dan halaman 
22-23). Peran kerangka hukum adalah untuk menciptakan kerangka 
kelembagaan dan kepatuhan serta untuk menetapkan aturan yang 
mendasari pengoperasiannya.

TIGA KOMPONEN SISTEM TATA KELOLA 

Gambar di bawah adalah ilustrasi sederhana tentang tiga komponen 
berbeda sistem tata kelola. Pada praktiknya, pemisahan antara 
komponen-komponen ini tidak terlalu jelas. Misalnya, kerangka 
kepatuhan tidak terpisahkan dari kerangka kelembagaan, 
melainkan merupakan fungsi dari kerangka kelembagaan.  
the institutional framework but is a function of the latter.
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INSTRUMEN KEBIJAKAN

STRATEGI
Strategi dapat dipahami sebagai dokumen kebijakan yang luas, 
yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang yang 
berkaitan dengan satu bidang kebijakan atau lebih. Strategi akan 
PHQJLGHQWL¿NDVL�WDQWDQJDQ�WDQWDQJDQ�\DQJ�PHQJKDGDQJ�VDWX�
sektor atau lebih, dan memungkinkan pemerintah untuk 
menetapkan posisinya.

KEBIJAKAN
Kebijakan bertujuan untuk menanggapi tantangan-tantangan 
\DQJ�GLLGHQWL¿NDVL�GDODP�VWUDWHJL��GDQ�VHULQJ�NDOL�GLODNVDQDNDQ�
VHODPD�MDQJND�ZDNWX�\DQJ�SDQMDQJ��.HELMDNDQ�OHELK�VSHVL¿N�
dibandingkan dengan strategi dan memberikan arahan politik 
untuk pengadopsian, pelaksanaan dan penafsiran hukum. 
Kebijakan dapat berlaku di tingkat pusat maupun daerah .

RENCANA DAN PROGRAM
5HQFDQD�XPXPQ\D�GLEXDW�EHUGDVDUNDQ�NHELMDNDQ�GDQ�
memberikan target kuantitatif dan prinsip kualitatif yang lebih 
terperinci. Program memiliki kejelasan ruang, waktu dan teknis 
tentang tindakan atau kegiatan dan sumber daya yang diperlukan 
XQWXN�PHQFDSDL�WXMXDQ�UHQFDQD��5HQFDQD�GDQ�SURJUDP�GDSDW�
berlaku di tingkat pusat maupun daerah.

DEFINISI ELEMEN-ELEMEN UTAMA DARI KERANGKA 
HUKUM

Elemen-elemen utama dari kerangka hukum dijelaskan di bawah 
ini. Tiga elemen pertama (strategi, kebijakan, rencana dan 
program) merupakan instrumen kebijakan yang tidak mengikat. 
Dua elemen berikutnya (perundang-undangan dan peraturan) 
merupakan instrumen yang mengikat secara hukum. Status 
hukum dari hukum adat kurang jelas, karena tidak ditetapkan 
DWDX�GLGH¿QLVLNDQ�ROHK�QHJDUD�GDQ�WLGDN�GLWHJDNNDQ�VHFDUD�XPXP�
di pengadilan nasional.   

20



INSTRUMEN LEGISLATIF

HUKUM FORMAL
Hukum formal, yang juga disebut sebagai undang-undang primer, 
disahkan oleh parlemen nasional. Undang-undang ini merupakan 
sistem aturan yang diakui oleh sebuah negara untuk mengatur 
tindakan warganya. Undang-undang mengoperasionalisasikan 
kebijakan, menetapkan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat 
diterima, serta memungkinkan penegakan melalui pemberlakuan 
hukuman terhadap ketidakpatuhan . Undang-undang juga dapat 
GLVHEXW�GHQJDQ�QDPD�ODLQ�GL�EHUEDJDL�QHJDUD�±�PLVDOQ\D��XQGDQJ�
undang disebut proklamasi di Ethiopia.

PERATURAN
Peraturan, yang disebut juga sebagai undang-undang sekunder, dibuat 
oleh lembaga pemerintah (disebut juga badan eksekutif) yang bekerja 
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-
undang primer (yaitu hukum formal) agar dapat secara efektif 
melaksanakan dan mengelola persyaratannya. Jenis-jenis peraturan 
mencakup keputusan presiden, misalnya di Indonesia .

HUKUM ADAT
Hukum adat mewujudkan hak-hak yang telah dikembangkan oleh adat, 
dipatuhi dalam suatu wilayah tertentu dan diterima sebagai bagian 
dari hukum wilayah tersebut. Untuk diakui sebagai hukum adat, 
hak-hak ini harus bersifat masuk akal, sebagai hasil dari penerimaan 
luas dan telah diikuti secara terus-menerus seolah-olah merupakan 
hak sejak awal terbentuknya hukum . Pengakuan atas hukum adat dan 
hak adat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.
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KOMPONEN LAINNYA DARI SISTEM TATA KELOLA

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terutama terdiri dari lembaga-lembaga 
tata negara. Mandat dan kekuasaannya ditetapkan oleh kerangka 
hukum.

Peran kerangka kelembagaan ada dua, yaitu:

�� Pelaksanaan strategi, kebijakan, program, rencana dan 
peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah, yang 
merupakan kerangka hukum. Peran ini dapat mencakup 
melaksanakan mekanisme konsultasi pemangku kepentingan, 
dan memastikan partisipasi dalam perencanaan dan 
pelaksanaan; dan

�� Pelaksanaan kerangka kepatuhan.

'DODP�NRQWHNV�5(''���NHUDQJND�NHOHPEDJDDQ�PHQFDNXS�
lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mencapai 
5(''����%HUVDPD�VDPD��PHUHND�PHPEHQWXN�VDUDQD�\DQJ�
GLJXQDNDQ�XQWXN�PHZXMXGNDQ�5(''���GDQ�GLEXWXKNDQ�XQWXN�
menetapkan:

�� 6WUDWHJL�GDQ�UHQFDQD�DNVL�5(''���

�� 7LQJNDW�UXMXNDQ�SXVDW�GDQ�GDHUDK��OLKDW�KDODPDQ�����������

�� Sistem yang kuat dan transparan untuk melakukan 
SHQJXNXUDQ��SHODSRUDQ�GDQ�YHUL¿NDVL��059�0HDVXUHPHQW��
5HSRUWLQJ�DQG�9HUL¿FDWLRQ��SHUXEDKDQ�KXWDQ��OLKDW�KDODPDQ�
92-107) ;

�� Sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana 
kerangka pengaman (safeguard) dilaksanakan dan dihormati 
�OLKDW�KDODPDQ������������GDQ

�� Sistem untuk penerimaan, pengelolaan dan penyaluran 
SHQGDQDDQ�5(''���OLKDW�KDODPDQ�������
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KERANGKA KEPATUHAN

Peran kerangka kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa 
tindakan yang diambil mematuhi aturan yang ditetapkan oleh 
kerangka hukum dan untuk mengatasi setiap keluhan yang 
mungkin timbul. Kerangka ini diciptakan oleh kerangka hukum 
dan dilaksanakan oleh kerangka kelembagaan. 

Kerangka kepatuhan tidak terpisahkan dari kerangka hukum dan 
kelembagaan, tetapi merupakan fungsi dari keduanya, yaitu 
kerangka hukum mencakup ketentuan kepatuhan dalam 
undang-undang dan kebijakannya; dan kerangka kelembagaan 
menjalankan fungsi-fungsi kepatuhan (misalnya penegakan 
hukum). Kerangka ini dipisahkan di sini secara konseptual untuk 
mempermudah pemahaman. 

Kerangka kepatuhan terdiri dari fungsi-fungsi pemantauan, 
penegakan (atau ‘ketidakpatuhan’), dan penyelesaian sengketa. 
Pemantauan dilaksanakan untuk melacak kinerja entitas 
pelaksana, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam kerangka 
hukum. Langkah-langkah penegakan terpicu ketika terjadi 
ketidakpatuhan. Langkah-langkah ini dapat bersifat 
administratif atau yudikatif, dan hendaknya bertujuan untuk 
memberikan jalan hukum untuk perbaikan.

Sebagai bagian dari kerangka kepatuhan, sistem tata kelola akan 
perlu memastikan bahwa para pelaku yang mungkin dipengaruhi 
oleh pelaksanaan suatu kegiatan dapat memanfaatkan 
mekanisme yang kuat untuk menangani keluhan. Misalnya, 
SHQJHQDODQ�5(''��GL�QHJDUD�QHJDUD�EHUNHPEDQJ�GDQ�
SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''��PHPLOLNL�NHPXQJNLQDQ�XQWXN�
EHUGDPSDN�SDGD��GDQ�WHUNDGDQJ�PHQFLSWDNDQ�NRQÀLN�\DQJ�
berkaitan dengan, sumber daya hutan, lahan, minyak, gas, 
mineral dan sumber daya berharga lainnya di wilayah berhutan . 
Mekanisme pengaduan  atau penyelesaian sengketa dapat 
mencakup negosiasi, mediasi atau arbitrase, dan dapat 
berlangsung melalui sistem yudikatif atau administratif .
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PENGEMBANGAN REDD+ DI BAWAH UNITED NATIONS FRAMEWORK 
CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (UNFCCC)

REDD, atau ‘Reduksi Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan di Negara-Negara 
Berkembang’, telah muncul sebagai inisiatif 
internasional untuk membantu mengatasi 
masalah hilangnya hutan. Prinsip yang 
mendasari REDD adalah bahwa negara-negara 
berkembang yang menghindari emisi dengan 
melindungi dan melestarikan hutan hendaknya 
menerima penghargaan atau imbalan moneter 
dari sumber keuangan internasional. 

Konsep REDD dikembangkan dari sebuah 
proposal yang diajukan oleh Koalisi Negara-
Negara Hutan Hujan (Coalition for Rainforest 
Nations) Konferensi Para Pihak Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP) pada 
tahun 2005 . Dipimpin oleh Kosta Rika dan 
Papua Nugini, proposal ini menyerukan kepada 
Negara-negara Pihak UNFCCC dan Protokol 
Kyoto untuk “memperhatikan tingkat 
deforestasi saat ini di negara-negara 
berkembang, mengakui emisi karbon yang 
dihasilkan, dan kemudian membuka dialog 
untuk mengembangkan respons ilmiah, teknis, 
kebijakan dan kapasitas untuk mengatasi emisi 
yang dihasilkan dari deforestasi tropis”.

REDD mulai populer pada tahun 2007 pada 
sesi ke-13 Konferensi UNFCCC (COP 13) di 
Bali dan merupakan elemen utama dari Bali 
Road Map, yang menetapkan pekerjaan yang 
harus dilakukan di bawah berbagai jalur 
negosiasi UNFCCC untuk mencapai masa 
depan iklim yang aman.

Pada COP 15 UNFCCC di Kopenhagen tahun 
2009, ruang lingkup REDD diperluas untuk 
mencakup peran konservasi dan peningkatan 
cadangan karbon hutan yang ada dan 
pengelolaan hutan lestari. REDD ini dikenal 
sebagai REDD+ (‘REDD plus’). Perluasan ini 
bertujuan untuk mencegah pengembangan 
mekanisme yang hanya akan memberikan 
penghargaan atau imbalan kepada negara-

negara yang secara historis memiliki tingkat 
deforestasi/degradasi tinggi (dengan mengukur 
emisi yang mereka hindari), mendukung 
mekanisme yang juga akan memberikan 
insentif kepada negara-negara yang secara 
historis memiliki tingkat deforestasi yang 
rendah untuk melanjutkan perlindungan atau 
pengelolaan hutan lestari mereka. ‘Plus’-nya 
juga meningkatkan potensi REDD+ untuk 
mencapai manfaat tambahan seperti 
pengentasan kemiskinan, perbaikan tata 
kelola, pelestarian keanekaragaman hayati, 
dan perlindungan jasa ekosistem.

Kegiatan-kegiatan REDD+ mencakup :
(a) Reduksi emisi dari deforestasi;

(b) Reduksi emisi dari degradasi hutan;

(c) Konservasi cadangan karbon hutan;

(d) Pengelolaan hutan lestari; dan

(e) Peningkatan cadangan karbon hutan.

Di COP 16 pada tahun 2010, REDD+ menjadi 
bagian penting dari Perjanjian Cancun, yang 
mengkristalkan kerangka kerja di mana 
komunitas internasional sepakat untuk 
mengatasi tantangan-tantangan yang diberikan 
oleh perubahan iklim . Perjanjian Cancun 
juga memutuskan pendekatan bertahap untuk 
pelaksanaan REDD+ dengan langkah-langkah 
berikut : i) pengembangan strategi atau 
rencana aksi nasional, kebijakan dan langkah, 
serta peningkatan kapasitas; ii) pelaksanaan 
kebijakan, langkah, strategi atau rencana aksi 
nasional untuk peningkatan kapasitas lebih 
lanjut, pengembangan dan transfer teknologi, 
dan kegiatan demonstrasi berbasis hasil, yang 
berkembang menjadi; iii) tindakan berbasis 
hasil yang akan sepenuhnya diukur, dilaporkan 
dan diverifikasi.

Pada tahun 2011, COP 17 menghasilkan 
pedoman untuk menetapkan tingkat emisi 
rujukan hutan dan tingkat rujukan hutan  
(tolok ukur kinerja sebagai perbandingan 
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i. Keputusan 2/CP.13 UNFCCC
ii. Keputusan 1/CP.16 UNFCCC paragraf 70
iii. Keputusan 1/CP.16 UNFCC, paragraf 73
iv. Tingkat emisi rujukan hutan (REL) mengacu pada emisi kotor dari suatu wilayah geografis selama jangka waktu tertentu, sementara 
tingkat rujukan hutan (RL) mengacu pada emisi dan serapan (yaitu penyerapan emisi gas rumah kaca dari atmosfer, misalnya oleh 
pohon selama fotosintesis) dari suatu wilayah geografis selama jangka waktu tertentu. REL digunakan sebagai dasar (baseline) 
untuk menunjukkan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang berhasil dihindari, sementara RL digunakan untuk 
menunjukkan penurunan emisi dari konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan.

dalam mengukur penurunan emisi saat ini dan 
masa depan) (lihat halaman 110-116). COP 
juga mengklarifikasikan bahwa semua kegiatan 
REDD+ harus sesuai dengan Kerangka 
Pengaman Cancun, seperangkat prinsip di 
dalam Perjanjian Cancun yang bertujuan 
untuk memastikan bahwa REDD+ bukan hanya 
tidak merugikan, melainkan juga memberikan 
berbagai manfaat sosial dan lingkungan. 
Seperangkat prinsip ini juga memberikan 
pedoman awal tentang karakteristik sistem 
nasional untuk memberikan informasi yang 
menunjukkan apakah Kerangka Pengaman 
Cancun dilaksanakan dan dihormati, yang 
disebut sistem informasi safeguard (SIS) (lihat 
halaman 52-65).

Pada COP 19 di Warsawa, tahun 2013, 
‘Kerangka Warsawa’ untuk REDD+ muncul, 
yang disebut juga ‘REDD+ rulebook’ – 
serangkaian keputusan yang menetapkan 
persyaratan bahwa negara-negara berkembang 
diharapkan bertemu untuk berpartisipasi 
dalam mekanisme REDD+ internasional di 
masa depan di bawah UNFCCC dan menerima 
pembayaran berbasis hasil. Elemen inti dari 
kerangka kerja ini mencakup pendanaan, 
pengaturan kelembagaan, kerangka pengaman, 
sistem pemantauan hutan nasional (termasuk 
pengukuran, pelaporan dan verifikasi), dan 
tingkat emisi rujukan atau tingkat rujukan.
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MEMBERIKAN PEDOMAN DENGAN ADANYA KESENJANGAN PENDANAAN 
REDD+ YANG TERJADI SAAT INI

i. Dan konservasi dan peningkatan cadangan karbon hutan, serta pengelolaan hutan lestari.
ii. Keputusan 5/CP.19 UNFCCC Lampiran paragraf 1
iii. Keputusan 9/CP.19 UNFCCC mendorong entitas (termasuk GCF) yang mendanai kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam 
keputusan 1/CP.16, paragraf 70 (kegiatan REDD+), ketika memberikan pendanaan berbasis hasil, untuk menerapkan panduan 
metodologi yang sesuai dengan keputusan 4/CP.15, keputusan 1/CP.16, keputusan 2/CP.17, keputusan 12/CP.17 dan keputusan 
11/CP.19 sampai keputusan 15/CP.19

Sebagai mekanisme insentif, REDD+ hanya 
akan bekerja dengan baik jika sumber 
keuangan yang memadai diberikan sebagai 
kompensasi untuk reduksi emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan di negara-
negara berkembang . Pendanaan REDD+ saat 
ini berasal dari sumber publik dan swasta: 
pendanaan publik dalam bentuk pendanaan 
kesiapan (dan segera, pembayaran berbasis 
hasil) dari pemerintah negara-negara maju, 
serta pendanaan swasta yang sebagian besar 
berbentuk pembayaran dari pasar karbon 
sukarela. Namun, terdapat kesenjangan yang 
signifikan antara permintaan dan pasokan 
unit atau kredit penurunan emisi yang 
terproyeksikan. Estimasi menunjukkan bahwa, 
dari tahun 2015 sampai tahun 2020, pasokan 
penurunan emisi yang diperlukan dari REDD+ 
dan kegiatan-kegiatan berbasis hutan dan 
lahan lainnya cenderung 13 sampai 39 kali 
lebih besar daripada total potensi permintaan 
. Pengadopsian kesepakatan perubahan iklim 
baru yang telah diantisipasi pada tahun 2015 
(yang direncanakan akan mulai berlaku pada 
tahun 2020), yang akan mencakup target 
penurunan emisi yang mengikat, kemungkinan 
akan memainkan peran kunci dalam 
mendorong permintaan dan memobilisasi 
pendanaan tambahan untuk REDD+ dari sektor 
publik maupun sektor swasta.

UNFCCC telah mengakui bahwa Dana 
Iklim Hijau (GCF/Green Climate Fund) 
akan menjadi entitas yang mengoperasikan 
mekanisme keuangan Konvensi ini, dengan 
demikian berfungsi sebagai saluran utama 
untuk pendanaan REDD+ dari sektor publik. 

Mengingat bahwa GCF bertanggung jawab 
kepada, dan bekerja di bawah panduan COP , 
setelah GCF mulai menyalurkan pembayaran 
berbasis hasil REDD+, maka GCF akan 
cenderung melakukannya sesuai dengan 
persyaratan dan panduan yang terkandung 
dalam keputusan COP UNFCCC tentang 
REDD+ . Oleh karena itu, analisis dan 
panduan yang terkandung dalam buku ini akan 
terus relevan setelah GCF beroperasi.

Sementara itu, hingga tahun 2020, 
mekanisme pasar dapat berkontribusi untuk 
menjembatani kesenjangan dan sektor swasta 
akan memiliki peran penting dalam hal ini. 
Bagi pemerintah yang ingin terlibat dengan 
sektor  swasta untuk tujuan ini, perbaikan tata 
kelola yang lebih luas yang disarankan dalam 
buku ini, selain berkontribusi pada efisiensi, 
efektivitas dan keadilan REDD+ secara 
umum, juga dapat dilihat sebagai cara untuk 
mengurangi ketidakpastian dan risiko bagi 
calon investor REDD+.
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STUDI KASUS
KERANGKA HUKUM UNTUK PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DI 
ETHIOPIA

Kerangka hukum Ethiopia terdiri dari strategi, 
kebijakan dan undang-undang (yang disebut 
‘proklamasi atau proclamation’). Konstitusi 
Ethiopia  memiliki ketentuan-ketentuan yang luas  
yang mengakui pentingnya lingkungan dan 
perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
yang tepat. Ketentuan-ketentuan ini memberikan 
mandat dan landasan hukum bagi pengembangan 
kebijakan dan perundang-undangan tentang 
pengelolaan hutan dalam konteks perlindungan 
lingkungan yang lebih luas .

STRATEGI

Di bawah mandat yang luas ini, Conservation 
Strategy of Ethiopia (1989) bertujuan untuk 
memberikan payung kerangka strategis 
yang memerinci prinsip dan pedoman 
pengelolaan lingkungan yang efektif, dan 
untuk mengidentifikasi sumber daya alam 
utama, pengaruh lingkungan dan permintaan 
pembangunan di Ethiopia . Yang terpenting, 
strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan 
perencanaan pemerintah federal dan daerah yang 
ada saat ini dan di masa mendatang dalam semua 
sektor yang memengaruhi lingkungan, termasuk 
pertanian, kehutanan, satwa liar, perikanan, 
tanah, air, mineral, energi, perencanaan kota dan 
pelestarian warisan budaya .

KEBIJAKAN

Environmental Policy of Ethiopia (EPE) 
(1997) bertujuan untuk merespons tujuan 
yang diidentifikasi dalam Strategi di atas. 
Kebijakan ini berisi sepuluh bidang kebijakan 
sektoral dan sepuluh bidang kebijakan lintas 

sektoral, termasuk bidang sumber daya hutan, 
lahan hutan dan sumber daya pohon, yang 
mencantumkan pengelolaan dan perlindungan 
sumber daya hutan . Bidang kebijakan ini 
menguraikan prinsip dan tujuan umum 
pengelolaan hutan di Ethiopia, termasuk 
bahwa pengelolaan hutan harus bersifat 
partisipatif, berkelanjutan, serta layak secara 
sosial dan ekonomi. Tujuan kebijakan khusus 
juga mencakup mengurangi tekanan pada 
sumber daya hutan melalui pendekatan lintas 
sektoral untuk pengelolaan sumber daya 
alam. EPE akan dioperasionalisasikan melalui 
pengembangan proklamasi (undang-undang) 
dan peraturan .

UNDANG-UNDANG

Federal Forest Development, Conservation 
and Utilisation Proclamation , dan Federal 
Rural Land Administration dan Land Use 
Proclamation , merupakan hukum federal 
utama yang mengatur pengelolaan dan 
perlindungan hutan di Ethiopia . Yang pertama 
menyediakan peraturan dasar untuk kawasan 
hutan dan untuk administrasi publik lahan, 
termasuk kategorisasi hutan, berbagai jenis 
kepemilikan hutan, serta kekuasaan dan 
kewajiban tiap lembaga administratif federal 
dan daerah sehubungan dengan pengelolaan 
dan konservasi hutan. Sementara itu, yang 
kedua menguraikan sistem Ethiopia untuk 
kepemilikan lahan dan tata guna lahan. 
Proklamasi daerah seperti Oromia Forestry 
Proclamation juga ada untuk melaksanakan 
hukum federal dan untuk menyesuaikan 
penerapannya ke dalam konteks daerah.

i. Ethiopia Proclamation No.1/1995
ii. Ethiopia Proclamation No.1/1995, Pasal 44 dan Pasal 92
iii. General Provisions of Ethiopia’s 1995 Constitution, lihat http://www.ethiopia.gov.et/en_GB/general-provision-of-the-
constitution
iv. The Environmental Policy of Ethiopia, 1997, Tersedia di http://www.mfa.gov.et/docs/ENVIRONMENT%20POLICY%20OF%20
ETHIOPIA.pdf
v. Meskipun pemerintah Ethiopia mengembangkan Forest Management, Development and Utilisation Policy pada tahun 2007, 
saat ini tidak ada peraturan pelaksana untuk kebijakan ini.
vi.   Ethiopia Proclamation No. 542/2007
vii.   Ethiopia Proclamation No. 456/2005
viii.   Ethiopia Proclamation No.72/2003
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SINERGI ANTARA KERANGKA HUKUM REDD+ DENGAN ‘PENDEKATAN 
LANSKAP’

Peningkatan jumlah penduduk dunia dan 
perluasan kegiatan ekonomi di daerah 
tropis semakin meningkatkan tekanan pada 
lahan dan sumber daya, serta menciptakan 
konflik antara berbagai permintaan. Banyak 
dari konflik-konflik ini terjadi di perbatasan 
antara pertanian dengan hutan, di mana 
perluasan pertanian memperkecil luas lahan 
yang ditutupi oleh hutan, sementara lahan 
terdegradasi yang dapat dipulihkan untuk 
penggunaan pertanian tetap tidak terpakai. 
Beberapa konflik lain terjadi di lanskap mosaik 
di mana berbagai penggunaan lahan harus 
diseimbangkan di daerah yang luas.

Mengatasi konflik-konflik ini sangatlah 
penting bagi negara-negara berkembang untuk 
memenuhi target keberlanjutan dan ketahanan 
pangan nasional mereka, serta komitmen 
internasional mereka terhadap perubahan 
iklim. Terdapat peningkatan kesadaran bahwa 
hal ini memerlukan keterlibatan menyeluruh 
dengan sektor tata guna lahan selain 
kehutanan, seperti pertanian, pertambangan, 
energi dan air, untuk mengidentifikasi 
permintaan yang saling bersaing dan trade-off 
serta potensi sinergi. Wacana ini muncul di 
bawah konsep ‘pendekatan lanskap’ yang lebih 
luas.

Jika kebijakan dan perundang-undangan 
REDD+ dirancang dengan cara yang mengatasi 
tumpang tindih dan konflik antara kegiatan 
dengan yurisdiksi berbagai sektor tata guna 
lahan, serta mendorong koordinasi di antara 
semuanya, seperti yang disarankan dalam 
buku ini, maka hal ini tidak hanya dapat 
membantu memastikan kelanggengan REDD+, 
tetapi juga dapat mendukung pengembangan 
pendekatan lanskap. Ini mungkin sangat 

relevan di negara-negara di mana sumber daya 
untuk mengembangkan kerangka hukum untuk 
pendekatan lanskap masih kurang, tetapi 
insentif keuangan untuk kesiapan REDD+ 
telah tersedia.

REDD+ dan pendekatan lanskap merupakan 
inisiatif tata guna lahan berskala besar, 
dengan kemungkinan dampak sosial dan 
lingkungan yang besar, selain dampak yang 
direncanakan. Dalam wacana REDD+ di 
bawah UNFCCC (lihat halaman 24), misalnya, 
telah diakui bahwa pelaksanaan REDD+ 
tidak hanya dapat mendukung penurunan 
emisi, tetapi juga mengamankan penyediaan 
jasa ekosistem lainnya (seperti pengaturan 
air) dan memperjelas penguasaan lahan . 
Sementara itu, telah diakui juga bahwa jika 
REDD+ dirancang atau dilaksanakan dengan 
buruk, maka dapat menyebabkan banyak 
dampak lingkungan dan sosial yang buruk, 
seperti pengalihfungsian daerah yang memiliki 
keanekaragaman hayati yang tinggi menjadi 
perkebunan dengan keanekaragaman hayati 
yang rendah, atau marginalisasi (lebih lanjut) 
masyarakat adat dengan tidak melibatkan 
mereka dalam proses perencanaan REDD+ . 
Menangani potensi manfaat dan kemungkinan 
dampak ini melalui kerangka hukum REDD+ 
akan relevan juga seperti halnya agenda 
lanskap.
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PERSYARATAN INTERNASIONAL

Bab berikut akan membahas persyaratan internasional utama 
GDUL�81)&&&�GDQ�SHUV\DUDWDQ�NRQWUDNWXDO�XWDPD�GDUL�)&3)��
yang harus dipenuhi oleh pemerintah negara berhutan agar 
EHUKDN�PHQGDSDWNDQ�SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�5(''��GDUL�
sumber-sumber tersebut. Kemungkinan pendekatan kemudian 
disajikan terkait bagaimana kerangka hukum dalam negeri suatu 
negara dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan yang 
relevan. 

Halaman ini menjelaskan mengapa persyaratan internasional ini 
dipilih sebagai fokus dalam buku ini. 

.HSXWXVDQ�.RQIHUHQVL�3DUD�3LKDN��&23��81)&&&�WDKXQDQ�
memberikan aturan dan panduan kepada negara-negara yang 
LQJLQ�PHODNVDQDNDQ�NRPLWPHQ�PHUHND�EHUGDVDUNDQ�81)&&&��
Meskipun tidak diakui secara resmi sebagai hukum internasional 
\DQJ�GDSDW�GLWHJDNNDQ���NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�&23�LQL�PHUXSDNDQ�
EDJLDQ�GDUL�NHUDQJND�KXNXP�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�5(''���\DQJ�
menguraikan antara lain persyaratan de facto bahwa Negara-
negara Pihak Konvensi ini harus bertemu agar memenuhi syarat 
XQWXN�SHQGDQDDQ�EHUEDVLV�KDVLO�GDUL�5(''���

6DODK�VDWX�KDVLO�WHUSHQWLQJ�GDUL�QHJRVLDVL�QHJRVLDVL�81)&&&�
WHQWDQJ�5(''��DGDODK�GLDGRSVLQ\D�.HUDQJND�:DUVDZD�XQWXN�
5(''��GL�&23����SDGD�WDKXQ�������.HUDQJND�LQL�GLGDVDUNDQ�SDGD�
NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�UHOHYDQ�\DQJ�GLDGRSVL�GL�&23�VHEHOXPQ\D�
dan menjabarkan persyaratan bagi negara-negara yang ingin 
PHODNVDQDNDQ�5(''��GL�EDZDK�81)&&&�VHUWD�PHQJDNVHV�
pembayaran berbasis hasil. Keputusan-keputusan ini berkaitan 
dengan lima bidang utama:  pengaturan kelembagaan, 

kerangka pengaman, pendanaan, sistem pemantauan 

hutan nasional (termasuk pengukuran, pelaporan dan 

YHUL¿NDVL�SHQXUXQDQ�HPLVL�DWDX�059�� serta tingkat 

emisi rujukan dan tingkat rujukan. Bidang-bidang ini 
menyediakan struktur untuk analisis di bab berikutnya . 

6HMDODQ�GHQJDQ�SHUNHPEDQJDQ�GL�EDZDK�81)&&&��VHMXPODK�
inisiatif multilateral , bilateral , dan sukarela lainnya saat ini 
WHUOLEDW�GDODP�GXNXQJDQ�NHXDQJDQ�XQWXN�SHODNVDQDDQ�5(''���
:DODXSXQ�EHOXP�RSHUDVLRQDO��81)&&&�MXJD�PHQJDNXL�EDKZD�
Dana Iklim Hijau cenderung memiliki peran utama dalam 
penyaluran sumber daya keuangan untuk mengatasi perubahan 

i.Walaupun isi dari bab 
selanjutnya diatur sesuai 
dengan elemen Kerangka 
Warsawa, bagian pertama 
dari bab selanjutnya 
disebut ‘pengelolaan 
5(''��QDVLRQDO¶��
bukan ‘pengaturan 
kelembagaan’. Hal ini 
karena buku ini melihat 
pengaturan kelembagaan 
untuk pengelolaan 
5(''��QDVLRQDO�VHEDJDL�
topik yang terpisah dari 
pengaturan kelembagaan 
lainnya, misalnya untuk 
SHQGDQDDQ�5(''���\DQJ�
tercakup dalam bagian 
relevan lainnya.

ii. Inisiatif multilateral 
mencakup Dana 
Kemitraan Karbon 
+XWDQ��)&3&��GDQ�)RUHVW�
Investment Programme 
(FIP) dari Bank Dunia.

iii. Inisiatif bilateral 
mencakup Nota 
Kesepahaman Guyana-
Norwegia pada tahun 
2009 mengenai 
&RRSHUDWLRQ�RQ�,VVXHV�
related to the Fight against 
&OLPDWH�&KDQJH��WKH�
Protection of Biodiversity 
and the Enhancement of 
Sustainable Development.

LY��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�0XNDGLPDK

Y��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI���
sebagaimana dimaksud 
GDODP�NHSXWXVDQ���
&3����SDUDJUDI����
yang menyatakan 
bahwa pendanaan 
berbasis hasil untuk 
pelaksanaan kegiatan 
5(''��VHEDJDLPDQD�
yang ditetapkan dalam 
81)&&&�³GDSDW�EHUDVDO�
dari berbagai sumber, 
publik dan swasta, 
bilateral dan multilateral, 
termasuk sumber-sumber 
alternatif”.
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LNOLP��WHUPDVXN�XQWXN�NHJLDWDQ�5(''����&23����GL�:DUVDZD�
mendorong semua entitas ini  untuk menerapkan panduan yang 
WHUNDQGXQJ�GDODP�NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�&23�\DQJ�UHOHYDQ�NHWLND�
mereka memberikan pembayaran berbasis hasil untuk 
SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''����2OHK�NDUHQD�LWX��EDJL�QHJDUD�
negara yang telah berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif tersebut, 
persyaratan yang berkaitan dengan pemberian pembayaran 
berbasis hasil hendaknya tidak dilihat sebagai mengganti 
SHUV\DUDWDQ�81)&&&��WHWDSL�PHOHQJNDSLQ\D��

6DDW�LQL��)&3)��VHEXDK�GDQD�NHPLWUDDQ�JOREDO�\DQJ�GLUDQFDQJ�
untuk membantu negara-negara mempersiapkan diri untuk 
5(''����PHUXSDNDQ�VXPEHU�SHQWLQJ�SHQGDQDDQ�5(''���
3HUV\DUDWDQ�)&3)�EHUVLIDW�NRQWUDNWXDO��GDQ�PHUXSDNDQ�NHZDMLEDQ�
hukum bagi negara-negara yang sedang menerima pendanaan 
GDUL�%DQN�'XQLD��)&)3�WHUGLUL�GDUL�GXD�GDQD�WHUSLVDK��'DQD�
Kesiapan  dan Dana Karbon , masing-masing memiliki 
persyaratan dan panduan teknis dan substantif sendiri. Di bawah 
'DQD�.HVLDSDQ�)&3)��VHPXD�QHJDUD�\DQJ�LQJLQ�PHQGDSDWNDQ�
pendanaan harus mempersiapkan Proposal Persiapan Kesiapan 
�5�33��5HDGLQHVV�3UHSDUDWLRQ�3URSRVDO���\DQJ�PHQMDEDUNDQ�µSHWD�
MDODQ¶�NHJLDWDQ�SHUVLDSDQ�5(''��GDQ�PHQXQMXNNDQ�EDJDLPDQD�
pekerjaan ini akan diselenggarakan dan dikelola di negara yang 
EHUVDQJNXWDQ�����1HJDUD�QHJDUD�\DQJ�WHODK�PHPSHUVLDSNDQ�5�33�
GDQ�PHPEXDW�NHPDMXDQ�PHQXMX�NHVLDSDQ�5(''��NHPXGLDQ�
dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Dana 
.DUERQ�GHQJDQ�PHQJDMXNDQ�&DWDWDQ�*DJDVDQ�3URJUDP�
3HQJXUDQJDQ�(PLVL��(5�3,1�(PLVVLRQ�5HGXFWLRQV�3URJUDP�,GHD�
1RWH����(5�3,1�\DQJ�GLVHWXMXL�KDUXV�VHVXDL�GHQJDQ�.HUDQJND�
Metodologi Dana Karbon, yang terdiri dari seperangkat kriteria 
GDQ�LQGLNDWRU�\DQJ�KDUXV�GLSHQXKL�ROHK�3URJUDP�5HGXNVL�(PLVL��
termasuk ketentuan tentang kerangka pengaman .

3HUV\DUDWDQ�)&3)�KDQ\D�EHUODNX�EDJL�QHJDUD�QHJDUD�\DQJ�
memiliki hubungan kontraktual dengan Dana tersebut, tidak 
EHUODNX�EDJL�VHPXD�QHJDUD�\DQJ�WHUOLEDW�GDODP�5(''���1DPXQ��
VHEDJLDQ�EHVDU�QHJDUD�EHUKXWDQ�\DQJ�LQJLQ�WHUOLEDW�GDODP�5(''��
sedang mengajukan atau telah mengajukan permohonan 
SHQGDQDDQ�PHODOXL�)&3)��GDQ�SHUV\DUDWDQQ\D�EHUODNX�NRQVLVWHQ�
untuk semua mitra kontraktualnya, bukan disesuaikan dengan 
situasi khusus mereka . Oleh karena itu, persyaratannya akan 

YL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI���GDQ�
paragraf 7

YLL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&

viii. Saat ini ada 44 Negara 
3HVHUWD�5(''��\DQJ�WHODK�
mengajukan permohonan 
untuk mendapatkan 
'DQD�.HVLDSDQ�)&3)��
Brasil adalah salah satu 
pengecualian.
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disajikan dan dianalisis dalam buku ini, sejauh persyaratan-
SHUV\DUDWDQ�WHUVHEXW�PHOHQJNDSL�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�

%HUEHGD�GHQJDQ�)&3)��SHUV\DUDWDQ�SHUMDQMLDQ�ELODWHUDO��GDQD�
PXOWLODWHUDO��GDQ�LQLVLDWLI�ODLQQ\D�FHQGHUXQJ�EHUVLIDW�VSHVL¿N�
XQWXN�WLDS�QHJDUD��0LVDOQ\D��3URJUDP�,QYHVWDVL�+XWDQ��),3�
Forest Investment Programme) secara langsung merespons 
SULRULWDV�\DQJ�GLLGHQWL¿NDVL�ROHK�WLDS�QHJDUD�GDODP�VWUDWHJL�GDQ�
UHQFDQD�DNVL�QDVLRQDO�5(''��PHUHND��VHUWD�PHQHWDSNDQ�
persyaratan berdasarkan kasus per kasus. Oleh karena itu, 
penulis tidak mencoba memberikan pedoman yang menyeluruh 
untuk semua inisiatif ini, dan mengundang pembaca untuk 
melihat pada perjanjian-perjanjian tertentu untuk memahami 
persyaratan tambahan yang mungkin akan muncul. Selanjutnya, 
GXNXQJDQ�GDUL�81�5(''��VHEXDK�SURJUDP�NRODERUDWLI�\DQJ�
dibentuk untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan 
5(''��GL�WLQJNDW�QHJDUD��GLOHQJNDSL�GHQJDQ�SHGRPDQ�VXNDUHOD�
untuk negara. Walaupun disebutkan dalam buku ini, hal ini tidak 
GLDQJJDS�VHEDJDL�SHUV\DUDWDQ�5(''��GDQ�ROHK�NDUHQD�LWX�WLGDN�
akan dibahas di sini.

3HUV\DUDWDQ�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�5(''��\DQJ�GLSHUWLPEDQJNDQ�
dalam buku ini bervariasi sifatnya dan mencakup banyak elemen 
WHNQLV��'DULSDGD�PHPEDKDV�VHPXD�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�GDQ�
)&3)�XQWXN�5(''���NLWD�DNDQ�EHUIRNXV�SDGD�HOHPHQ�HOHPHQ�
yang dapat atau harus dipenuhi oleh kerangka hukum dalam 
negeri suatu negara.
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ISU-ISU TATA KELOLA YANG LEBIH LUAS

3HUV\DUDWDQ�GDQ�SDQGXDQ�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�5(''��GDODP�
81)&&&��OLKDW�KDODPDQ��������PHUXSDNDQ�SHUV\DUDWDQ�GDQ�
SDQGXDQ�NKXVXV�XQWXN�5(''����1DPXQ��NHEHUKDVLODQ�
SHODNVDQDDQ�5(''��GL�WLQJNDW�QDVLRQDO�MXJD�DNDQ�EHUJDQWXQJ�
pada keberhasilan dalam mengatasi tantangan tata kelola yang 
mendasari deforestasi melalui sejumlah langkah lintas sektoral 
yang lebih luas, yang melandasi tata kelola yang baik.

Misalnya, salah satu isu lintas sektoral yang paling bermasalah 
XQWXN�HIHNWLYLWDV�5(''��DGDODK�NXUDQJQ\D�NHMHODVDQ�GDQ�
NHDPDQDQ�VHSXWDU�SHQJXDVDDQ�ODKDQ��OLKDW�KDODPDQ�����������
Tanpa hak atas lahan yang jelas dan stabil, sangatlah sulit untuk 
PHQJDORNDVLNDQ�SHPED\DUDQ�5(''��VHFDUD�DGLO��GDQ�WDQSD�
SHPED\DUDQ�5(''��NHSDGD�SDUD�SHPDQJNX�NHSHQWLQJDQ��
insentif untuk melestarikan hutan untuk cadangan karbon akan 
berkurang, mengingat biaya peluangnya jika dibandingkan 
dengan tata guna lahan lainnya. Kerangka hukum dapat 
mendukung kejelasan hak penguasaan adat dan hukum melalui 
pengembangan dan pelaksanaan kebijakan atau program, yang 
hasilnya dapat diabadikan dalam hukum.

Bab terakhir buku ini bertujuan untuk memberikan contoh 
bagaimana kerangka hukum dapat meningkatkan tata kelola, dan 
GDPSDNQ\D�SDGD�NHEHUKDVLODQ�5(''���.RQGLVL�SHPXQJNLQ�
GDODP�EDE�LQL�WHODK�GLDNXL�VHEDJDL�SULRULWDV�GL�PD\RULWDV�5�33�
\DQJ�GLVXVXQ�XQWXN�)&3)���DWDX�GLSHUWLPEDQJNDQ�GDODP�
kepustakaan saat ini sebagai hal penting untuk keberhasilan 
5(''����.RQGLVL�SHPXQJNLQ�LQL�WHUGLUL�GDUL�VHMXPODK�KDN�GDQ�
tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan 
5(''���VHSHUWL�KDN�DNVHV�LQIRUPDVL��OLKDW�KDODPDQ����������GDQ�
isu-isu lainnya yang berkaitan dengan proses untuk tata kelola 
yang baik, seperti perlunya koordinasi horizontal dan vertikal 
dalam pengambilan keputusan (lihat halaman 142-145).

Kondisi pemungkin dasar ini merupakan pondasi bagi 
SHODNVDQDDQ�5(''��\DQJ�DGLO��SHUPDQHQ�GDQ�EDLN�EDJL�
lingkungan. Kondisi-kondisi ini juga dapat berkontribusi dalam 
memastikan bahwa pengembangan undang-undang dan 
NHELMDNDQ�5(''��PHQFDSDL�WXMXDQ�NHELMDNDQ�QDVLRQDO�GDQ�
strategi pembangunan berkelanjutan lainnya, serta dapat menjadi 
wahana untuk meningkatkan tata kelola nasional.

i. Misalnya, kerangka 
SHQJDPDQ�&DQFXQ�
yang disebutkan dalam 
.HSXWXVDQ���&3����
Lampiran I hanya 
berlaku bagi kegiatan 
5(''��VHEDJDLPDQD�
yang ditetapkan dalam 
.HSXWXVDQ���&3����
paragraf 70.

ii. Kondisi ‘pemungkin’ 
dalam buku ini bukan 
merupakan suatu daftar 
lengkap.
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Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian berikut, yang membahas 
isu-isu tata kelola mendasar yang harus ditangani untuk 
PHQMDPLQ�NHEHUKDVLODQ�5(''���akses informasi, partisipasi 

masyarakat; akses keadilan; hak penguasaan lahan yang 

jelas; hak karbon; kesetaraan gender; distribusi 

manfaat; anti-korupsi; kesesuaian antara undang-

undang dan kebijakan sektoral; serta koordinasi 

horizontal dan vertikal. Buku ini berfokus pada kerangka 
hukum ‘formal’, dan pendekatan yang memandu perumusannya, 
bukan pada penjelasan tentang bagaimana kerangka hukum dapat 
dilaksanakan dalam praktiknya.

Tujuan dari analisis yang disajikan dalam bab selanjutnya 
bukanlah untuk memberikan daftar lengkap semua pendekatan 
hukum yang tersedia bagi negara-negara berhutan untuk 
PHQJHPEDQJNDQ�5(''���3HQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�VDQJDW�
berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, dan oleh 
karena itu sifat bagaimana kerangka hukum dapat digunakan 
XQWXN�PHQDQJDQL�SHUV\DUDWDQ�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�5(''��
disesuaikan dengan tiap negara. Tujuannya adalah untuk  
menggambarkan pemikiran yang muncul di bidang ini dan 
pendekatan hukum yang saat ini sedang digali oleh negara-negara 
EHUKXWDQ�XQWXN�PHPXQJNLQNDQ�SHODNVDQDDQ�5(''���GDODP�
rangka meningkatkan kejelasan dan memfasilitasi tindakan di 
antara para pengambil keputusan.

36



�
�1
HLO�3DOP

HU��&
,$
7



38



MERESPONS
PERSYARATAN
INTERNASIONAL

39





©
 Patrick D

enker



PENGELOLAAN REDD+ NASIONAL

.HEHUKDVLODQ�SHQJHPEDQJDQ�GDQ�SHODNVDQDDQ�5(''��SDGD�
tingkat negara membutuhkan pengaturan kelembagaan yang jelas 
. Studi terbaru menemukan bahwa fungsi utama yang perlu 
dilakukan oleh berbagai kelembagaan di suatu negara mencakup 
pengelolaan dan pengawasan, fungsi keuangan (menerima, 
mengelola dan mendistribusikan pendanaan), fungsi teknis 
�EDGDQ�SHPDQWDXDQ���SHODNVDQDDQ��SHQGDIWDUDQ�GDQ�VHUWL¿NDVL��
kerangka pengaman dan akuntabilitas, serta peningkatan 
kapasitas . Distribusi fungsi-fungsi ini di antara para pelaku 
bervariasi menurut pengaturan kelembagaan di tiap negara.

Bagian ini berfokus pada pengaturan kelembagaan untuk 
SHQJHORODDQ�GDQ�NRRUGLQDVL�5(''���+DO�LQL�DNDQ�PHPEXWXKNDQ�
penunjukan atau pembentukan entitas pemimpin yang memiliki 
mandat yang jelas, kekuasaan yang memadai dan tanggung jawab 
\DQJ�WHUGH¿QLVL��

3HODNVDQDDQ�5(''��MXJD�GDSDW�EHUGDPSDN�SDGD�NHJLDWDQ�GDQ�
yurisdiksi badan administrasi yang terlibat dalam tata guna 
lahan lainnya, seperti pertambangan, energi dan pertanian. 
Pengaturan kelembagaan yang kurang jelas untuk pengelolaan 
5(''��GDSDW�PHQJDNLEDWNDQ�\XULVGLNVL�GDQ�NHNXDVDDQ�\DQJ�
WXPSDQJ�WLQGLK��\DQJ�GDSDW�PHQ\HEDENDQ�NRQÀLN�GDQ�SHUVDLQJDQ�
antara kementerian-kementerian yang bergerak dalam isu-isu 
lingkungan, pertanian atau kehutanan. Oleh karena itu, penting 
untuk memastikan koordinasi lintas sektoral. 

Selain itu, distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas 
antara entitas pengelola ini dan berbagai entitas pelaksana di 
tingkat pemerintahan lainnya sangatlah penting (misalnya 
tingkat provinsi dan daerah) (lihat halaman 142-145). 

3HQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�XQWXN�SHQJHORODDQ�5(''��MXJD�KDUXV�
EHUVLIDW�SDUWLVLSDWLI��OLKDW�KDODPDQ�����������

i.  Kerangka Warsawa 
XQWXN�5(''��VHFDUD�OXDV�
menyebutkan ‘pengaturan 
kelembagaan’, termasuk 
pengaturan kelembagaan 
untuk pendanaan. 
Namun, bagian ini 
berfokus pada rancangan 
pengaturan kelembagaan 
5(''��XQWXN�
SHQJHORODDQ�5(''��
dalam rangka memenuhi 
SHUV\DUDWDQ�81)&&&�
GDQ�)&3)��3HQJDWXUDQ�
kelembagaan untuk 
elemen lainnya (misalnya 
pendanaan, kerangka 
pengaman) akan dibahas 
dalam bagian-bagian yang 
relevan (lihat halaman 52 
GDQ�����
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PANDUAN DAN PERSYARATAN INTERNASIONAL KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM (UNFCCC)

.HUDQJND�:DUVDZD�XQWXN�5(''��PHQJLGHQWL¿NDVL�SHQJDWXUDQ�
NHOHPEDJDDQ�PLQLPXP�\DQJ�GLSHUOXNDQ�XQWXN�SHQJHORODDQ�5(''��
dan menyerahkan rincian cara merancangnya sesuai dengan 
kebijaksanaan tiap negara .

Semua negara didorong untuk membentuk sebuah badan nasional 
5(''��DWDX�PHQXQMXN�focal point untuk bekerja sama dengan 
6HNUHWDULDW�GDQ�EDGDQ�WHUNDLW�GL�EDZDK�81)&&&�XQWXN�XUXVDQ�\DQJ�
WHUNDLW�GHQJDQ�5(''����%DGDQ�DWDX�focal point ini dapat 
mencalonkan entitas lain untuk memperoleh dan menerima 
SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�XQWXN�5(''���VHSDQMDQJ�HQWLWDV�LQL�
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia pembayaran  
�OLKDW�MXJD�KDODPDQ�����

PERSYARATAN KONTRAKTUAL FASILITAS KEMITRAAN KARBON HUTAN (FCPF) 
BANK DUNIA

6HPHQWDUD�81)&&&�WHUXWDPD�EHUIRNXV�SDGD�SHUV\DUDWDQ�XPXP�
bagi negara-negara untuk terlibat dalam kerangka internasional 
5(''���SHUV\DUDWDQ�GDQ�SDQGXDQ�)&3)�OHELK�WHUNDLW�GHQJDQ�
NRRUGLQDVL�GDQ�SHODNVDQDDQ�5(''��GL�WLQJNDW�QDVLRQDO��

0HQXUXW�WHPSODWH�3URSRVDO�3HUVLDSDQ�.HVLDSDQ��5�33���OLKDW�
halaman 33), pengaturan kelembagaan untuk kesiapan dan 
SHODNVDQDDQ�5(''��KDUXV�

�� 0HPSHUMHODV�³SHQJDWXUDQ�SHQJHORODDQ�NHVLDSDQ´�\DQJ�GLPDNVXG���
,QL�EHUDUWL�PHQMHODVNDQ�EDJDLPDQD�NHJLDWDQ�5(''��DNDQ�
dikoordinasikan dan bagaimana pelaksanaannya akan dikelola, 
termasuk bagaimana sengketa diselesaikan, bagaimana 
keterlibatan semua pihak dijamin, serta bagaimana dampak 
sosial dan lingkungan dari pelaksanaan akan dikaji dan 
ditangani ;

�� Melibatkan pemangku kepentingan utama ; dan 

�� Dengan jelas menetapkan mandat, peran dan tanggung jawab semua 
badan dan kelompok kerja yang terlibat, untuk memfasilitasi 
koordinasi lintas sektoral . Ini cenderung akan mencakup berbagai 
badan pemerintah seperti badan-badan yang berurusan dengan 
hutan, lingkungan, pertanian, transportasi, perencanaan, 
pendanaan, dan perdana menteri atau kantor presiden.

PERSYARATAN DAN PANDUAN YANG TERKAIT DENGAN 
PENGELOLAAN REDD+ NASIONAL

L��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&

LL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

LLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

LY��7HPSODWH�5�33�81�
5(''�)&3)�NRPSRQHQ��D

v. Ibid

vi. Ibid

YLL��7HPSODWH�5�33�81�
5(''�)&3)
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0HQXUXW�WHPSODWH�5�33��SHUV\DUDWDQ�LQL�GDSDW�GLFDSDL�GHQJDQ�
PHPEHQWXN�VHEXDK�EDGDQ�EDUX�XQWXN�PHQJHOROD�5(''���GDQ�
atau dengan memperkuat badan dan mekanisme koordinasi yang 
ada .

Meskipun metode yang tepat untuk membentuk pengaturan 
NHOHPEDJDDQ�±�PHODOXL�XQGDQJ�XQGDQJ��NHELMDNDQ�GDQ�DWDX�
VWUDWHJL�±�WLGDN�GLWHQWXNDQ��)&3)�PHUHNRPHQGDVLNDQ�SUDNWLN�
EDLN�GL�PDQD�WLDS�QHJDUD�³PHQJLGHQWL¿NDVL�NHELMDNDQ�GDQ�
undang-undang yang perlu ditinjau atau dibenahi untuk 
memungkinkan keberhasilan kolaborasi” .

.HUDQJND�0HWRGRORJL�'DQD�.DUERQ�)&3)�WLGDN�PHPEHULNDQ�
persyaratan atau panduan yang berkaitan dengan pengaturan 
NHOHPEDJDDQ�XQWXN�SHQJHORODDQ�5(''��VHEDJDL�WDPEDKDQ�
WHUKDGDS�SHUV\DUDWDQ�DWDX�SDQGXDQ�\DQJ�WHODK�GLLGHQWL¿NDVL�GL�
atas.

viii. Ibid

L[��7HPSODWH�5�33�81�
5(''�)&3)�NRPSRQHQ��D
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PERAN KERANGKA HUKUM DALAM MEMPERJELAS PENGATURAN 
KELEMBAGAAN UNTUK PENGELOLAAN REDD+

5DQFDQJDQ�GDQ�UHJXODVL�SHQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�VHEXDK�QHJDUD�
XQWXN�SHQJHORODDQ�5(''��PHUXSDNDQ�WXJDV�EDJL�NHUDQJND�
hukum dalam negerinya. Tergantung pada konteks negara dan 
pengaturan kelembagaan yang ada, pemerintah mungkin perlu 
membuat perubahan pada kerangka hukumnya untuk 
memberikan mandat hukum dan kewenangan yang dibutuhkan 
kepada lembaga untuk mengelola pelaksanaan dan pendanaan 
5(''����'HQJDQ�PHQHWDSNDQ�PDQGDW�GDQ�PHPSHUMHODV�EHUEDJDL�
peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang terlibat dalam 
5(''���NHUDQJND�KXNXP�PHPEHQWXN�GDQ�PHQHWDSNDQ�EDWDV�
batas tindakan. Isu-isu yang berkaitan dengan kinerja 
kelembagaan, seperti kurangnya kapasitas dalam lembaga, dan 
bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada kurangnya, atau 
lemahnya penegakan, tidak akan dibahas di sini, karena bukan 
merupakan bagian dari kerangka hukum melainkan berkaitan 
dengan pelaksanaannya. 

Kerangka hukum dalam negeri dapat digunakan untuk 
PHQHWDSNDQ�SHQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�XQWXN�SHQJHORODDQ�5(''��
\DQJ�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�GDQ�)&3)��'XD�
kemungkinan pendekatan disajikan dalam bagian ini: 
PHPEHQWXN�OHPEDJD�EDUX�XQWXN�PHPLPSLQ�SURVHV�5(''��DWDX�
PHQXJDVNDQ�NRRUGLQDVL�5(''��NHSDGD�OHPEDJD�\DQJ�DGD��.HGXD�
pendekatan ini memiliki perbedaan dalam hal biaya, kemudahan 
pelaksanaan, dan tingkat modal politik yang diperlukan, 
tergantung pada situasi khusus tiap negara.
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MEMBENTUK ENTITAS BARU UNTUK MEMIMPIN PROSES REDD+

Negara dapat memutuskan untuk membentuk sebuah entitas 
baru (lembaga, badan atau instansi) yang berfokus pada 
SHQJHORODDQ�5(''���PLVDOQ\D�XQWXN�EHUWLQGDN�VHEDJDL�
penghubung antara Sekretariat dengan badan relevan lainnya di 
EDZDK�81)&&&�

Pembentukan entitas tersebut dapat diperinci dalam strategi 
QDVLRQDO�5(''��QHJDUD�WHUVHEXW��MLND�DGD��GDQ�PDQGDWQ\D�DNDQ�
perlu ditetapkan melalui instrumen hukum misalnya undang-
undang parlemen atau peraturan eksekutif (misalnya peraturan 
atau keputusan presiden). Kejelasan akan dibutuhkan tentang 
komposisi, mandat, kewenangan (termasuk apakah entitas 
tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa kementerian lain 
mengambil tindakan tertentu), dan anggaran.

Sebagian besar negara telah mempersiapkan entitas pengelola 
5(''��PHUHND�GDODP�SHUXQGDQJ�XQGDQJDQ�VHNXQGHU�VHSHUWL�
keputusan presiden atau menteri. Terdapat beberapa risiko 
terkait dengan penggunaan perundang-undangan sekunder 
untuk tujuan ini: perundang-undangan sekunder dapat lebih 
mudah dicabut daripada perundang-undangan primer (undang-
undang tertulis), dan ada risiko lembaga yang baru tidak 
memiliki kewenangan penegakan dan kepatuhan yang memadai. 
Namun, ini dapat menjadi pilihan paling praktis mengingat 
VLWXDVL�WLDS�QHJDUD�GDQ�SHQGHNDWDQ�5(''��\DQJ�PHUHND�SLOLK�

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA
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STUDI KASUS
PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PENGELOLAAN REDD+ DI INDONESIA: 
BADAN PENGELOLA REDD+

Indonesia telah menetapkan target iklim yang 
ambisius untuk menurunkan emisi sebesar 
26% pada tahun 2020, dan sebesar 41% 
dengan bantuan internasional. 87% dari target 
penurunan emisi ini akan harus dipenuhi dari 
pembatasan emisi yang bersumber dari tata 
guna lahan, yang sebagian besar terkait dengan 
deforestasi. Untuk merespons penetapan target 
ini, Badan Pengelola REDD+ (BP REDD+) 
dibentuk dengan Peraturan Presiden  No. 
62 Tahun 2013, untuk melaksanakan tugas 
koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, 
pengelolaan, pemantauan, pengawasan serta 
pengendalian REDD+ di Indonesia, atas nama 
Presiden . Peraturan Presiden No. 62 Tahun 
2013 juga memberikan mandat kepada BP 
REDD+ untuk mengembangkan Strategi  Nasional 
REDD+ (Stranas REDD+) untuk Indonesia.

Berbeda dari kementerian, yang dibentuk dengan 
perundang-undangan primer, BP REDD+ dibentuk 
dengan peraturan presiden. Kelemahan dari hal 
ini adalah bahwa terdapat kemungkinan badan 
ini dapat disesuaikan atau dibatalkan sewaktu-
waktu oleh Presiden baru. Hal ini sangat relevan 
karena Indonesia baru-baru ini melangsungkan 
pemilihan presiden dan legislatif yang baru, yang 
menurut teori dapat mengakibatkan perubahan 
pada keputusan dan peraturan yang ada. Namun, 
pelemahan BP REDD+ dapat secara serius 
memengaruhi pelaksanaan REDD+ di Indonesia 
mengingat peran kepemimpinan dan kapasitasnya 
sebagai fasilitator.

BP REDD+ dibentuk untuk mengoordinasikan 
pendekatan di seluruh nusantara dan antara 
kementerian-kementerian di suatu negara 
di mana gabungan tantangan geografis, 
tata kelola dan insentif komersial untuk 
melakukan deforestasi cukup besar. Tidak 

seperti lembaga lainnya yang bukan merupakan 
kementerian di negara ini, BP REDD+ ini 
memiliki jalur pelaporan langsung ke Presiden. 
Namun, beberapa komentator berpendapat 
bahwa mengingat peran sentral BP REDD+, 
kemampuannya untuk melaksanakan REDD+ 
dapat ditingkatkan melalui peningkatan 
kekuasaan, misalnya untuk meninjau undang-
undang dan peraturan yang tidak sesuai dengan 
REDD+ dan memastikan bahwa keputusan 
kebijakan strategisnya tentang REDD+ 
dilaksanakan secara tepat oleh lembaga-lembaga 
pemerintah terkait.

Namun, sejak pembentukannya, BP REDD+ 
telah memiliki pengaruh yang cukup besar 
di dalam negeri melalui peran fasilitasi dan 
pengelolaannya, dan juga telah melakukan 
berbagai inisiatif untuk mewujudkan tata kelola 
REDD+ yang lebih kohesif (seperti Inisiatif Satu 
Peta dan keterlibatannya dalam pembentukan 
dana perwalian REDD+ Indonesia (FREDDI)). 
Contoh lainnya adalah bahwa Badan ini telah 
menandatangani Nota Kesepahaman Bersama 
dengan pemerintah daerah untuk memulai 
program REDD+ di tingkat daerah. 

Selain itu, penting untuk diingat bahwa, di 
negara manapun, apa pun yang dimungkinkan 
dengan dasar hukum murni harus terjadi dalam 
konteks politik, yang mungkin kondusif atau tidak 
kondusif bagi REDD+. BP REDD+ telah berupaya 
untuk menciptakan momentum politik baru 
untuk menghentikan deforestasi di dalam negeri, 
bersama dengan mitra pembangunan. Hal ini juga 
dapat dilihat dalam dukungan yang diberikannya 
kepada para pelaku sektor swasta besar, seperti 
Unilever dan Wilmar, untuk menjadikan rantai 
pasokan mereka bebas deforestasi pada tahun 
2020.  

i. Keputusan Presiden disebut juga Peraturan Presiden atau ‘Perpres’
ii. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2013 menyatakan bahwa “Badan Pengelola REDD+ mempunyai tugas untuk 
membantu Presiden melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan 
serta pengendalian REDD+ di Indonesia”.
iii. Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia, “Strategi Nasional REDD+,” September 2012
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MENUGASKAN KOORDINASI REDD+ KEPADA LEMBAGA YANG ADA 

Sebuah entitas atau focal point�QDVLRQDO�5(''��MXJD�GDSDW�
dibentuk dengan membenahi mandat lembaga yang ada, 
menambahkan tanggung jawab baru ini ke fungsi yang sudah ada.

0LVDOQ\D��WDQJJXQJ�MDZDE�SHQJHORODDQ�5(''��QDVLRQDO�GDSDW�
dimasukkan ke dalam Kementerian Kehutanan (atau yang setara) 
di negara tersebut. Hal ini akan melibatkan tindakan untuk 
PHPRGL¿NDVL�NRPSRVLVL��NHZHQDQJDQ�GDQ�DQJJDUDQQ\D��VHODLQ�
mandatnya. Ini dapat menghasilkan pembentukan kelompok 
kerja, yang ditempatkan di dalam Kementerian ini dan 
bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai aspek 
SHODNVDQDDQ�QDVLRQDO�5(''���VHSHUWL�059��PHQHWDSNDQ�WLQJNDW�
UXMXNDQ��GLVWULEXVL�GDQ�SHQJHORODDQ�SHQGDQDDQ�5(''���VHUWD�
membentuk pendekatan kerangka pengaman). Keputusan untuk 
menggunakan lembaga yang sudah ada dapat digambarkan 
GDODP�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��QHJDUD�WHUVHEXW�VHEHOXP�
pembenahan hukum terhadap mandat kementerian tersebut 
dilaksanakan.
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CONTOH PENDEKATAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN FOCAL POINT 
NASIONAL REDD+

KOLOMBIA MEKSIKO

MEMBENTUK ENTITAS BARU UNTUK MEMIMPIN PROSES REDD+ 

MENUGASKAN KOORDINASI REDD+ KEPADA LEMBAGA YANG ADA 

Kantor Kehutanan, Keanekaragaman Hayati dan Jasa 
Ekosistem di bawah Kementerian Lingkungan Hidup 
(MADS) bekerja sama dengan Kantor Perubahan Iklim dan 
Kantor Urusan Internasional Kementerian yang sama untuk 
memimpin REDD+. MADS dibentuk dengan Undang-Undang 
No. 99 Tahun 1993 dan diubah dengan Keputusan 2370 
Tahun 2011, yang mengatur fungsi terbarunya.

MADS akan memimpin kelompok kerja antar-disiplin REDD+ 
(REDD+ IWG) yang telah dirancang, yang akan dibentuk 
sebagai bagian dari Komisi Antar-Sektor untuk Perubahan 
Iklim (COMICC). REDD+ IWG akan mencakup satu perwakilan 
masing-masing dari Departemen Perencanaan Nasional, 
Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, sektor 
swasta, masyarakat adat, masyarakat Afro-Kolombia, petani 
dan pemukim, akademisi, LSM, dan dua perwakilan dari 
Regional Climate Change Nodes . REDD+ IWG dibentuk 
dengan dokumen kebijakan (CONPES 3700) tetapi belum 
ditetapkan dalam Keputusan Pemerintah.

Sebuah Keputusan Presiden pada tanggal 25 April 2005, 
yang kemudian digantikan oleh Hukum Umum tentang 
Perubahan Iklim (LGCC), membentuk Komisi Antar-
Kementerian untuk Perubahan Iklim (CICC), sebuah 
badan antar-kementerian yang bertanggung jawab untuk 
mengoordinasikan perumusan kebijakan-kebijakan aksi iklim 
yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam (SEMARNAT).

Pada tahun 2009, Kelompok Kerja REDD+ (GT-REDD+) 
dibentuk di dalam CICC. Tahun berikutnya, Komite Penasihat 
Teknis untuk REDD+ (CTC-REDD+) yang terdiri dari berbagai 
pemangku kepentingan dibentuk dan ditunjuk sebagai badan 
penasihat untuk GT-REDD+. GT-REDD+ mengoordinasikan 
isu-isu REDD+ antara kementerian-kementerian dalam CICC 
dengan Dewan Konsultasi Perubahan Iklim (C4) – yang terdiri 
dari ilmuwan dan perwakilan dari masyarakat sipil dan sektor 
swasta.

CICC memberikan kewenangan kepada Komisi Kehutanan 
Nasional (CONAFOR), sebuah badan di dalam SEMARNAT, 
untuk mengembangkan Strategi Nasional REDD+ bekerja 
sama erat dengan GTREDD+ dan CTC-REDD+. CONAFOR 
berperan sebagai salah satu ketua GT-REDD+ dan memiliki 
kelompok kerja internal REDD+. Oleh karena itu, CONAFOR 
merupakan focal point untuk berbagai inisiatif REDD+.

Stranas REDD+ dan Perpres No. 62 Tahun 2013 membentuk 
Badan Pengelola REDD+ (lihat halaman 47).

Stranas REDD+ menyatakan bahwa Badan ini dibentuk untuk 
mengoordinasikan semua kegiatan REDD+ di Indonesia; 
mengawasi dan mempercepat perbaikan tata kelola hutan/
lahan gambut; serta memastikan layanan pendanaan yang 
efektif dan distribusi manfaat yang adil kepada pemangku 
kepentingan REDD+ .

Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan 
Pariwisata (MECNT) mengeluarkan Keputusan Menteri 09/40 
pada tanggal 26 November 2009 tentang pembentukan, 
komposisi dan penataan struktur untuk pelaksanaan REDD 
. Keputusan Menteri tersebut juga membentuk Komite 
Nasional REDD+ (badan pengambil keputusan), komite 
antar-kementerian (badan yang bertanggung jawab untuk 
pelaksanaan Strategi REDD+), Koordinasi Nasional REDD 
(bertanggung jawab untuk pengelolaan harian REDD+), dan 
komite ilmiah.

INDONESIA REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (DRC)
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KERANGKA PENGAMAN

7LGDN�DGD�GH¿QLVL�\DQJ�UHVPL�GLVHSDNDWL�WHQWDQJ�µNHUDQJND�
pengaman’. Istilah ini telah digunakan oleh lembaga keuangan 
multilateral seperti Bank Dunia untuk mengacu pada tindakan 
atau kebijakan yang melindungi dari kerugian yang tidak 
semestinya yang diakibatkan oleh kegiatan investasi atau 
SHPEDQJXQDQ�±�\DQJ�MXJD�GLVHEXW�µSHQGHNDWDQ�EHUEDVLV�ULVLNR¶��
6HEDOLNQ\D��NHUDQJND�SHQJDPDQ�5(''��GDODP�NHSXWXVDQ�
NHSXWXVDQ�&23�81)&&&�EHUWXMXDQ�XQWXN�PHQFHJDK�DJDU�
NHJLDWDQ�5(''���WLGDN�PHQJJDQJJX�NHDQHNDUDJDPDQ�KD\DWL�GDQ�
PDQXVLD��VHUWD�PHPEDQWX�5(''��PHZXMXGNDQ�EDQ\DN�PDQIDDW��
selain hanya menurunkan emisi. Konsep ini tampaknya 
mengikuti ‘pendekatan berbasis hak’ terhadap kerangka 
pengaman, yang memprioritaskan perlindungan setiap hak 
PHUHND�\DQJ�DNDQ�WHUGDPSDN�ROHK�LQLVLDWLI�5(''��

Misalnya, kerangka pengaman yang mewajibkan setiap pihak 
menghormati hak atas penguasaan lahan masyarakat setempat 
bukan hanya akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 
5(''���PHODLQNDQ�MXJD�DNDQ�PHPEHULNDQ�PDQIDDW�HNRQRPL�
\DQJ�VLJQL¿NDQ��-DPLQDQ�SHQJXDVDDQ�GDSDW�PHPEDQWX�
melibatkan dan menyertakan masyarakat dalam perancangan, 
SHODNVDQDDQ�GDQ�SHPDQWDXDQ�SUR\HN�5(''���PHPLQLPDONDQ�
risiko sengketa lahan di masa depan dan mengurangi risiko bagi 
LQYHVWRU�\DQJ�WHUOLEDW�GDODP�LQLVLDWLI�5(''���OLKDW�KDODPDQ�
����������.HUDQJND�SHQJDPDQ�\DQJ�PHPDGDL�GDSDW�PHPDVWLNDQ�
EDKZD�SHODNVDQDDQ�5(''��GDSDW�EHUNRQWULEXVL�SDGD�SULRULWDV�
nasional lainnya seperti pengurangan kemiskinan dan 
pembangunan berkelanjutan.

Bagian berikut akan menganalisis bagaimana negara dapat 
menggunakan kerangka hukum dalam negeri mereka untuk 
PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�\DQJ�EHUNDLWDQ�GHQJDQ�
kerangka pengaman. Agar dapat memenuhi syarat untuk 
SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�XQWXN�5(''���QHJDUD�QHJDUD�WHUOHELK�
dahulu harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan 
kerangka pengaman dilaksanakan dan dihormati ketika 
PHODNVDQDNDQ�NHJLDWDQ�5(''���.HGXD��QHJDUD�QHJDUD�KDUXV�
mengambil langkah-langkah untuk memberikan informasi 
tentang bagaimana hal ini telah dilakukan. 
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PERSYARATAN UNTUK KERANGKA PENGAMAN REDD+

PANDUAN DAN PERSYARATAN INTERNASIONAL KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

3HUMDQMLDQ�&DQFXQ���VHUWD�NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�81)&&&�
setelahnya, memperjelas bahwa kerangka pengaman merupakan 
EDJLDQ�LQWL�GDUL�PHNDQLVPH�5(''���7HUGDSDW�WLJD�SHUV\DUDWDQ�
terkait dengan kerangka pengaman yang harus dipenuhi untuk 
mengakses pendanaan berbasis hasil: 

Operasionalisasi ‘kerangka pengaman Cancun’:Kerangka 
SHQJDPDQ�&DQFXQ��\DQJ�GLDGRSVL�GL�&23����SDGD�WDKXQ�������
mencakup sejumlah tujuan substantif, seperti melestarikan 
keanekaragaman hayati dan menghormati hak-hak masyarakat 
adat. Negara harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 
5(''��VHVXDL�GHQJDQ�NHUDQJND�SHQJDPDQ�LQL��WHUOHSDV�GDUL�
VXPEHU�GDQ�EHQWXN�SHQGDQDDQ�XQWXN�NHJLDWDQ�5(''���MLND�
mereka ingin memenuhi syarat untuk pembayaran berbasis hasil 
di masa depan . Negara dapat menafsirkan dan menerapkan 
kerangka pengaman sesuai dengan konteks dan situasi mereka 
sendiri . Namun, untuk memastikan bahwa penafsiran dan 
penerapan ini dilaksanakan menurut standar internasional yang 
dapat diterima, kerangka pengaman harus secara eksplisit 
PHUXMXN�SDGD�KXNXP�LQWHUQDVLRQDO���OLKDW�KDODPDQ��������

Pembentukan sistem untuk menyediakan informasi 

tentang kerangka pengaman: negara harus memberlakukan 
sistem untuk menyediakan informasi tentang bagaimana 
NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ�GLODNVDQDNDQ�GDQ�GLKRUPDWL�
�µ6LVWHP�,QIRUPDVL�6DIHJXDUGV¶�DWDX�µ6,6¶����81)&&&�
menyediakan beberapa pedoman awal tentang karakteristik 
sistem tersebut, termasuk bahwa sistem tersebut harus :

�� Memberikan informasi yang transparan dan konsisten, yang 
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan terkait dan 
diperbaharui secara teratur;

�� %HUVLIDW�WUDQVSDUDQ�GDQ�ÀHNVLEHO��XQWXN�PHPXQJNLQNDQ�
perbaikan dari waktu ke waktu;

�� Didorong oleh negara dan dilaksanakan di tingkat nasional; 
dan

�� Didasarkan pada sistem yang sudah ada, jika tersedia.

L��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&

LL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI�����
GDQ�.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&��ODPSLUDQ�,��
paragraf 2

LLL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI����G���
.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

LY��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��
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0HPEHULNDQ�ULQJNDVDQ�LQIRUPDVL� negara harus 
memberikan ringkasan informasi tentang bagaimana kerangka 
SHQJDPDQ�&DQFXQ�GLODNVDQDNDQ�GDQ�GLKRUPDWL�GL�VHOXUXK�
SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''��PHUHND��8QWXN�PHQJDNVHV�
pendanaan berbasis hasil, tiap negara harus mengajukan 
ULQJNDVDQ�LQIRUPDVL�WHUEDUX�PHUHND�NHSDGD�81)&&&���1DPXQ��
81)&&&�WLGDN�PHQHQWXNDQ�LQIRUPDVL�VHSHUWL�DSD�\DQJ�DNDQ�
dimasukkan dalam ringkasan ini, menyerahkan kepada tiap 
negara untuk memutuskan apa yang harus dimasukkan untuk 
menunjukkan bagaimana kerangka pengaman dilaksanakan dan 
dihormati.

Y��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI��
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KERANGKA PENGAMAN CANCUN

Naskah UNFCCC tentang kerangka pengaman 
Cancun  menyatakan bahwa ketika melakukan 
kegiatan REDD+ (seperti kegiatan yang 
dimaksud dalam Paragraf 70, Keputusan 1/
CP.16), kerangka pengaman berikut harus 
didorong dan didukung:

(a) Tindakan yang melengkapi atau sesuai 
dengan tujuan program hutan nasional serta 
konvensi dan kesepakatan internasional terkait;

(b) Struktur tata kelola hutan nasional yang 
transparan dan efektif, yang memperhitungkan 
perundang-undangan dan kedaulatan nasional;

(c) Menghormati pengetahuan dan hak 
masyarakat adat dan anggota masyarakat 
setempat, dengan memperhitungkan kewajiban 
internasional, situasi dan undang-undang 
nasional terkait, serta dengan mengingat 
bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi 
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat;

(d) Partisipasi penuh pemangku kepentingan 
terkait secara efektif, terutama masyarakat 
adat dan masyarakat setempat, dalam tindakan 
yang dimaksud dalam paragraf 70 dan paragraf 
72 [Keputusan 1/CP.16];

(e) Tindakan yang sejalan dengan konservasi 
hutan alam dan keanekaragaman hayati, 
memastikan bahwa tindakan yang dimaksud 
dalam paragraf 70 keputusan ini tidak 
dilaksanakan untuk mengalihfungsikan hutan 
alam, tetapi untuk mendorong perlindungan 
dan pelestarian hutan alam dan jasa 
ekosistemnya, serta untuk meningkatkan 
manfaat sosial dan lingkungan lainnya. 
(Memperhitungkan dibutuhkannya mata 
pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat 
adat dan masyarakat setempat serta 
ketergantungan mereka pada hutan di 
kebanyakan negara, yang tercermin dalam 
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat, serta Hari Bumi Internasional). 

(f) Tindakan untuk mengatasi risiko perubahan; 
dan 

(g) Tindakan untuk mengurangi pengalihan 
emisi.

i. Keputusan 1/CP.16 UNFCCC Lampiran, paragraf 2
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PERINCIAN INDIKATIF BEBERAPA KERANGKA PENGAMAN CANCUN 
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT

Telah dinyatakan sebelumnya bahwa kerangka 
pengaman Cancun tidak menciptakan 
kewajiban baru, tetapi mencerminkan 
komitmen dan bahasa yang sudah ada, 
yang terkandung dalam berbagai konvensi 
dan kesepakatan internasional yang berlaku 
untuk banyak negara REDD+ . Oleh karena 
itu, memastikan bahwa kegiatan REDD+ 
dilaksanakan sesuai dengan kerangka 
pengaman Cancun dapat berfungsi sebagai 
cara bagi negara-negara untuk melaksanakan 
komitmen yang ada yang telah mereka buat.

Berikut adalah perincian indikatif kerangka 
pengaman Cancun (b) dan (e) berdasarkan 
hukum internasional terkait. Untuk perincian 
tentang hukum yang dikaji untuk analisis ini 
lihat Rey dkk. (2013) .

KERANGKA PENGAMAN CANCUN (B)

Kerangka pengaman (b) membutuhkan, 
antara lain, tiap negara untuk memastikan 
“transparansi” dan “efektivitas” struktur tata 
kelola hutan nasional. Menurut instrumen 
terkait di bawah hukum internasional, sebuah 
struktur tata kelola yang transparan harus:

 � Memberikan hak akses informasi, 
serta memastikan akses informasi dan 
penyebaran informasi yang proaktif kepada 
anggota masyarakat tentang hal-hal terkait;

 � Mendorong kesadaran masyarakat tentang 
hak akses informasi, dan kemampuan 
untuk melaksanakan hak itu; dan

 � Memastikan akuntabilitas dan mencegah 
korupsi.

Karakteristik struktur tata kelola hutan yang 
efektif umumnya mencakup :

 � Peraturan perundangan yang dirumuskan 
dengan jelas dan baik, yang berkaitan 
dengan tata kelola dan pengelolaan hutan, 
yang bertujuan untuk memastikan tata 
guna hutan yang berkelanjutan;

 � Penegakan hukum yang memadai;

 � Memastikan partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan dan proses-proses 
terkait;

 � Memastikan distribusi kepemilikan dan 
tata guna lahan (penguasaan lahan) 
yang jelas termasuk untuk kepemilikan 
tradisional dan adat;

 � Memastikan adanya pengaturan pembagian 
manfaat yang adil dan merata;

 � Memberlakukan kerangka kelembagaan 
yang memadai untuk memastikan 
pelaksanaan undang-undang dan kebijakan 
secara efektif; dan

 � Memastikan akses ke prosedur peradilan 
dan administrasi yang dapat memberikan 
pemulihan atas pelanggaran hak secara 
efektif, dan untuk menyelesaikan sengketa.

KERANGKA PENGAMAN CANCUN (E)

Tujuan Kerangka Pengaman (e) adalah bahwa 
aksi REDD+ harus “sejalan dengan konservasi 
hutan alam dan keanekaragaman hayati” . 
Selain itu, REDD+ harus digunakan untuk 
mendorong perlindungan hutan alam dan 
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jasa ekosistemnya. Hal ini berarti mengambil 
tindakan spesifik yang berkontribusi pada 
konservasi hutan alam dan keanekaragaman 
hayati, seperti:

 � Memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ 
tidak mengakibatkan pengalihfungsian 
hutan alam (yang memiliki implikasi 
tertentu pada upaya peningkatan cadangan 
karbon hutan melalui penggunaan 
perkebunan);

 � Mengidentifikasi, memetakan 
dan memantau hutan alam dan 
keanekaragaman hayati;

 � Memastikan dukungan untuk penelitian 
konservasi;

 � Meningkatkan kesadaran;

 � Mengintegrasikan kepedulian 
keanekaragaman hayati ke dalam keputusan 
kebijakan; dan

 � Memastikan bahwa kegiatan REDD+ 
juga mendorong peningkatan manfaat 
lingkungan dan sosial, seperti jasa 
lingkungan dan mata pencaharian.

i. Perincian ini didasarkan pada referensi tentang ‘transparansi’ dalam hukum internasional, termasuk dalam Deklarasi Rio PBB 
tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Rio de Janeiro, 13 Juni 1992), 31 I.L.M. 874 (1992), Prinsip 10, Prinsip 17, 
Prinsip 20, dan Prinsip 22; dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat [UNDRIP] (13 September 2007) G.A Res 
61/295 A, Pasal 10 dan Pasal 16.
ii. Perincian ini didasarkan pada referensi tentang ‘tata kelola yang efektif’ dalam hukum internasional, termasuk dalam 
Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Langka [CITES] (Washington DC., 3 Maret 1973) 993 U.N.T.S. 243 
yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1975, diamandemen di Bonn, pada tanggal 22 Juni 1979, Pasal 9 dan Konvensi PBB 
Menentang Korupsi (Wina, 31 Oktober 2003)  2349 U.N.T.S. 41, G.A Res A/RES/58/4 yang mulai berlaku pada tanggal 14 
Desember 2005, Pasal 7 dan Pasal 36.
iii. Perincian ini didasarkan pada referensi tentang ‘konservasi keanekaragaman hayati’ dalam hukum internasional, termasuk 
dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, (Rio de Janeiro, 5 Juni 1992), 1760 U.N.T.S 79, yang mulai berlaku pada tanggal 29 
Desember 1993, Pasal 6 dan Pasal 10(b), dan Konvensi Konservasi Spesies Hewan Migrasi Liar [Konvensi Bonn] (Bonn, 23 Juni 
1979) 1651 U.N.T.S. 333 yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1983 Pasal 2 dan Pasal 3(a).
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PERSYARATAN KONTRAKTUAL FASILITAS KEMITRAAN KARBON HUTAN 
(FCPF) BANK DUNIA

)&3)�EHUXSD\D�XQWXN�PHPDVWLNDQ�NHVHVXDLDQ�GHQJDQ�NHUDQJND�
SHQJDPDQ�&DQFXQ�81)&&&��GDQ�PHQGRURQJ�SHODNVDQDDQQ\D�GL�
negara-negara yang menerima bantuan keuangannya. Namun, 
QHJDUD�QHJDUD�\DQJ�GLEDQWX�ROHK�)&3)�MXJD�GLKDUDSNDQ�XQWXN�
mematuhi Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Dunia 
NHWLND�PHODNVDQDNDQ�5(''�����

'DODP�UDQJND�PHPDWXKL�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ�VHUWD�
Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Dunia, negara 
GLZDMLENDQ�ROHK�)&3)�XQWXN�PHODNVDQDNDQ�3HQLODLDQ�6RVLDO�GDQ�
Lingkungan Strategis (SESA, Strategic Environmental and Social 
Assessment). Hal ini akan menghasilkan Kerangka Pengelolaan 
Sosial dan Lingkungan (ESMF, Environmental and Social 
Management Framework), yang dimaksudkan untuk menetapkan 
³SULQVLS��DWXUDQ��SHGRPDQ��GDQ�SURVHGXU�XQWXN�PHQLODL�SRWHQVL�
dampak dan risiko lingkungan dan sosial, serta memuat langkah-
ODQJNDK�XQWXN�PHQJXUDQJL��PHUHGDNDQ��GDQ�DWDX�PHQJLPEDQJL�
GDPSDN�GDQ�SHOXDQJ�SRVLWLI�SUR\HN��NHJLDWDQ��DWDX�NHELMDNDQ�
SHUDWXUDQ�>5(''�@ �́

6HODLQ�LWX��PHQXUXW�.HUDQJND�0HWRGRORJL�'DQD�.DUERQ�)&3)��
negara-negara yang ingin menerima pendanaan berbasis hasil 
dari dana ini berkewajiban untuk memastikan bahwa Program 
5HGXNVL�(PLVL��PHUHND�PHQJLNXWL�.HELMDNDQ�GDQ�3URVHGXU�
2SHUDVLRQDO�%DQN�'XQLD�VHUWD�³PHQGRURQJ�GDQ�PHQGXNXQJ´�
.HUDQJND�3HQJDPDQ�&DQFXQ���.HUDQJND�0HWRGRORJL�LQL�MXJD�
PHZDMLENDQ�QHJDUD�QHJDUD�5(''��XQWXN�PHPDVWLNDQ�EDKZD�
3URJUDP�5HGXNVL�(PLVL�PHUHND�PHPEHULNDQ�LQIRUPDVL�WHQWDQJ�
EDJDLPDQD�PHUHND�PHODNVDQDNDQ�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ�
dan Bank Dunia selama pelaksanaan program . Mereka dapat 
PHODNXNDQQ\D�GHQJDQ�PHPSHUVLDSNDQ�³SHQJDWXUDQ�SHPDQWDXDQ�
\DQJ�WHSDW´�\DQJ�KDUXV�GLVHUWDNDQ�GDODP�5HQFDQD�.HUDQJND�
Pengaman  mereka dan memastikan bahwa laporan kemajuan 
sementara dan laporan pemantauan reduksi emisi mereka 
PHQFDNXS�LQIRUPDVL�WHQWDQJ�SHODNVDQDDQ�5HQFDQD�.HUDQJND�
Pengaman .

L��3LDJDP�)&3)��%DE�,,��
Pasal 3, Bagian 3.1(c)

LL��3LDJDP�)&3)��%DE�,,��
Pasal 3, Bagian 3.1(d)

iii. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ��&DUERQ�
Fund Methodological 
)UDPHZRUN��)&3)�.ULWHULD�
24 hal. 18

iv. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ��&DUERQ�
Fund Methodological 
)UDPHZRUN��)&3)�.ULWHULD�
25

v. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ��&DUERQ�
Fund Methodological 
)UDPHZRUN��)&3)�
Indikator 25.1

vi. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ��&DUERQ�
Fund Methodological 
)UDPHZRUN��)&3)�
Indikator 25.2
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PERAN KERANGKA HUKUM DALAM NEGERI

Kerangka hukum dalam negeri suatu negara akan menentukan 
bagaimana kerangka pengaman akan dijalankan ketika 
PHODNVDQDNDQ�NHJLDWDQ�5(''���GDQ�EDJDLPDQD�LQIRUPDVL�
diberikan tentang cara kerangka pengaman dilaksanakan dan 
dihormati.

Dalam banyak kasus, kebijakan, undang-undang dan peraturan 
(kerangka hukum) yang berlaku di suatu negara telah mengatur 
bagaimana tujuan-tujuan yang tercantum dalam kerangka 
SHQJDPDQ�&DQFXQ��VHSHUWL�SHUOLQGXQJDQ�KDN�KDN�PDV\DUDNDW�DGDW��
harus didorong dan dilindungi. Oleh karena itu, kebijakan, undang-
undang dan peraturan tersebut dapat digunakan untuk menentukan 
bagaimana kerangka pengaman yang diadopsi oleh negara ditaati 
�WHUPDVXN�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ��GDQ�ODLQQ\D��PLVDOQ\D�GDUL�
VXPEHU�SHQGDQDDQ�ELODWHUDO�5(''����7DEHO�GL�EDZDK�PHQXQMXNNDQ�
contoh undang-undang yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ��E��GDQ��H��

Cara-cara untuk melaksanakan kerangka pengaman Cancun (b) dan (e) melalui 
perundang-undangan

KERANGKA PENGAMAN CANCUN CONTOH UNDANG-UNDANG

(b) Struktur tata kelola yang transparan dan efektif Undang-undang tentang akses informasi dapat 
berkontribusi pada pelaksanaan kerangka 
pengaman ini karena mengatur kasus-kasus 
di mana hak akses informasi dilindungi dan 
bagaimana hal ini dilakukan.

(e) Konservasi hutan alam dan keanekaragaman 
hayati

Undang-undang kehutanan dapat berkontribusi 
pada pelaksanaan kerangka pengaman ini 
karena mengatur bagaimana hutan alam 
dilindungi.

Selain itu, kebijakan, undang-undang dan peraturan dapat 
menetapkan dan mengatur sistem informasi (termasuk sistem 
pemantauan dan pelaporan) untuk memberikan informasi tentang 
bagaimana kebijakan, undang-undang dan peraturan dilaksanakan 
(misalnya bagaimana penegakan hak atau kewajiban yang mereka 
lindungi atau dorong). Sistem informasi yang sudah ada dan yang 
baru, yang berkaitan dengan kerangka pengaman (dan yang 
dibentuk melalui kebijakan, undang-undang dan peraturan) harus 
digunakan untuk mengumpulkan informasi dan membangun sistem 
informasi kerangka pengaman. Tabel berikut mengilustrasikan 
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contoh bagaimana perundang-undangan dapat menciptakan sistem 
informasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi 
WHQWDQJ�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ��E��GDQ��H��

Cara-cara mengembangkan sistem informasi untuk kerangka pengaman Cancun 
(b) dan (e) melalui perundang-undangan

KERANGKA PENGAMAN CANCUN CONTOH UNDANG-UNDANG

(b) Struktur tata kelola yang transparan dan 
efektif

Undang-undang tentang akses informasi dapat 
membentuk sistem informasi atau pelaporan 
yang akan digunakan untuk mengumpulkan 
informasi tentang bagaimana hak dan 
kewajiban yang ditetapkan dalam undang-
undang ini dilaksanakan.

(e) Konservasi hutan alam dan keanekaragaman 
hayati

Undang-undang kehutanan dapat membentuk 
sistem informasi atau pelaporan yang akan 
digunakan untuk mengumpulkan informasi 
tentang bagaimana hak dan kewajiban 
yang ditetapkan dalam undang-undang ini 
dilaksanakan (misalnya tutupan hutan).

Walaupun kerangka hukum dalam negeri memainkan peran kunci 
GDODP�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�NHUDQJND�SHQJDPDQ�81)&&&��WLDS�
negara juga perlu mempertimbangkan elemen lainnya dalam sistem 
tata kelola mereka sendiri (yaitu kerangka kepatuhan dan 
kelembagaan, lihat halaman 22-23) untuk menjamin pelaksanaan 
kerangka hukum mereka. Pendekatan seperti ini disebut Pendekatan 
.HUDQJND�3HQJDPDQ�1HJDUD��&6$��Country Safeguard Approach) 
terpadu.
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MENGEMBANGKAN PENDEKATAN KERANGKA PENGAMAN NEGARA TERPADU

6HODLQ�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�GDQ�)&3)��OLKDW�KDODPDQ���������
inisiatif multilateral lainnya, dan banyak sumber pendanaan 
ELODWHUDO�5(''���PLVDOQ\D�1RUZHJLD��$XVWUDOLD�GDQ�-HUPDQ��
telah menerapkan atau mengembangkan persyaratan kerangka 
SHQJDPDQ�PHUHND�VHQGLUL�XQWXN�SHODNVDQDDQ�5(''���3HQJDMXDQ�
sumber pendanaan multilateral lainnya seperti Dana Iklim Hijau 
mungkin juga akan membentuk mekanisme dan prosedur 
kerangka pengaman mereka sendiri. Situasi pelik ini dapat 
menyebabkan tumpang tindih kegiatan dan meningkatkan biaya 
transaksi, menghalangi upaya negara untuk memastikan 
kepatuhan terhadap berbagai kerangka pengaman, dan akhirnya 
MXJD�PHQJKDODQJL�NHPDPSXDQ�PHUHND�XQWXN�PHQFDSDL�5(''��
\DQJ�HIHNWLI��H¿VLHQ�GDQ�DGLO�

Salah satu cara terpadu untuk mengatasi berbagai persyaratan ini 
adalah dengan mengembangkan Pendekatan Kerangka Pengaman 
1HJDUD��&6$����&DUD�LQL�WLGDN�PHPHUOXNDQ�SHPEHQWXNDQ�VLVWHP�
yang sama sekali baru tetapi memungkinkan tiap negara untuk 
menggunakan kerangka kepatuhan, kelembagaan dan hukum 
mereka sendiri sebagai dasar. Ada berbagai perangkat yang dapat 
digunakan oleh negara sambil mengembangkan pendekatan ini, 
VHSHUWL�3ULQVLS�GDQ�.ULWHULD�6RVLDO�GDQ�/LQJNXQJDQ��6(3&��Social 
and Environmental Principles and Criteria) , Perangkat Manfaat 
GDQ�5LVLNR��%H57��%HQH¿WV�DQG�5LVNV�7RRO) , atau Pendekatan 
1HJDUD�WHUKDGDS�3HUDQJNDW�.HUDQJND�3HQJDPDQ��&$67��&RXQWU\�
$SSURDFKHV�WR�6DIHJXDUGV�7RRO���GDUL�81�5(''�

.HUDQJND�KXNXP�PHUXSDNDQ�GDVDU�&6$�NDUHQD�EHUIXQJVL�WLGDN�
hanya untuk menentukan bagaimana kerangka pengaman 
dilaksanakan, tetapi juga siapa yang akan bertanggung jawab 
untuk pelaksanaannya (kerangka kelembagaan) dan bagaimana 
kerangka pengaman dijamin (kerangka kepatuhan).

%DJLDQ�EHULNXW�PHQJXUDLNDQ�WDKDSDQ�&6$��PHQ\RURWL�SHUDQ�
kerangka hukum dalam rancangannya.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA
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MEMBENTUK BADAN KERANGKA PENGAMAN YANG TERDIRI DARI BERBAGAI 
PEMANGKU KEPENTINGAN 

,QL�DGDODK�NXQFL�XQWXN�PHPDVWLNDQ�EDKZD�&6$�GLNHPEDQJNDQ�VHFDUD�
partisipatif. Oleh karena itu, membentuk badan teknis yang terdiri dari 
berbagai pemangku kepentingan merupakan langkah penting untuk 
membantu merancang, mengoordinasi dan melaksanakannya.

Kerangka hukum dalam negeri dapat berfungsi untuk menentukan komposisi 
badan ini, serta memperjelas peran, mandat hukum dan kekuasaannya.

%DGDQ�LQL�GDSDW�GLEHQWXN�PHODOXL�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��\DQJ�VXGDK�DGD��
atau dengan menetapkan kebijakan atau rencana kerangka pengaman 
tertentu. Kedua pilihan ini akan membutuhkan peraturan perundangan 
�PLVDOQ\D�XQGDQJ�XQGDQJ�DWDX�NHSXWXVDQ�SHUDWXUDQ�SUHVLGHQ��XQWXN�
memberikan kekuasaan dan mandat kepada badan ini.

Atau, mandat badan kerangka pengaman yang ada dapat diperluas untuk 
PHPEDQWX�PHUDQFDQJ��PHQJRRUGLQDVLNDQ�GDQ�PHODNVDQDNDQ�&6$��+DO�LQL�
DNDQ�PHPEXWXKNDQ�DPDQGHPHQ�WHUKDGDS�XQGDQJ�XQGDQJ�GDQ�DWDX�
kebijakan yang sudah ada yang membentuk badan tersebut.

MENETAPKAN TUJUAN DAN LINGKUP PENDEKATAN KERANGKA PENGAMAN NEGARA

Tiap negara harus menentukan tujuan kerangka pengaman nasional dengan 
PHPSHUWLPEDQJNDQ�NRQWHNV�VSHVL¿N�PDVLQJ�PDVLQJ�±�PLVDOQ\D��WLQJNDW�
SHQJDNXDQ�KDN�PDV\DUDNDW�DGDW��'DODP�NRQWHNV�&6$��KDO�LQL�PHQJKDUXVNDQ�
negara untuk memilih tingkat ambisi mereka, dalam hal menentukan lingkup 
NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ��PLVDOQ\D�SHQDIVLUDQ�WHQWDQJ�WXMXDQ�NHUDQJND�
SHQJDPDQ�&DQFXQ�EHUGDVDUNDQ�NRQWHNV�QDVLRQDO���GDQ�PHPXWXVNDQ�DSDNDK�
EHUWXMXDQ�KDQ\D�XQWXN�PHPHQXKL�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ��OLKDW�KDODPDQ�
55) atau melampaui ini untuk mencakup kerangka pengaman tambahan.

7XMXDQ�GDQ�OLQJNXS�LQL�GDSDW�GLWHQWXNDQ�GL�GDODP�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��
yang sudah ada, atau diperhitungkan dalam kebijakan atau rencana kerangka 
pengaman khusus yang baru dibentuk. Hal ini akan memandu aksi badan yang 
terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, yang ditugaskan untuk 
mengembangkan pendekatan nasional terhadap kerangka pengaman.

Atau, tujuan dan lingkup dapat ditentukan melalui amandemen undang-
undang yang sudah ada. Misalnya, pada tahun 2012, Meksiko membenahi 
Undang-Undang Pembangunan Hutan Berkelanjutan (LGDFS) , menetapkan 
EDKZD�NHUDQJND�SHQJDPDQ�&DQFXQ�GDQ�VHSHUDQJNDW�NHUDQJND�SHQJDPDQ�
tambahan akan diterapkan pada kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan 
MDVD�OLQJNXQJDQ��WHUPDVXN�5(''����
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MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KERANGKA TATA KELOLA YANG ADA

'DODP�PHUDQFDQJ�&6$��QHJDUD�KDUXV�PHODNXNDQ�SHQLODLDQ�WHUKDGDS�NHUDQJND�
tata kelola terkait yang ada di negara mereka masing-masing. Penilaian ini harus 
PHQJLGHQWL¿NDVL�HOHPHQ�HOHPHQ�NHUDQJND�KXNXP��NHOHPEDJDDQ�GDQ�NHSDWXKDQ�
(sistem tata kelola) negara, yang dapat digunakan untuk melaksanakan dan 
PHPEHULNDQ�LQIRUPDVL�WHQWDQJ�NHUDQJND�SHQJDPDQ��VHUWD�PHQJLGHQWL¿NDVL�
kesenjangan dalam kerangka yang ada yang dapat menghambat negara dalam 
mencapai tujuan kerangka pengamannya.

Dalam melakukan penilaian ini, tiap negara harus mempertimbangkan untuk 
PHQJLGHQWL¿NDVL�GDQ�PHQLODL��

1. Bagaimana aspek-aspek yang relevan dari kerangka hukum akan 
dimanfaatkan untuk memberlakukan kerangka pengaman;

2. Bagaimana aspek-aspek yang relevan dari kerangka kelembagaan akan 
dimanfaatkan untuk mengawasi pelaksanaan kerangka pengaman;

3.  Bagaimana sistem informasi yang ada (termasuk sistem pemantauan dan 
pelaporan) akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 
pelaksanaan kerangka pengaman;

4. Bagaimana mekanisme penanganan keluhan yang ada akan digunakan 
untuk menangani keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan kerangka 
pengaman (atau tidak dilaksanakannya kerangka pengaman); dan

5. Bagaimana mekanisme ketidakpatuhan yang ada akan digunakan untuk 
menangani kegagalan dalam melaksanakan dan menghormati kerangka 
pengaman.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan ini, negara akan perlu merumuskan 
UHNRPHQGDVL�XQWXN�PHQJDWDVL�NHVHQMDQJDQ�EDLN�GHQJDQ�PHPSHUNXDW�GDQ�DWDX�
PHPRGL¿NDVL�DVSHN�DVSHN�\DQJ�DGD�GDUL�VHWLDS�NHUDQJND��PLVDOQ\D�GHQJDQ�
memperkuat mandat lembaga yang ada atau membenahi undang-undang yang 
ada), atau dengan menilai apakah harus membentuk elemen baru.

Dalam menyusun rekomendasi-rekomendasi di atas, negara harus 
mempertimbangkan apa yang layak atau memungkinkan dalam segi politik dan 
waktu. Misalnya, dalam beberapa kasus tertentu, membenahi undang-undang 
atau mandat lembaga yang ada untuk mencakup kerangka pengaman mungkin 
layak, tetapi dalam beberapa kasus lainnya, mungkin akan lebih mudah untuk 
membentuk lembaga atau undang-undang khusus yang baru.
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PENILAIAN KERANGKA HUKUM DI VIETNAM 

Pada tahun 2013, sebagai upaya untuk 
melaksanakan pendekatan negara terhadap 
kerangka pengaman, Kantor REDD+ Vietnam 
(VRO, Vietnam REDD+ Office) -dengan 
bantuan teknis dari proyek Multiple Benefits 
REDD+ (MBREDD) SNV- melakukan analisis 
kesenjangan hukum yang terperinci dan 
komprehensif .

Tujuan dari analisis kesenjangan hukum 
tersebut adalah untuk mengidentifikasi 
aspek kerangka hukum mana saja yang dapat 
digunakan untuk memberlakukan kerangka 
pengaman Cancun, dan kesenjangan apa 
saja yang perlu diatasi. Analisis kesenjangan 
hukum menunjukkan bahwa kerangka hukum 
Vietnam secara kokoh telah mencakup 
kerangka pengaman Cancun dan dapat 
digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
kerangka pengaman tersebut secara efektif. 
Selain itu, analisis kesenjangan hukum 
tersebut mengidentifikasi dan memberikan 
rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan 
dalam kerangka hukum, termasuk membenahi 
kebijakan, undang-undang dan peraturan 
tertentu yang ada.  
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MEMBENTUK SISTEM INFORMASI SAFEGUARD (SIS)

Seperti yang dibahas sebelumnya, dalam rangka memenuhi 
SHUV\DUDWDQ�81)&&&��WLDS�QHJDUD�KDUXV�PHPEHQWXN�VLVWHP�
untuk memberikan informasi tentang bagaimana kerangka 
SHQJDPDQ�&DQFXQ�GLODNVDQDNDQ�GDQ�GLKRUPDWL���6LVWHP�
,QIRUPDVL�6DIHJXDUG��6,6��LQL�KDUXV�³GLGRURQJ�ROHK�QHJDUD�GDQ�
GLODNVDQDNDQ�GL�WLQJNDW�QDVLRQDO´��GDQ�KDUXV�³GLGDVDUNDQ�SDGD�
sistem yang ada”  (lihat halaman 53).

:DODXSXQ�QDVNDK�81)&&&�WLGDN�PHQHWDSNDQ�EDKZD�QHJDUD�
harus mengembangkan kerangka pengaman mereka sebelum 
membangun sistem pelaporan kerangka pengaman, penyusunan 
dan pelaksanaan kerangka pengaman harus dilakukan sebelum 
pengembangan SIS. Namun, pengalaman negara saat ini 
menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hubungan antara 
pelaksanaan kerangka pengaman dengan pelaporan kerangka 
pengaman dan sering kali tidak ada koherensi dalam hal urutan 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Peran kerangka hukum dalam negeri sehubungan dengan 
pembentukan dan fungsi SIS akan sangat terkait dengan:

1. Pembentukan platform informasi: platform ini menentukan 
sistem informasi apa (termasuk sistem pemantauan dan 
pelaporan), baik yang ada atau pun yang baru dibuat, yang 
akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 
pelaksanaan kerangka pengaman.

2. Pembentukan struktur kelembagaan yang bertanggung jawab 
atas SIS: struktur ini akan bertanggung jawab atas penyatuan, 
evaluasi dan pengemasan informasi untuk memenuhi berbagai 
NRPLWPHQ�SHODSRUDQ�QHJDUD��PLVDOQ\D�XQWXN�81)&&&�DWDX�
donor).

SIS dapat dibentuk melalui kerangka hukum sebagai bagian dari 
VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''���DWDX�SXQ�PHODOXL�SHQHWDSDQ�VXDWX�
kebijakan atau undang-undang khusus yang menggambarkan 
struktur kelembagaan yang bertanggung jawab atas SIS dan 
pembentukan platform informasi.
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PENDANAAN

,VWLODK�µSHQGDQDDQ�5(''�¶�PHQJDFX�SDGD�SHPED\DUDQ�XQWXN�PHQGXNXQJ�
LQLVLDWLI�GDQ�NHJLDWDQ�5(''���7HUGDSDW�WLJD�VXPEHU�XWDPD�SHQGDQDDQ�
5(''���SHPED\DUDQ�GDUL�SDVDU�ZDMLE�DWDX�SDVDU�VXNDUHOD�LQWHUQDVLRQDO�
�PLVDOQ\D�SDVDU�NDUERQ�&DOLIRUQLD��DWDX�SDVDU�81)&&&�GL�PDVD�GHSDQ��
sebagai imbalan untuk penurunan emisi; pembayaran dari donor langsung 
ke negara-negara berhutan atau melalui dana multilateral atau bilateral 
�PLVDOQ\D�1RUZHJLD�±�,QGRQHVLD���GDQ�SHPED\DUDQ�\DQJ�GLKDVLONDQ�GDUL�
anggaran negara berhutan.

%LDVDQ\D�DGD�EHEHUDSD�WDKDSDQ�GDODP�DOLUDQ�SHQGDQDDQ�5(''��GDUL�
VXPEHU�NH�SHQHULPD�DNKLU��'DODP�NDVXV�PRGHO�GDQD�LQWHUQDVLRQDO�5(''���
tahapan-tahapan ini dapat mencakup kapitalisasi awal dana (misalnya, 
PHODOXL�'DQD�,NOLP�+LMDX�81)&&&���NRPLWPHQ�GDQ�SHQ\DOXUDQ�GDQD�
tersebut dari tingkat internasional ke negara-negara berhutan, pengelolaan 
GDQD�GL�WLQJNDW�QDVLRQDO��PLVDOQ\D�PHODOXL�EDGDQ�VHSHUWL�$PD]RQ�)XQG�±�
OLKDW�KDODPDQ���������GDQ�DNKLUQ\D�SHQ\DOXUDQ�GDQD�GL�QHJDUD�QHJDUD�
berhutan, melalui mekanisme pembagian manfaat.

Pendanaan yang memadai, dapat diprediksi dan berkelanjutan sangatlah 
SHQWLQJ�EDJL�NHEHUKDVLODQ�5(''���7DQSD�SHQGDQDDQ�5(''���EDQ\DN�
negara berhutan hanya memiliki sedikit skema insentif lain yang tersedia 
dan sarana yang terbatas untuk melestarikan cadangan karbon hutan pada 
skala besar. Tergantung pada sistem tata kelola yang ada (yang terdiri dari 
NHUDQJND�KXNXP��NHOHPEDJDDQ�GDQ�NHSDWXKDQ���SHQGDQDDQ�5(''��MXJD�
dapat mendukung pengembangan kerangka kelembagaan yang dapat 
diterapkan dan memiliki dampak lintas sektoral (misalnya dana yang 
mencakup pembayaran untuk pertanian serta kehutanan). Oleh karena itu, 
pembenahan dalam hal ini dapat membantu mendorong tata guna lahan 
dan model pembangunan berkelanjutan yang lebih terpadu. Namun, 
PHPDVWLNDQ�EDKZD�SHQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�XQWXN�SHQGDQDDQ�5(''��
EHUVLIDW�H¿VLHQ�GDQ�PHPLOLNL�WLQJNDW�LQWHJULWDV�GDQ�DNXQWDELOLWDV�¿GXVLD�
yang tinggi merupakan hal yang sulit dalam banyak konteks negara 
berhutan . Keberhasilan aliran pendanaan membutuhkan pelaksanaan 
kerangka hukum dan tata kelola yang kuat.

Bagian berikut akan berfokus pada bagaimana kerangka hukum dalam 
negeri dapat memfasilitasi rancangan pengaturan kelembagaan yang tepat 
yang memungkinkan negara untuk menerima, mengelola dan menyalurkan 
SHQGDQDDQ�5(''��VHFDUD�WUDQVSDUDQ��DGLO�GDQ�EHUWDQJJXQJ�MDZDE��GL�
tingkat proyek, daerah dan pusat. 
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PERSYARATAN YANG TERKAIT DENGAN PENDANAAN REDD+

PEDOMAN DAN PERSYARATAN INTERNASIONAL KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

:DFDQD�GDODP�81)&&&�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�SHQGDQDDQ�WHUXWDPD�EHUIRNXV�
pada bagaimana negara dapat memenuhi syarat untuk pembayaran berbasis 
KDVLO�5(''���GDQ�EDJDLPDQD�PHNDQLVPH�LQWHUQDVLRQDO�5(''��GL�PDVD�
depan akan didanai. Pada saat penulisan buku ini, pedoman untuk 
memenuhi persyaratan pembayaran berbasis hasil tersedia di dalam 
.HUDQJND�:DUVDZD�81)&&&��OLKDW�KDODPDQ���������1DPXQ��ZDFDQD�WHQWDQJ�
VXPEHU�SHQGDQDDQ�XQWXN�NHVHOXUXKDQ�PHNDQLVPH�5(''��PDVLK�EHOXP�
PH\DNLQNDQ���&23����GL�:DUVDZD�PHQHJDVNDQ�NHPEDOL�³SHUOXQ\D�
PHQLQJNDWNDQ�GDQ�PHPSHUEDLNL�HIHNWLYLWDV�SHQGDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''��́ �
GDQ�EDKZD�SHQGDQDDQ�EHUEDVLV�KDVLO�LQL�³PHUXSDNDQ�KDO�EDUX�\DQJ�EHUVLIDW�
tambahan, dapat diprediksi, dan berasal dari berbagai sumber, baik publik 
maupun swasta, bilateral maupun multilateral, termasuk sumber-sumber 
DOWHUQDWLI �́�81)&&&�MXJD�PHQJDNXL�SHUDQ�NXQFL�\DQJ�DNDQ�GLPDLQNDQ�ROHK�
Dana Iklim Hijau dalam menyalurkan sumber keuangan ke negara-negara 
berkembang dan mengatalisasi pendanaan iklim .

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kerangka Warsawa menyatakan bahwa 
untuk memenuhi syarat bagi pembayaran berbasis hasil, negara-negara 
berkembang harus mempertimbangkan untuk mengambil tindakan di bawah 
VHMXPODK�HOHPHQ�LQWL�5(''���PLVDOQ\D�VLVWHP�SHPDQWDXDQ�KXWDQ�QDVLRQDO���
kerangka pengaman dan sistem informasi safeguard ). Namun, Kerangka 
Warsawa tidak memberikan pedoman tentang pengaturan kelembagaan 
seperti apa yang dibutuhkan untuk menerima, mengelola dan menyalurkan 
GDQD�XQWXN�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�SHQGDQDDQ�5(''���.HUDQJND�WHUVHEXW�
KDQ\D�PHQ\HEXWNDQ�EDKZD�HQWLWDV�QDVLRQDO�5(''��DWDX�focal point suatu 
negara dapat mencalonkan entitas lainnya untuk memperoleh dan menerima 
SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�5(''���GHQJDQ�V\DUDW�EDKZD�HQWLWDV�ODLQQ\D�
tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi 
pembayaran tersebut .

PERSYARATAN KONTRAKTUAL FASILITAS KEMITRAAN KARBON HUTAN BANK 
DUNIA

%HUGDVDUNDQ�'DQD�.HVLDSDQ�)&3)��VHEDJDL�EDJLDQ�GDUL�3URSRVDO�3HUVLDSDQ�
.HVLDSDQ��5�33���WLDS�QHJDUD�EHUNHZDMLEDQ�XQWXN�PHPSHUWLPEDQJNDQ�
bagaimana mereka akan merancang mekanisme pendanaan kegiatan dan 
WUDQVDNVL�5(''��PHUHND��WHUPDVXN��

�� Siapa yang diberi kewenangan untuk berpartisipasi dalam transaksi-

L��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&��0XNDGLPDK

LL��.HSXWXVDQ���&3����
paragraf 3

LLL��.HSXWXVDQ���&3����
paragraf 4

LY��.HSXWXVDQ����&3����
paragraf 2

Y��7HPSODWH�5�33�)&3)�
81�5(''�YHUVL���
komponen 2c  halaman 41
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WUDQVDNVL�5(''��GL�GDODP�GDQ�DWDX�OXDU�QHJHUL�

�� Apa peran pemerintah pusat sehubungan dengan transaksi-transaksi ini;

�� Apakah peran pemerintah. pemilik lahan dan peserta lainnya dalam 
WUDQVDNVL�WUDQVDNVL�5(''��GL�PDVD�GHSDQ�WHODK�GLMDEDUNDQ�GDODP�
peraturan perundangan; dan

�� %DJDLPDQD�SHQGDSDWDQ�5(''��\DQJ�GLKDVLONDQ�ROHK�WUDQVDNVL�WUDQVDNVL�
LQL�DNDQ�GLDORNDVLNDQ�GDQ�DWDX�GLGLVWULEXVLNDQ�

'DQD�.DUERQ�)&3)�PHPLOLNL�EHEHUDSD�SHUV\DUDWDQ�WDPEDKDQ�WHUNDLW�GHQJDQ�
SHQGDQDDQ�5(''��GDODP�.HUDQJND�0HWRGRORJLQ\D�

�� Entitas Program Penurunan Emisi negara harus memiliki kewenangan 
XQWXN�PHPEXDW�3HUMDQMLDQ�3HPED\DUDQ�3HQXUXQDQ�(PLVL��(53$��
(PLVVLRQV�5HGXFWLRQ�3D\PHQW�$JUHHPHQW��GHQJDQ�'DQD�.DUERQ�
berdasarkan kerangka hukum dalam negeri negara yang bersangkutan .

�� Negara anggota harus memutuskan apakah akan tetap melakukan 
pencatatan transaksi nasionalnya sendiri atau mengandalkan pihak ketiga 
untuk memastikan bahwa penurunan emisi tidak terjual lebih dari sekali  
(kedua pilihan ini akan perlu diperjelas dalam kerangka hukum).

6HMXPODK�QHJDUD�\DQJ�PHQLODL�'DQD�.DUERQ�)&3)�MXJD�PHQHUDSNDQ�NHUDQJND�
SHQJKLWXQJDQ�WHUSDGX�5(''��GL�WLQJNDW�\XULVGLNVL��-15��-XULVGLFWLRQDO�DQG�
1HVWHG�5(''���9HUL¿HG�&DUERQ�6WDQGDUG��9&6���\DQJ�PHPEHULNDQ�SDQGXDQ�
penghitungan secara lebih terperinci, mengingat bahwa kerangka tersebut 
didasarkan pada penghitungan tingkat proyek dan memastikan bahwa negara 
merancang program yang dapat mengakses lebih banyak pilihan pendanaan 
�OLKDW�KDODPDQ��������

PERSYARATAN LAINNYA

3HUOX�GLLQJDW��VHEDJLDQ�EHVDU�SHQGDQDDQ�5(''��\DQJ�DGD�VDDW�LQL�PHQJDOLU�
melalui perjanjian pendanaan bilateral (misalnya dari Norwegia untuk 
Indonesia; dari Norwegia dan Jerman untuk Peru) dan donor juga 
memberlakukan berbagai ketentuan untuk penyediaan pendanaan ini. 
Dalam tiap pengaturan keuangan ini, penerima pendanaan sering kali 
diwajibkan untuk menerapkan berbagai peraturan khusus dan melaksanakan 
pembenahan kelembagaan yang juga diharapkan dapat memenuhi standar 
¿GXVLD��WDWD�NHOROD��VRVLDO�GDQ�OLQJNXQJDQ�LQWHUQDVLRQDO�XQWXN�PHQJDNVHV�
pembayaran. Pembenahan hukum dan kelembagaan yang dilakukan untuk 
memenuhi persyaratan bilateral ini harus melengkapi dan memperkuat 
SHUV\DUDWDQ�\DQJ�GLWHWDSNDQ�ROHK�81)&&&��GDQ�PXQJNLQ�SHUV\DUDWDQ�\DQJ�
GLWHWDSNDQ�ROHK�)&3)�

vi. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ�)&3)�
.ULWHULD�����,QGLNDWRU������
halaman 25

vii. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ�)&3)�
Kriteria 38 halaman 27
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PERAN KERANGKA HUKUM

.HUDQJND�KXNXP�GDODP�QHJHUL�XQWXN�SHQGDQDDQ�5(''��PHQHWDSNDQ�
aturan bagaimana uang disalurkan dari sumbernya (biasanya di tingkat 
internasional), melalui lembaga perantara dan pengelola (di tingkat 
SXVDW�GDQ�DWDX�GDHUDK��NHSDGD�SHODNX�DWDX�HQWLWDV�\DQJ�EHUWDQJJXQJ�
MDZDE�XQWXN�PHPEHULNDQ�KDVLO�5(''���-HQLV�GDQ�MXPODK�OHPEDJD�\DQJ�
WHUOLEDW�GDODP�DOLUDQ�SHQGDQDDQ�5(''���GDQ�KXEXQJDQ�GL�DQWDUD�
keduanya, bergantung pada kerangka hukum negara, dan pada tahapan 
µ.HVLDSDQ�5(''�¶�DSD�\DQJ�VHGDQJ�GLMDODQL�ROHK�QHJDUD�WHUVHEXW��

Oleh karena itu, kerangka hukum harus menetapkan pelaku atau 
RUJDQLVDVL�PDQD�\DQJ�EHUKDN�PHQHULPD�GDQ�DWDX�PHQ\DOXUNDQ�PDQIDDW�
PRQHWHU�XQWXN�EHUEDJDL�MHQLV�NHJLDWDQ��GDQ�EDJDLPDQD�GDQD�5(''��
didistribusikan untuk memastikan bahwa invidividu atau masyarakat 
yang tepatlah yang menerima pembayaran . Misalnya, suatu departemen 
SHPHULQWDK�\DQJ�PHQHULPD�SHQGDQDDQ�5(''��GDUL�WLQJNDW�
internasional dapat mendistribusikan kembali uang yang diterimanya ke 
GHSDUWHPHQ�DWDX�OHPEDJD�SHPHULQWDK�ODLQQ\D��PLVDOQ\D�EDGDQ�5(''���
untuk dikelola dan akhirnya disalurkan ke tingkat proyek. Alternatif 
lainnya adalah lembaga atau badan yang menerima uang dari tingkat 
internasional juga dapat bertindak sebagai mekanisme nasional untuk 
PHQJHOROD�GDQ�PHQ\DOXUNDQ�SHQGDQDDQ�5(''���.HUDQJND�KXNXP�MXJD�
dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi aliran pendanaan 
5(''��PHODOXL�VLVWHP�SHODSRUDQ�GDQ�SHQJKLWXQJDQ��VHUWD�PHPHUDQJL�
korupsi (lihat halaman 148-151).

5DQFDQJDQ�SHQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�XQWXN�SHQGDQDDQ�5(''��GDSDW�
GLSHQJDUXKL�ROHK�VLVWHP�SHPEDJLDQ�PDQIDDW��SHODSRUDQ�GDQ�¿GXVLD�\DQJ�
telah digunakan di sektor lainnya (misalnya di sektor pertambangan) , 
yang juga dapat menjadi contoh berharga tentang ‘apa yang tidak boleh 
GLODNXNDQ¶�GDODP�SHQJHPEDQJDQ�5(''���0LVDOQ\D��XQGDQJ�XQGDQJ�
Canon Minero  di Peru, yang mengharuskan pendistribusian kembali laba 
pertambangan ke yurisdiksi di mana bahan mineral tersebut dieksploitasi, 
memberikan pelajaran tentang sistem transfer pendapatan antara 
SHPHULQWDK�SXVDW�GHQJDQ�GDHUDK�\DQJ�EHUVDQJNXWDQ�XQWXN�5(''��

Walaupun ketetapan hukum di balik Canon Minero cukup inovatif, 
penanganan transfer pendapatan ke pemerintah daerah masih kurang 
baik akibat lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan publik, dan 
kurangnya kejelasan tanggung jawab administratif. Hal ini telah 
mengakibatkan minimnya peningkatan kondisi hidup masyarakat 
daerah, terlepas dari peningkatan substansial pendanaan publik yang 
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tersedia . Hal ini menekankan bahwa meskipun kerangka hukum sangat 
penting bagi rancangan pengaturan kelembagaan untuk pendanaan 
5(''���VLVWHP�WDWD�NHOROD�\DQJ�EHUIXQJVL�MXJD�GLSHUOXNDQ��PLVDOQ\D�
dengan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk melaksanakan 
kerangka hukum dan kerangka kepatuhan yang efektif untuk mengawasi 
dan menegakkan pelaksanaannya).
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APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA

MEMPERJELAS PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PENDANAAN REDD+ 

7DQSD�SDQGXDQ�WHUSHULQFL�GDUL�81)&&&�WHQWDQJ�EDJDLPDQD�
sebaiknya negara menerima, mengelola dan mendistribusikan 
SHQGDQDDQ�5(''���OLKDW�KDODPDQ���������SHQLODLDQ�SHUOX�GLODNXNDQ�
tentang bagaimana negara-negara berkembang mempersiapkan atau 
menggunakan kerangka hukum mereka untuk tujuan ini. Studi kasus 
dalam bagian ini dapat memberikan panduan kepada negara di 
berbagai tahapan kesiapan yang sedang menggali bagaimana 
kerangka hukum mereka dapat memfasilitasi akses ke dana untuk 
PHNDQLVPH�5(''��LQWHUQDVLRQDO��

Titik awal penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian pendanaan 
5(''��ELDVDQ\D�DGDODK�SHPEHQWXNDQ�µGDQD¶�5(''���'DQD�DGDODK�
sekumpulan pendanaan yang dikelola oleh satu entitas atau lebih, 
yang secara hukum tidak bergantung pada lembaga asal pendanaan. 
Dana harus bersifat transparan, adil dan bertanggung jawab, serta 
dapat dibentuk dan diatur dengan tidak bergantung pada pemerintah 
atau secara independen, semi-independen, atau sepenuhnya di bawah 
administrasi pemerintah. Kerangka hukum dalam negeri dapat 
digunakan untuk menentukan bagaimana dana dimanfaatkan 
(misalnya jumlah dan sumber pendanaannya), bagaimana para 
pemangku kepentingan dilibatkan, apakah kegiatan dilaksanakan 
secara langsung atau didelegasikan kepada mitra pelaksana, serta 
kriteria kelayakan untuk menerima pendanaan .

Dana dapat dibentuk dengan: 

�� Menggunakan dana yang ada dan kerangka hukum yang 
mendasarinya, untuk memperluas mandat mereka agar mencakup 
SHQJHORODDQ�GDQ�GLVWULEXVL�SHQGDQDDQ�5(''��

�� 0HPEHQWXN�VDWX�DWDX�EHEHUDSD�OHPEDJD�EDUX�±�EDGDQ�GDQD�±�
yang memiliki tanggung jawab ini; atau

�� Menggunakan gabungan dari kedua pendekatan ini.

-LND�GDQD�GLWHULPD�XQWXN�SHQGDQDDQ�5(''��GLUHQFDQDNDQ�XQWXN�
tidak bergantung pada pemerintah (misalnya melalui dana perwalian 
konservasi yang ada), dana tersebut dapat didirikan dalam bentuk 
SHUZDOLDQ�±�SHQJDWXUDQ�KXNXP�GL�PDQD�VHRUDQJ�ZDOL�VHFDUD�KXNXP�
memiliki dan mengelola sumber keuangan atau properti yang 
disumbangkan secara eksklusif untuk tujuan amal yang telah 
ditentukan .  Jika struktur dana bersifat semi-independen, atau 
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sepenuhnya berada di bawah administrasi pemerintah, pembentukan 
atau pembenahan dana biasanya akan membutuhkan keputusan atau 
peraturan baru, atau yang telah diamandemen (perundang-undangan 
sekunder). Keputusan atau peraturan tersebut akan membentuk atau 
menunjuk badan dan mengatur kewenangan dan fungsinya.

Penilaian terhadap hukum yang ada terlebih dahulu harus dilakukan 
untuk memeriksa kemungkinan peluang untuk membentuk mekanisme 
SHQGDQDDQ�5(''��GDQ�PHQJHYDOXDVL�ODQJNDK�\DQJ�OHELK�WHSDW��
membenahi undang-undang yang ada atau membuat undang-undang 
WHUSLVDK��0LVDOQ\D��GL�.DPERMD��GLPDVXNNDQQ\D�5(''��NH�GDODP�
ruang lingkup Dana Kawasan Lindung akan membutuhkan amandemen 
terhadap Undang-undang Kawasan Lindung, untuk memperluas 
OLQJNXSQ\D�DJDU�MXJD�PHQFDNXS�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���1DPXQ��
Undang-undang Kawasan Lindung hanya berlaku untuk kawasan yang 
dilindungi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan bukan untuk hutan 
yang dilindungi oleh Administrasi Kehutanan, yang merupakan bagian 
dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 
0HQJLNXWVHUWDNDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��DNDQ�FHQGHUXQJ�PHQJDUDK�
SDGD�NRQÀLN�DQWDUD�PDQGDW�.HPHQWHULDQ�3HUWDQLDQ��.HKXWDQDQ�GDQ�
Perikanan dengan mandat Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena 
itu, analisis menyiratkan bahwa pengembangan suatu undang-undang 
EDUX�XQWXN�PHPEHQWXN�GDQD�QDVLRQDO�5(''��GL�.DPERMD�GDSDW�
memberikan plihan yang secara politik lebih layak daripada 
pembenahan hukum .

Tiga contoh pengaturan kelembagaan nasional untuk menerima, 
PHQJHOROD�GDQ�PHQGLVWULEXVLNDQ�SHQGDQDDQ�5(''���GDQ�EDJDLPDQD�
kerangka hukum dalam negeri mendukung pengaturan ini, diuraikan 
pada halaman berikut:

�� $PD]RQ�)XQG�±�OLKDW�KDODPDQ������

�� *X\DQD¶V�5(''��,QYHVWPHQW�)XQG��*5,)��±�OLKDW�KDODPDQ������

�� Sistem Insentif Jasa Lingkungan (SISA) di Negara Bagian Acre, Brasil 
±�OLKDW�KDODPDQ���
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STUDI KASUS
AMAZON FUND – BRASIL

Amazon Fund didirikan pada bulan Agustus 
2008  untuk mengumpulkan dana yang akan 
digunakan untuk mengurangi deforestasi 
serta melakukan pelestarian dan pengelolaan 
hutan lestari di bioma Amazon. Dana ini telah 
menjadi instrumen kunci dalam mendukung 
Brasil mencapai komitmen penurunan emisi 
sukarela yang ditetapkan dalam Kebijakan 
Nasional Perubahan Iklim (PNMC) negara 
tersebut, yang menjadi undang-undang pada 
tahun 2009 . Mayoritas dari komitmen-
komitmen tersebut diharapkan akan terpenuhi 
melalui 80% pengurangan deforestasi di 
bioma Amazon.

Amazon Fund dapat dianggap sebagai dana 
semi-otonom dalam administrasi pemerintah 
. Dana ini dikelola oleh Bank Pembangunan 
Brasil BNDES bersama-sama dengan Komite 
Pedoman Multi-Pemangku Kepentingan 
(COFA) yang mencakup perwakilan-perwakilan 
dari pemerintah daerah, kementerian 
nasional, masyarakat adat, masyarakat sipil, 
LSM, industri dan petani . Dana ini tidak 
menggunakan pendekatan berbasis pasar pada 
umumnya. Dalam keputusan yang mendasari 
pembentukannya, BNDES diberi kewenangan 
untuk menerima “sumbangan” (kontribusi 
dari pemerintah asing dan sektor swasta) 
untuk investasi dalam upaya “mencegah, 
memantau dan memerangi deforestasi dan 
mengembangkan konservasi dan tata guna 
berkelanjutan di Amazon . Donor menerima 
sertifikat dari BNDES yang mengakui 
kontribusi mereka bagi Amazon Fund , yang 
mengidentifikasi donor yang bersangkutan, 
jumlah yang disumbangkan dan nilai karbon 
yang dikurangi dalam satuan ton . Upaya-
upaya ini bersifat “nominal, tidak dapat 
dipindahtangankan dan tidak menghasilkan 
hak atau kredit apa pun” . Penghindaran emisi 
dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan diverifikasi oleh Komite Teknis Amazon 
Fund , berdasarkan laju deforestasi yang 
dihitung oleh National Institute for Spatial 
Research. Tidak ada “pencatatan” resmi yang 
dilakukan saat ini, tetapi sertifikasi yang 
dikeluarkan oleh BNDES harus disediakan 
untuk masyarakat umum di internet .

Sejak tahun 2013, 1,03 miliar dolar AS 
telah dijanjikan untuk dana ini, terutama dari 
Norwegia . Saat ini, pemanfaatan Amazon 
Fund bergantung pada kinerja tahunan 
berdasarkan rata-rata deforestasi historis 
bergulir dan tingkat emisi rujukan untuk 
bioma Amazon. Baseline ini merupakan 
baseline tetap untuk 15 tahun selama 
periode 2006-2020. Jika laju deforestasi 
untuk tahun tertentu lebih tinggi daripada 
tingkat emisi rujukannya, Amazon Fund tidak 
akan menerima pendanaan tahun itu dan 
diwajibkan untuk memberikan kompensasi 
untuk emisi tersebut pada tahun berikutnya 
. COFA diberikan tanggung jawab untuk 
menetapkan pedoman dan kriteria alokasi 
sumber daya serta menyetujui informasi dua 
tahunan tentang alokasi sumber dan laporan 
tahunan Amazon Fund . Semua proyek 
diundang untuk mengirimkan permohonan 
pendanaan sesuai dengan tujuannya, 
dan biasanya diajukan oleh negara, kota 
dan lembaga swadaya masyarakat . Dana 
dikucurkan untuk kegiatan-kegiatan di seluruh 
negeri, termasuk yang berada di luar bioma 
Amazon. Keputusan yang menetapkan hal ini 
mewajibkan BNDES untuk menyewa jasa audit 
eksternal setiap tahun untuk memverifikasi 
alokasi sumber pendanaan Amazon Fund 
secara tepat .

Dana yang berbagi struktur semi-otonom 
semacam ini (misalnya Dana Reforestasi 
Indonesia) cenderung memiliki legitimasi 
politik yang tinggi melalui pemeliharaan 
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kendali nasional yang kuat. Melalui 
kemandirian relatifnya, mereka juga sering 
kali mampu melakukan koordinasi secara 
lebih baik di seluruh sektor pemerintah, dan 
pada saat yang sama juga menurunkan biaya 
transaksi melalui hubungan mereka dengan 
lembaga dan kekuasaan negara.

Namun, jika lembaga negara lemah atau 
rentan terhadap korupsi, terdapat risiko 
bahwa pendanaan REDD+ digunakan untuk 
tujuan lainnya, atau tidak didistribusikan 
secara adil dan efisien kepada penerima yang 
sah. Misalnya, suatu studi terbaru tentang 
dana hutan dan lingkungan lainnya di Brasil 
menyoroti bahwa hampir 9 miliar dolar 
AS telah dialihkan dari dana Mato Grosso 
(FEMAM) ke Perbendaharaan Negara untuk 
menutupi biaya seperti untuk gaji pegawai 
pemerintah . Risiko ini dapat diimbangi oleh 
dewan independen dan ketentuan hukum 
yang seimbang yang memastikan transparansi. 
Oleh karena itu, struktur semi-otonom seperti 
Amazon Fund  dapat menawarkan pilihan 
transisi yang berpotensi kepada negara-negara 
yang ingin mengusahakan pendanaan REDD+ 
tanpa hadirnya pasar internasional REDD+.

Martijn Wilder dan Ilona Millar
Baker & McKenzie
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STUDI KASUS
GUYANA REDD-PLUS INVESTMENT FUND (GRIF)

Guyana REDD-Plus Investment Fund (GRIF) 
didirikan pada tahun 2010 untuk mendanai 
kegiatan-kegiatan yang diidentifikasi dalam 
Strategi Pembangunan Rendah Karbon 
(LCDS, Low Carbon Development Strategy) 
Pemerintah Guyana, dan meningkatkan 
kapasitas nasional untuk meningkatkan 
keseluruhan upaya REDD+ dan LCDS . GRIF 
didirikan pada bulan Oktober 2010 melalui 
Perjanjian Administratif (AA, Administrative 
Agreement) antara Norwegia dengan 
International Development Association 
(IDA) Bank Dunia; yang diusulkan dan 
dipertimbangkan dalam Nota Kesepahaman 
yang ditandatangani oleh Pemerintah Guyana 
dan Pemerintah Norwegia pada tahun 2009.

GRIF pada awalnya digunakan oleh 
Pemerintah Norwegia, yang menjanjikan 
hingga 250 juta dolar AS selama periode 
2010-2015, berdasarkan verifikasi laju 
deforestasi dan degradasi hutan serta 
kemajuan kegiatan REDD+ yang dilakukan 
secara independen di Guyana. Pada intinya, 
GRIF dirancang untuk bertindak sebagai 
“mekanisme perantara keuangan untuk 
pembayaran berbasis kinerja dari para 
kontributor kepada Guyana”, menerima 
pembayaran dari jasa iklim hutan yang 
diberikan oleh Guyana; serta menyalurkan 
pembayaran ini dan pendapatan investasi 
apa pun yang diperoleh dari pembayaran 
ini ke proyek dan kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan LCDS di Guyana.

Inti struktur GRIF adalah Komite Pengarah 
yang dipimpin oleh pemerintah Guyana, yang 
mencakup pemberi dana dan mengundang 
pengamat, termasuk entitas mitra, lembaga 
pelaksana, organisasi masyarakat sipil dan 
entitas sektor swasta. Komite ini berfungsi 
sebagai badan pengawas dan pengambil 
keputusan untuk dana ini. Lembaga pelaksana 

dananya adalah IDA, yang bertanggung 
jawab untuk memberikan jasa perantara 
keuangan kepada GRIF (misalnya menerima 
pendanaan dari donor, mengelola uang ini 
dalam dana perwalian, dan mendistribusikan 
sumber daya kepada Entitas Mitra dalam 
jumlah yang disetujui oleh Komite Pengarah). 
Entitas Mitra, yang meliputi Inter-American 
Development Bank (IDB), Bank Dunia dan 
badan PBB manapun, diwajibkan untuk 
memberikan jasa operasional kepada proyek-
proyek yang disetujui. Tanggung jawab ini juga 
mencakup memastikan bahwa proyek-proyek 
yang diusulkan sesuai dengan tujuan-tujuan 
LCDS, bahwa kerangka pengaman fidusia 
serta kebijakan dan prosedur operasional 
diikuti, dan bahwa hasil dicapai. Lalu, Entitas 
Mitra membuat perjanjian dengan Entitas 
Pelaksana, yang kemudian bertanggung jawab 
untuk melaksanakan proyek atau kegiatan 
terkait (entitas pelaksana biasanya adalah 
badan dan kementerian Pemerintah Guyana).

Dalam beberapa hal, struktur organisasi GRIF 
serupa dengan dana semi-otonom dalam 
administrasi pemerintah (misalnya Amazon 
Fund lihat halaman 50). Namun, meskipun 
kelebihan dan kekurangan dari struktur 
semacam ini serupa dengan kelebihan dan 
kekurangan yang diuraikan untuk Amazon 
Fund, kurangnya perundang-undangan 
pendukung untuk memastikan keamanan dan 
kelanggengan dana ini membuat dana ini 
berisiko akan menggeser prioritas politik pada 
tingkat donor dan tingkat nasional. Hal ini 
terutama berlaku ketika dana digunakan oleh 
satu donor besar, seperti dalam kasus GRIF. 
Banyak kritik tambahan juga telah ditujukan 
kepada GRIF karena pencairan dana yang 
sangat lambat. Hal ini terutama disebabkan 
oleh waktu yang diperlukan untuk memenuhi 
kompleksitas prosedur Entitas Mitra (Bank 
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Dunia dll), termasuk kepatuhan terhadap 
kerangka pengaman, tetapi juga karena 
keterlambatan dalam Pemerintah Guyana 
dan terbatasnya kapasitas nasional untuk 
mengembangkan proyek . Oposisi politik di 
Guyana terhadap proyek-proyek tertentu yang 
dialokasikan untuk pendanaan GRIF telah 
memperparah keterlambatan ini .

Terlepas dari kekurangan ini, struktur GRIF 
masih menawarkan satu model sementara 
yang potensial kepada negara-negara yang 
ingin membentuk lembaga pendanaan 
baru untuk menerima, mengelola dan 
mendistribusikan pendanaan REDD+ 
sementara tanpa adanya mekanisme berbasis 
pasar internasional.
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MENGGUNAKAN KERANGKA HUKUM UNTUK 
MENDORONG PENDANAAN REDD+

Kerangka hukum dalam negeri dapat mendorong aliran pendanaan 
5(''��PHODOXL�SHPEHQWXNDQ�LQVHQWLI�¿VNDO�NKXVXV��GDQ�PHODOXL�
pengurangan risiko investasi dengan menciptakan lingkungan 
pendukung yang lebih kuat bagi proyek dan program yang mengurangi 
deforestasi atau degradasi hutan. 

&RQWRK�FDUD�FDUD�GL�PDQD�SHPHULQWDK�GDSDW�PHQJHPEDQJNDQ�LQVHQWLI�
¿VNDO�PHQFDNXS��PHQHWDSNDQ�LQVHQWLI�SDMDN�XQWXN�SHQJHPEDQJDQ�SUR\HN�
5(''���PHQDQGDWDQJDQL�NRQWUDN�PDVD�GHSDQ�XQWXN�NUHGLW�NDUERQ�
hutan; menjamin kredit atau pinjaman bunga rendah untuk jenis proyek 
tertentu; dan menyediakan investasi dampingan publik, semuanya dapat 
didukung oleh perundang-undangan dasar dalam negeri . Misalnya pada 
WDKXQ�������5HSXEOLN�'HPRNUDWLN�.RQJR�PHQHWDSNDQ�8QGDQJ�8QGDQJ�
Kemitraan Pemerintah-Swasta , yang bertujuan untuk mengalang dana 
guna mendukung proyek-proyek besar yang berbasis sumber daya alam, 
termasuk pertambangan, air dan kehutanan. Undang-Undang ini 
menciptakan lingkungan hukum khusus dan sistem pajak yang berlaku 
bagi kemitraan pemerintah-swasta ini, dan membebaskan perusahaan-
perusahaan dalam kemitraan dari bea, tarif, pajak, bea cukai, dan royalti 
tertentu atas impor atau ekspor langsung atau tidak langsung. 

Atau, bentuk perundang-undangan tertentu dapat mengatalisasi serapan 
SUR\HN�SUR\HN�5(''��GL�WLQJNDW�QDVLRQDO��VHUWD�PHQDULN�GXNXQJDQ�
NHXDQJDQ�\DQJ�OHELK�EHVDU�XQWXN�PHUHND��&RQWRK�WHUEDLN�WHQWDQJ�KDO�LQL�
mungkin adalah pengembangan perundang-undangan ‘pembayaran jasa 
ekosistem’ (PES, payments for ecosystem services). Misalnya, di Kosta 
5LND��8QGDQJ�8QGDQJ�.HKXWDQDQ�1RPRU�������������PHPEHQWXN�VLVWHP�
PES untuk jasa mitigasi karbon, jasa hidrologi, keanekaragaman hayati 
dan keindahan alam. Undang-undang ini juga membentuk dana, Fondo 
Nacional de Financiamento Forestal (FONAFIFO), untuk 
PHQGLVWULEXVLNDQ�SHPED\DUDQ�GDQ�LQVHQWLI��)&3)�WHODK�PHQDQGDWDQJDQL�
Letter of Intent dengan FONAFIFO untuk membeli penurunan emisi 
yang dihasilkan melalui program ini . Demikian pula, perundang-
undangan penting belakangan ini di Peru telah menciptakan kerangka 
legislatif untuk proyek-proyek pembayaran jasa ekosistem (PES), 
termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, pelestarian keanekaragaman 
hayati dan jasa daerah aliran sungai (DAS) (lihat halaman 82-83). Sangat 
dapat dibayangkan, undang-undang dalam negeri semacam ini dapat 
disesuaikan dan dimanfaatkan untuk mendorong dan mendukung aliran 
NHXDQJDQ�EDJL�SHQJHPEDQJDQ�SUR\HN�SUR\HN�5(''��VNDOD�EHVDU�
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STUDI KASUS
UNDANG-UNDANG JASA EKOSISTEM PERU

Setelah melalui proses penyusunan selama 
enam tahun, Undang-Undang Jasa Ekosistem 
Peru yang baru (Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos) 
diloloskan oleh Kongres Nasional pada tanggal 
5 Juni 2014, yang memberikan kerangka 
hukum yang komprehensif untuk pembayaran 
jasa ekosistem. Undang-undang ini dianggap 
sebagai salah satu undang-undang termaju 
dari undang-undang sejenisnya. Undang-
Undang ini memberikan kerangka hukum 
tertulis untuk upaya-upaya konservasi 
yang memanfaatkan modal alam swasta 
untuk mendukung berbagai jasa ekosistem, 
termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, 
pelestarian keanekaragaman hayati dan jasa 
DAS. Dalam undang-undang ini, program-
program PES tetap bersifat sukarela , tetapi 
undang-undang ini memberikan kejelasan 
dan kepastian peraturan yang lebih besar 
untuk pengaturan ini. Dalam hal ini, Undang-
Undang PES mengakui kebebasan kontraktual 
“kontributor” dan “penerima manfaat” untuk 
secara sukarela menyetujui pelaksanaan 
skema PES, yang tergantung pada penilaian 
dan persetujuan dari Kementerian Lingkungan 
Hidup.

Jasa ekosistem didefinisikan sebagai “Warisan 
Bangsa” (dengan demikian merupakan milik 
negara) . Namun, Undang-Undang PES 
bertujuan untuk memberikan kompensasi 
kepada mereka yang turut melestarikan, 
memulihkan dan menggunakan jasa ekosistem 
secara berkelanjutan, yang mungkin adalah 
pihak swasta . “Kontributor” dapat berupa (i) 
pemilik atau pemegang hak lahan; (ii) mereka 
yang mendapatkan hak dari Pemerintah 
Peru untuk menggunakan sumber daya alam 
terbarukan; (iii) LSM yang memiliki Perjanjian 
Pengelolaan Kawasan Lindung Alam; dan (iv) 

pihak lainnya yang diakui oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup . Misalnya, pemegang 
hak konsesi hutan (hasil hutan kayu, hasil 
hutan bukan kayu, dll) dapat memperoleh 
keuntungan dari skema PES. Pembayaran 
kepada kontributor jasa ekosistem merupakan 
pembayaran bersyarat berdasarkan kinerja 
tindakan yang bertujuan untuk melestarikan, 
memulihkan dan menggunakan jasa ekosistem 
secara berkelanjutan . “Penerima manfaat” 
penyediaan jasa ekosistem adalah perorangan 
atau badan hukum swasta dan publik yang 
memberikan kompensasi kepada kontributor 
atas jasa ekosistem yang mereka berikan 
setelah memperoleh manfaat sosial, ekosistem 
atau ekonomi .

Para pihak bebas untuk menyepakati 
mekanisme yang akan digunakan, kegiatan, 
manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, 
cara-cara kompensasi, dan struktur pendanaan 
yang terkait dengan skema PES. Undang-
undang PES tidak secara tegas mengacu 
pada “kredit karbon” atau “sertifikat karbon,” 
melainkan berada dalam ketentuan umum 
“skema kompensasi atau strategi pendanaan” 
yang akan disertakan dalam rancangan skema 
PES. 

Dalam Undang-undang PES, Kementerian 
Lingkungan Hidup adalah otoritas nasional 
yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
Pencatatan skema PES , yang bertujuan untuk 
memvalidasi skema PES yang disepakati 
oleh kontributor dan penerima manfaat, serta 
mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. 
Pemantauan kepatuhan dan efektivitas akan 
berbeda-beda berdasarkan program. Bagi 
REDD (reduksi emisi dari deforestasi dan 
degradasi hutan), yang telah berkembang 
dengan baik di tingkat internasional, undang-
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undang ini memasukkan prosedur dan standar 
sertifikasi yang ada.

Dalam Undang-undang PES, pemerintah 
daerah berkewajiban untuk mendorong 
pelaksanaan skema PES, sesuai dengan 
kerangka proses desentralisasi . Untuk 
itu, pemerintah harus mempertimbangkan 
pendanaan kegiatan-kegiatan konservasi, 
restorasi dan penggunaan sumber-sumber 
jasa ekosistem secara berkelanjutan 
dalam anggaran mereka . Entitas publik 
dapat menggalang dana ekonomi dan 
menyalurkannya kepada kontributor jasa 
ekosistem, agar mereka dapat mengalokasikan 
dana tersebut untuk pengembangan skema 
PES .

Banyak isu yang mungkin perlu diselesaikan 
dalam peraturan di masa depan di bawah 
Undang-undang PES, atau melalui 
pedoman atau arahan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup Peru. 
Misalnya, Undang-undang PES belum 
menetapkan ketentuan pajak atau insentif 
lainnya untuk mengembangkan proyek-proyek 
PES, dan tidak menyelesaikan masalah 
tumpang tindih hak yang terjadi di Amazon 
Peru (kawasan hutan, properti masyarakat, 
konsesi kayu, kawasan lindung, konsesi 
pertambangan, dan berbagai hak penguasaan 
lainnya), dan tidak secara eksplisit mengacu 
pada distribusi manfaat dan manfaat 
tambahan yang diperoleh dari skema PES. 

Martijn Wilder dan Ilona Millar
Baker & McKenzie
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STUDI KASUS
SISTEM INSENTIF JASA LINGKUNGAN (SISA) DI NEGARA BAGIAN ACRE, 
BRASIL

Pada bulan Oktober 2012, negara bagian Acre 
di Brasil mengesahkan undang-undang yang 
menciptakan ‘Sistem Insentif Jasa Lingkungan’ 
(SISA) . Undang-undang ini memungkinkan 
negara untuk mengaktifkan insentif ekonomi 
untuk penilaian berbagai jasa ekosistem di 
Negara Bagian Acre, termasuk karbon hutan, 
sumber daya air, keindahan pemandangan, 
pengaturan iklim, dan lainnya. Perundang-
undangan SISA menggunakan kebijakan dan 
mandat yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Federal Brasil 2009 yang menetapkan 
Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim, 
Undang-undang Negara Bagian Acre 2007 
tentang Zonasi Ekologi-Ekonomi, dan arahan 
Kebijakan Negara Bagian Acre tentang 
Penilaian Kegiatan Hutan dan Lingkungan 
Hidup. Perundang-undangan SISA juga 
dirancang sedemikian rupa untuk mendukung 
keterkaitan dengan sistem insentif masa depan 
untuk jasa lingkungan di tingkat nasional, 
subnasional, dan internasional .
Perundang-undangan SISA menciptakan 
sejumlah lembaga dan pengaturan yang 
ditunjuk untuk pelaksanaan sistem ini, 
termasuk:
 � Lembaga Pengaturan, Pengendalian dan 

Pencatatan, yang bertanggung jawab untuk 
menjamin integritas teknis dan ilmiah 
sistem ini melalui peraturan pemerintah;

 � Komisi Validasi dan Pemantauan negara 
bagian, yang terdiri dari perwakilan 
pemerintah dan masyarakat sipil;

 � Lembaga pengembangan jasa lingkungan 
±�VXDWX�NHPLWUDDQ�DQWDUD�SHPHULQWDK�
dengan swasta yang memasukkan insentif 
berbasis pasar dan bertanggung jawab 
untuk memastikan kelayakan ekonomi 
proyek-proyek yang bermotivasi sosial dan 
lingkungan;

 � .RPLWH�LOPLDK�±�WHUGLUL�GDUL�SDUD�SDNDU�
ternama dalam bidang-bidang yang 
relevan;

 � Kantor Ombudsman untuk menerima dan 
menangani laporan pelanggaran.

Pada awalnya, perundang-undangan SISA 
dikembangkan untuk memungkinkan Acre 
menguangkan dan menjual penurunan 
emisi mereka ke pasar karbon berkembang 
di California, dan pasar lainnya di tingkat 
global. Namun, sumber-sumber permintaan 
yang diharapkan untuk kredit REDD+ ini 
belum terwujud. Meskipun demikian, SISA 
menjajaki pendanaan dari pasar sukarela dan 
menggunakan mekanisme penghitungan inti 
berdasarkan metodologi yang dikembangkan di 
bawah program kerangka penghitungan REDD+ 
terpadu di tingkat yurisdiksi (JNR) Verified 
Carbon Standard (VCS) – lihat halaman 86-87. 
SISA juga telah memperoleh akses pendanaan 
REDD+ dari REDD Early Movers Programme 
(REM)  Jerman. Pada akhir tahun 2012, SISA 
telah mengamankan pendanaan sebesar sekitar 
107,7 juta real Brasil (sekitar 46 juta dolar 
AS) – sebagian dari dana ini diberikan oleh 
REM, yang pada tahun 2012 memberikan 
kompensasi dan menghentikan penurunan 
emisi dari deforestasi yang berhasil dihindari di 
Negara Bagian Acre/Brasil.

Tantangan utama bagi SISA adalah memastikan 
bahwa SISA tetap koheren dengan strategi 
nasional REDD+ yang sedang berkembang di 
Brasil. Misalnya, pertanyaan tentang otoritas 
negara bagian dalam penurunan emisi yang 
dicapai di wilayahnya, apakah kepemilikan 
kredit karbon dapat diperdagangkan dan 
dipindahtangankan, serta prospek penyesuaian 
metodologi yang saat ini digunakan oleh 
pemerintah federal untuk menetapkan 
baseline selama periode 2006-2020 . Semua 
ini merupakan pertimbangan penting untuk 
memastikan kompatibilitas mekanisme 
REDD+ pada berbagai skala. Oleh karena itu, 
pengalaman dalam mengembangkan SISA Acre 
memberikan pelajaran yang berharga dan nilai 
yang besar untuk pengembangan mekanisme 
pendanaan REDD+ serupa di negara-negara 
berhutan lainnya.
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STUDI KASUS
KERANGKA PENGHITUNGAN REDD+ TERPADU DI TINGKAT YURISDIKSI (JNR) 
VCS

Kerangka penghitungan REDD+ terpadu 
di tingkat yurisdiksi (JNR) Verified Carbon 
Standard (VCS) adalah standar global 
komprehensif untuk menghitung dan 
membayar kepada program dan proyek REDD+ 
pada tingkat pusat/federal dan negara bagian 
atau provinsi dengan cara yang berkredibilitas 
dan transparan. Kerangka ini juga memberikan 
standar pemantauan dan pengukuran kegiatan 
REDD+ di berbagai tingkat, yang mendorong 
penurunan dan penghentian emisi GRK oleh 
berbagai pelaku dan pada saat yang sama 
mempertahankan konsistensi dan integritas 
lingkungan.

Kerangka ini dan Program VCS yang lebih luas 
memberikan elemen kunci untuk mendukung 
penghitungan REDD+ yang kuat, termasuk: 
menetapkan baseline (tingkat rujukan); 
mengukur, melaporkan dan memverifikasi 
penurunan emisi; serta mengatasi potensi 
risiko kebocoran dan risiko balik. Selain 
itu, kerangka ini dapat dimodifikasi dan 
memungkinkan pemerintah untuk menerapkan 
pendekatan yang disesuaikan dengan 
situasi dan kebutuhan tiap yurisdiksi, serta 
mendukung dimasukkannya yurisdiksi dan 
proyek yang lebih kecil ke dalam program 
REDD+ yang lebih besar.

JNR membuka peluang bagi yurisdiksi 
untuk menghasilkan penurunan emisi 
yang berkualitas tinggi dan sepadan, yang 
memungkinkan mereka untuk menarik 
berbagai pendanaan untuk kegiatan REDD+ 
dari pendanaan publik berbasis kinerja, pasar 
karbon, atau keduanya. Pembentukan jalur 
yang jelas untuk memverifikasi penurunan 
emisi yang terkait dengan hutan pada skala 
yurisdiksi (termasuk kebijakan, program, dan 
proyek-proyek yang tecakup dalam proyek yang 
lebih besar) dapat meningkatkan kepercayaan 
para pembuat kebijakan, donor dan investor 

REDD+, dan mendorong pendanaan tambahan 
untuk mendukung sektor ini.

VCS bekerja sama dengan pemerintah, LSM 
dan lembaga multilateral untuk mendukung 
pelaksanaan program percontohan JNR di 
seluruh dunia, terutama di Amerika Latin, 
Afrika dan Asia.

Kegiatan-kegiatan percontohan ini akan 
meningkatkan pemahaman, dan membantu 
pencapaian solusi terhadap, berbagai 
tantangan yang terkait dengan penghitungan 
untuk penurunan emisi di berbagai skala, 
yang menghasilkan pembelajaran berharga 
untuk para pembuat kebijakan nasional dan 
internasional serta pasar wajib dan sukarela 
yang berkembang.

JNR digunakan pada tingkat nasional di Kosta 
Rika, Chili dan Ekuador dan pada tingkat 
daerah di Brasil (Acre), Republik Demokratik 
Kongo (Mai Ndombe), Peru dan Guatemala. 
Dua belas pemerintahan lainnya di seluruh 
dunia juga secara aktif menguji coba atau 
berniat untuk menerapkan kerangka JNR.

MENDORONG PERMINTAAN DAN PENDANAAN 
UNTUK REDD+ YURISDIKSI

Meskipun ada peningkatan kesadaran tentang 
kekuasaan dan kelangsungan REDD+ pada 
skala yurisdiksi untuk membantu mencapai 
target penurunan emisi nasional dan global, 
sumber-sumber pendanaan baru dibutuhkan 
untuk pembayaran berbasis hasil dan terutama 
untuk penurunan emisi terverifikasi. JNR 
dapat membantu membuka pendanaan ini 
dengan memberikan kerangka penghitungan 
dan verifikasi yang kuat dan diakui secara 
internasional yang memenuhi kebutuhan 
beragam pasar dan mekanisme berbasis 
dana, berpotensi untuk mencakup sistem 
donor berbasis kinerja, dana sektor swasta, 
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pasar sukarela internasional, dan pasar wajib 
yang berkembang (misalnya California, Afrika 
Selatan, Jepang, Chili, dan negara bagian 
Rio de Janeiro), dan pada saat yang sama 
memastikan bahwa pada akhirnya program 
dapat bertransisi secara efektif menjadi 
mekanisme UNFCCC.

Karena kerangka JNR sesuai dengan dana, 
donor dan pasar yang ada, seperti REDD 
Early Movers dan FCPF, kerangka ini dapat 
digunakan sebagai platform penghitungan 
dan verifikasi karbon inti untuk program 
REDD+, yang memastikan bahwa mereka 
memiliki satu sistem penghitungan yang 
konsisten yang memenuhi kebutuhan berbagai 
pilihan pendanaan. Hal ini mengurangi 
biaya dan menghilangkan kebutuhan untuk 
upaya duplikasi. JNR memberikan solusi 
kepada pemerintah yang ingin menunjukkan 
kepemimpinan awal dan diakui atas 
penurunan emisi yang dihasilkan oleh program 
REDD+, dan pada saat yang sama menjaga 
pilihan pendanaan masa depan tetap terbuka.

Toby Janson-Smith dan Naomi Swickard
Verified Carbon Standard
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INDONESIA MEKSIKO

CONTOH KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN NEGARA UNTUK 
PENDANAAN REDD+

PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK MENERIMA, MENGELOLA, DAN MENDISTRIBUSIKAN PENDANAAN REDD+ 

INSENTIF FISKAL ATAU LEGISLATIF YANG DIMANFAATKAN ATAU DIJAJAKI UNTUK PENDANAAN REDD+

Struktur FREDDI yang inovatif, dengan tunjangan untuk 
pembelian kredit dari proyek-proyek REDD+ swasta, dan 
kemungkinan jendela untuk bertindak sebagai sarana 
investasi, dapat bertindak sebagai insentif yang signifikan 
untuk pendanaan REDD+ dari berbagai sumber pada 
pengoperasiannya.

Mengingat situasi dan kebutuhan Meksiko yang terus 
berubah, pada tahun 2011 CONAFOR dan Bank Dunia 
mengusulkan untuk merancang ulang Dana Hutan. Proses 
ini sedang berlangsung, dan dapat memberikan insentif baru 
untuk pendanaan REDD+.

Undang-undang Umum Perubahan Iklim 2012 memberikan 
mandat untuk pembentukan insentif ekonomi, termasuk 
insentif fiskal, guna mendorong kegiatan-kegiatan mitigasi 
dan adaptasi (pasal 91-95).

Stranas REDD+ menetapkan tujuan dan mandat instrumen 
pendanaan untuk mengelola pendanaan REDD+ – Fund for 
REDD+ in Indonesia, atau “FREDDI” . FREDDI digambarkan 
sebagai ‘fund of funds’. Dana di bawah FREDDI dapat berupa 
perusahaan pengadaan dan pendanaan aset-aset khusus, 
pengelola dana atau perjanjian investasi bersama. Dana 
perwalian turunan (subsidiary funds) ini dapat membentuk 
usaha patungan dengan dana/perusahaan lain untuk bertindak 
sebagai sarana penyaluran, dan memanfaatkan pendanaan 
tambahan. Jadi, selain menerima dan menyalurkan hibah 
publik dari donor tradisional untuk kegiatan-kegiatan kesiapan 
dan peningkatan kapasitas, FREDDI juga dapat membeli 
kredit yang disertifikasi sesuai standar sukarela dari proyek-
proyek swasta, dan berinvestasi pada pengembangan proyek, 
segera setelah indikator-indikator kapasitas dan kesiapan 
MRV yang memadai telah berlaku .

Dana Hutan Meksiko (FFM) diharapkan akan menjadi sarana 
utama untuk pendanaan REDD+. Diatur dalam Undang-
undang Umum Pengembangan Hutan Lestari , FFM secara 
resmi dibentuk melalui surat kuasa yang berlaku selama 10 
tahun (Mandatario).

FFM merupakan sarana utama keuangan CONAFOR (Comisión 
Nacional Forestal) , yang bertujuan untuk mengembangkan, 
mendukung, dan mendorong kegiatan-kegiatan produktif 
yang terkait dengan konservasi dan restorasi hutan. FFM 
memfasilitasi akses ke jasa keuangan, mengembangkan 
mekanisme pembayaran jasa lingkungan, mendorong obligasi 
konservasi, serta menyalurkan pembayaran subsidi langsung 
kepada masyarakat. FFM memiliki transaksi tahunan sebesar 
lebih dari 600 juta dolar AS.

Dana Perubahan Iklim (Climate Change Fund) dibentuk 
berdasarkan Undang-undang Umum Perubahan Iklim 2012 
guna menyalurkan pendanaan untuk proyek-proyek mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. Namun, saat ini dana tersebut 
tidak beroperasi. Pada waktu pembentukannya, dana tersebut 
diharapkan akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dan 
mengelola pendanaan REDD+.

INDONESIA MEKSIKO
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Saat ini terdapat tiga Dana Negara Bagian (State Funds) 
nasional utama yang terkait dengan pengelolaan sumber 
daya hutan: Poverty Reduction Fund (PRF ); Environmental 
Protection Fund (EPF ); dan Forest Resource Development 
Fund (FRDF). Pasal 17(4) Keputusan Perdana Menteri 
yang menetapkan Environmental Protection Fund melarang 
pembentukan dana baru apa pun untuk perlindungan 
lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena 
itu, amandemen Keputusan yang ada yang mendukung EPF, 
atau dana lainnya, untuk menggabungkan pendanaan REDD+ 
mungkin akan dibutuhkan. Meskipun FRDF memiliki mandat 
yang paling relevan (memungkinkan pembayaran untuk 
perlindungan hutan), struktur PRF dapat memberikan model 
yang dapat dipindahtangankan untuk pendanaan REDD+. 
PRF telah menetapkan struktur pengelolaan dari tingkat pusat 
sampai tingkat desa, dan telah menunjukkan bahwa prosedur 
dan kapasitas yang ada dapat memenuhi persyaratan 
keuangan donor internasional .

Keputusan Perdana Menteri  2012 memungkinkan 
pembentukan Dana REDD+ di bawah Dana Perlindungan 
dan Pembangunan Hutan Vietnam (VNFF). Administrasi 
Kehutanan Vietnam (VNFOREST) telah mengarahkan instansi-
instansi terkait untuk menyiapkan proposal untuk dana 
tersebut yang akan diajukan kepada Pemerintah. Proposal ini 
masih sedang disusun.

REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS VIETNAM

REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS VIETNAM

Struktur dana REDD+ masih belum jelas. Namun, jika biaya 
administrasi dana REDD+ mandiri (atau sarananya dalam 
dana yang telah ada) ditanggung oleh pemerintah Laos, dan 
tidak dapat ditanggung oleh pendapatan REDD+, hal ini dapat 
memberikan insentif untuk investasi yang lebih luas pada 
proyek-proyek REDD+.

Saat ini, Vietnam memberikan insentif untuk banyak proyek 
melalui Undang-Undang Investasi dan Undang-Undang 
Perlindungan dan Pembangunan Hutan. Bentuk insentif yang 
ditawarkan mencakup pinjaman dengan tingkat bunga di 
bawah tingkat bunga pasar untuk menanam spesies tertentu, 
pembebasan dan keringanan pajak lahan atau biaya sewa 
guna lahan .
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SISTEM PEMANTAUAN HUTAN NASIONAL

PENDAHULUAN
Salah satu tantangan terbesar dalam merancang kebijakan dan 
langkah untuk mengatasi pendorong deforestasi dan degradasi 
hutan adalah kurangnya data yang akurat dan terkini tentang 
hutan . Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS, National 
Forest Monitoring System��PHUXSDNDQ�SHUDQJNDW�\DQJ�81)&&&�
minta untuk dikembangkan oleh tiap negara untuk mengumpulkan 
data emisi gas rumah kaca dan serapan emisi yang akan diukur, 
GLODSRUNDQ�GDQ�GLYHUL¿NDVL�VHEDJDL�SUDV\DUDW�XQWXN�PHQHULPD�
SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO��6LVWHP�LQL�MXJD�PHUXSDNDQ�VLVWHP�¿VLN�
dan teknis yang diandalkan untuk mendeteksi dan mengukur 
tutupan hutan dan perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu, 
(data yang dikumpulkan dapat mencakup yang biomassa di atas 
dan di bawah permukaan tanah, jenis hutan, kepadatan kanopi) . 
NFMS dapat dianggap memiliki fungsi pemantauan serta fungsi 
3HQJXNXUDQ��3HODSRUDQ�GDQ�9HUL¿NDVL��059���

Pemantauan mengacu pada proses pengumpulan masukan tentang 
KDVLO�SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''���,QIRUPDVL�\DQJ�GLNXPSXONDQ�
akan memungkinkan negara untuk memantau hasil kebijakan dan 
langkah yang dirancang dan digunakan untuk mendukung 
SHODNVDQDDQ�5(''��

Pemantauan hutan nasional secara rutin dan komprehensif dapat 
mencegah kebocoran dengan menelusuri perubahan tata guna 
ODKDQ�GDQ�SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''��GL�VHOXUXK�ZLOD\DK�
nasional (wall-to-wall). Hal ini juga dapat membantu para 
SHQJDPELO�NHSXWXVDQ�PHQJLGHQWL¿NDVL�MLND�GDQ�GL�PDQD�LQWHUYHQVL�
dibutuhkan, misalnya penegakan hukum yang lebih kuat di satu 
wilayah tertentu yang terancam oleh pembalakan liar.

3HPDQWDXDQ�5(''��WLGDN�WHUEDWDV�SDGD�NDUERQ��0LVDOQ\D��GDWD�
yang dikumpulkan dapat terkait dengan keanekaragaman hayati 
atau digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum 
untuk perlindungan hutan. Data juga dapat relevan untuk 
SHUV\DUDWDQ�ODLQQ\D�GDODP�81)&&&��PLVDOQ\D�XQWXN�LQIRUPDVL�
tentang bagaimana kerangka pengaman dilaksanakan dan 
dihormati (lihat halaman 53-54), atau untuk melaporkan 
persyaratan di bawah konvensi lainnya, seperti data yang terkait 
dengan keanekaragaman hayati yang diperlukan di bawah Strategi 
1DVLRQDO�GDQ�5HQFDQD�$NVL�.HDQHNDUDJDPDQ�+D\DWL�GDODP�
Konvensi Keanekaragaman Hayati. Data yang terkait dengan hutan 
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\DQJ�GLNXPSXONDQ�XQWXN�5(''��MXJD�GDSDW�EHUKDUJD�EDJL�QHJDUD�
untuk mengelola hutan produktif mereka serta merancang dan 
melaksanakan strategi pembangunan mereka.

059 mengacu pada Measurement, Reporting and 
9HUL¿FDWLRQ121 emisi gas rumah kaca berdasarkan sumber dan 
karbon yang terserap (carbon removal) berdasarkan penyerap 
karbon (carbon sink���'DODP�81)&&&��VLVWHP�059�GLJXQDNDQ�
untuk mengukur pengurangan emisi gas rumah kaca dan karbon 
yang terserap berdasarkan penyerap karbon, termasuk 
penyerapan yang dihasilkan dari pelaksanaan tindakan sukarela 
negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon (NAMA, 
Nationally Appropriate Mitigation Action), yang mencakup 
SHQJKLWXQJDQ�NDUERQ�GDUL�VHWLDS�VHNWRU�PLWLJDVL���GDQ��5(''���
yang hanya berfokus pada mitigasi dalam sektor kehutanan. 
'DODP�EDE�LQL��059�GLDQJJDS�PHQJDFX�SDGD�059�XQWXN�5(''��

Pengukuran adalah proses untuk membuat estimasi emisi 
hutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia berdasarkan 
sumbernya dan karbon yang terserap berdasarkan penyerapnya, 
cadangan karbon hutan, dan perubahan cadangan karbon hutan 
dan luas hutan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan-
NHJLDWDQ�5(''���PHQJLNXWL�SHGRPDQ�GDQ�SDQGXDQ�GDUL�
Intergovernmental Panel on Climate Change��,3&&���'DODP�
81)&&&��QHJDUD�GLKDUDSNDQ�XQWXN�PHODSRUNDQ�HVWLPDVL�
HVWLPDVL�LQL�NHSDGD�6HNUHWDULDW�81)&&&�GDODP�OHPEDU�ODPSLUDQ�
ODSRUDQ�SHUNHPEDQJDQ�GXD�WDKXQDQ��%85��Biennial Update 
Report) secara transparan dan tepat waktu. Lalu, Sekretariat 
81)&&&�PHQJRRUGLQDVLNDQ�VXDWX�SURVHV�XQWXN�PHPEXNWLNDQ�
(YHUL¿NDVL) estimasi-estimasi tersebut oleh suatu tim yang 
terdiri dari para pakar teknis independen dalam bidang Tata 
Guna Lahan, Perubahan Tata Guna Lahan dan Kehutanan 
�/8/8&)��Land Use, Land-Use Change and Forestry).

Selain sebagai perangkat untuk menelusuri hasil mitigasi dari 
5(''���VLVWHP�059�MXJD�GDSDW�EHUIXQJVL�XQWXN�PHPDVWLNDQ�
integritas lingkungan tindakan mitigasi apapun. Untuk 
memastikan transparansi, keakuratan, kelengkapan, konsistensi 
dan kesesuaian laporan-laporan tersebut dengan standar 
LQWHUQDVLRQDO��81)&&&�PHPLQWD�WLDS�QHJDUD�XQWXN�PHQJLNXWL�
pedoman dan panduan inventarisasi gas rumah kaca nasional 
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,3&&�����6LVWHP�059�PHUXSDNDQ�NXQFL�XQWXN�PHPDVWLNDQ�EDKZD�
SHPED\DUDQ�KDVLO�5(''��PHQFHUPLQNDQ�NHPDMXDQ�PLWLJDVL�
perubahan iklim tingkat nasional.

Kerangka hukum suatu negara dapat menjadi dasar bagi 
pembentukan, transparansi, akuntabilitas dan fungsi efektif 
NFMS, walaupun pengembangan dan keberhasilan sistem-sistem 
ini terutama tergantung pada kapasitas teknis (misalnya 
ketersediaan data penginderaan jauh dan kemampuan untuk 
menganalisisnya).

Satu pendekatan yang sesuai untuk segala maksud dalam 
mengembangkan kerangka hukum untuk NFMS tidak tersedia, 
karena sebagian besar struktur dan fungsinya akan tergantung 
pada konteks politik, ekonomi, budaya, sasaran pembangunan, 
GDQ�NDSDVLWDV�VXDWX�QHJDUD��0LVDOQ\D��OLQJNXS�VLVWHP�059�
berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. 
:DODXSXQ�EHEHUDSD�QHJDUD�WHODK�PHQJHPEDQJNDQ�VLVWHP�059�
terpadu yang memenuhi banyak kebutuhan pelaporan termasuk 
NAMA, beberapa negara lainnya telah mengembangkan sistem 
059�XQWXN�VDWX�NHJLDWDQ�WHUWHQWX��PLVDOQ\D�5(''���

%DJLDQ�LQL�DNDQ�PHQJXUDLNDQ�SHUV\DUDWDQ�GDQ�SDQGXDQ�81)&&&�
GDQ�)&3)�XQWXN�1)06�VHEHOXP�EHUIRNXV�SDGD�EDJDLPDQD�
kerangka hukum melandasi fungsinya yang efektif. Kerangka 
hukum dapat digunakan untuk menetapkan pengaturan 
kelembagaan yang sesuai, transparan dan berakuntabilitas untuk 
SHPDQWDXDQ�GDQ�059��OLKDW�KDODPDQ����±������PHQGH¿QLVLNDQ�
apa yang dipahami sebagai ‘hutan’ dan sebagai ‘deforestasi dan 
GHJUDGDVL�KXWDQ¶�GL�VXDWX�QHJDUD��OLKDW�KDODPDQ����±�����GDQ�
PHQFLSWDNDQ�KXEXQJDQ�GHQJDQ�NRPSRQHQ�NRPSRQHQ�5(''��
lainnya di suatu negara, seperti Sistem Informasi Safeguard (SIS) 
(lihat halaman 104) .
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PANDUAN DAN PERSYARATAN INTERNASIONAL KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS)

0HQXUXW�.HUDQJND�.HUMD�:DUVDZD�WHQWDQJ�5(''���1HJDUD�
EHUNHPEDQJ�3LKDN�81)&&&�KDUXV�PHQJHPEDQJNDQ�6LVWHP�
3HPDQWDXDQ�+XWDQ�1DVLRQDO��\DQJ�³NXDW´��\DQJ�WXMXDQQ\D�DGDODK�
XQWXN�PHPEXDW�HVWLPDVL�³HPLVL�KXWDQ�\DQJ�GLKDVLONDQ�GDUL�
kegiatan-kegiatan manusia berdasarkan sumbernya dan karbon 
yang terserap berdasarkan penyerapnya, cadangan karbon hutan, 
dan perubahan cadangan karbon hutan dan perubahan luas hutan” 
. Negara harus memastikan bahwa NFMS mereka memberikan 
data dan informasi yang transparan, konsisten dari waktu ke 
ZDNWX�GDQ�VHVXDL�XQWXN�PHQJXNXU��PHODSRUNDQ�GDQ�PHPYHUL¿NDVL�
NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���

Karakteristik umum NFMS adalah bahwa NFMS hendaknya:

�� Didasarkan pada sistem-sistem yang ada ;

�� Memungkinkan penilaian berbagai jenis hutan di negara 
terkait, termasuk hutan alam, sebagaimana yang ditetapkan 
oleh negara tersebut ;

�� %HUVLIDW�ÀHNVLEHO�GDQ�PHPXQJNLQNDQ�DGDQ\D�SHQLQJNDWDQ���GDQ

�� 0HQFHUPLQNDQ�SHQGHNDWDQ�EHUWDKDS�WHUKDGDS�5(''����\DLWX�
sistem pemantauan daerah dapat dikembangkan guna 
memantau kegiatan-kegiatan demonstrasi untuk sementara 
waktu, seraya beralih ke sistem nasional.

Panduan tambahan tentang NFMS merekomendasikan agar 
1HJDUD�%HUNHPEDQJ�3LKDN�81)&&&�

�� Memantau dan melaporkan perpindahan emisi di tingkat 
nasional ;

�� PHPDQIDDWNDQ�SDQGXDQ�GDQ�SHGRPDQ�,3&&�WHUEDUX�VHEDJDL�
dasar untuk membuat estimasi emisi hutan, karbon yang 
terserap, cadangan karbon hutan dan perubahan luas hutan .

81)&&&�MXJD�PHQJDNXL�EDKZD�1)06�GDSDW�PHPEHULNDQ�
informasi kepada sistem-sistem yang dirancang untuk 
mendemonstrasikan bagaimana kerangka pengaman dilaksanakan 
dan dihormati (SIS, Sistem Informasi Safeguard) .

PERSYARATAN UNTUK SISTEM PEMANTAUAN HUTAN 
NASIONAL

L��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

ii. Pemantauan dan pelaporan 
daerah juga diakui oleh 
81)&&&�VHEDJDL�ODQJNDK�
VHPHQWDUD��.HSXWXVDQ���
&3����81)&&&�SDUDJUDI����F���
dalam pengembangan sistem 
pemantauan hutan nasional 
yang kuat dan transparan.

LLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

LY��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

Y��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���D�

YL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���E�

YLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���F�

YLLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���G�

L[��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI����F�

[��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[L��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��
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REQUIREMENTS 
FOR NATIONAL 

FOREST 
MONITORING 

SYSTEMS
Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV)

Pengukuran

0HQXUXW�.HUDQJND�.HUMD�:DUVDZD�WHQWDQJ�5(''���DJDU�QHJDUD�
negara berkembang dapat memperoleh pendanaan berbasis hasil 
5(''���HPLVL�KXWDQ�GDUL�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�PDQXVLD�EHUGDVDUNDQ�
sumbernya dan karbon yang terserap berdasarkan penyerapnya, 
cadangan karbon hutan, dan perubahan cadangan karbon hutan dan 
perubahan luas hutan” yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan-
NHJLDWDQ�5(''��KDUXV�VHSHQXKQ\D�GLXNXU��GLODSRUNDQ�GDQ�
GLYHUL¿NDVL��

Dalam rangka mencapai hal ini, negara-negara berkembang 
diharapkan untuk:

�� Menggabungkan pendekatan penginderaan jauh dan pendekatan 
inventarisasi karbon hutan di lapangan untuk membuat estimasi 
emisi gas rumah kaca di hutan dari kegiatan-kegiatan manusia 
berdasarkan sumbernya dan karbon yang terserap berdasarkan 
penyerapnya, cadangan karbon hutan dan perubahan luas hutan ;

�� Memberikan estimasi yang transparan, konsisten, seakurat 
mungkin, dan yang mengurangi ketidakpastian, dengan 
memperhitungkan kapabilitas nasional ;

�� Memastikan bahwa hasil sistem tersedia dan cocok untuk 
ditinjau, sebagaimana yang telah disepakati oleh Konferensi Para 
Pihak ;

�� Menggunakan data yang transparan dan konsisten dari waktu ke 
ZDNWX�GDQ�VHVXDL�GHQJDQ�WLQJNDW�HPLVL�UXMXNDQ�GDQ�DWDX�WLQJNDW�
UXMXNDQ�KXWDQ��5(/�5/��\DQJ�WHODK�GLWHWDSNDQ��XQWXN�PHPEXDW�
estimasi emisi, karbon yang terserap dan perubahan luas hutan 
\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��

�� 0HQJXQJNDSNDQ�KDVLO�SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��
�VHEDJDLPDQD�\DQJ�GLXNXU�EHUGDVDUNDQ�5(/�5/�KXWDQ��GDODP�
ton karbon dioksida setara per tahun .

�� 0HPDVWLNDQ�NHVHVXDLDQ�GDWD�GHQJDQ�5(/�5/�KXWDQ�\DQJ�WHODK�
ditetapkan atau diperbaharui .

�� 0HPDVWLNDQ�EDKZD�GDWD�\DQJ�GLKDVLONDQ�GDUL�059�NHJLDWDQ�
NHJLDWDQ�5(''��VHVXDL�GHQJDQ�SDQGXDQ�\DQJ�GLNHPEDQJNDQ�
XQWXN�059�WLQGDNDQ�VXNDUHOD�QHJDUD�EHUNHPEDQJ��1$0$���

[LL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI����
GDQ�.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[LLL��.HSXWXVDQ���&3����
���G��L��81)&&&

[LY��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&

[Y��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&

[YL��.HSXWXVDQ����&S����
81)&&&�SDUDJUDI��

[YLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[YLLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[L[��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[[��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

96



3DQGXDQ�WDPEDKDQ�GDUL�NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�&23�VHEHOXPQ\D�
PHUHNRPHQGDVLNDQ�DJDU�1HJDUD�%HUNHPEDQJ�3LKDN�81)&&&�
PHQJJXQDNDQ�SDQGXDQ�GDQ�SHGRPDQ�,3&&�WHUEDUX�VHEDJDL�GDVDU�
untuk membuat estimasi hutan, karbon yang terserap, cadangan 
karbon hutan dan perubahan luas hutan .

Pelaporan

0HQXUXW�.HUDQJND�.HUMD�:DUVDZD�WHQWDQJ�5(''���1HJDUD�3LKDN�
81)&&&�KDUXV�PHPEHULNDQ�GDWD�GDQ�LQIRUPDVL�GDODP�OHPEDU�
lampiran teknis pada Laporan Perkembangan Dua Tahunan yang 
PHUHND�DMXNDQ�NH�6HNUHWDULDW�81)&&&��GHQJDQ�PHPSHUKLWXQJNDQ�
ÀHNVLELOLWDV�WDPEDKDQ�\DQJ�GLEHULNDQ�NH�QHJDUD�QHJDUD�\DQJ�NXUDQJ�
berkembang dan Negara Bagian Pulau Kecil Berkembang yang 
mungkin akan mengajukan Laporan Perkembangan Dua Tahunan 
atas kebijaksanaan mereka sendiri, bukan berdasarkan tenggat 
waktu sebelum Desember 2014 dan setiap dua tahun sekali 
setelahnya) , secara sukarela , sesuai dengan panduan yang tertuang 
dalam keputusan-keputusan sebelumnya .

9HUL¿NDVL

.HUDQJND�.HUMD�:DUVDZD�WHQWDQJ�5(''��PHQ\DWDNDQ�EDKZD�GDWD�\DQJ�
GLDMXNDQ�ROHK�1HJDUD�%HUNHPEDQJ�3LKDN�81)&&&�DNDQ�GLYHUL¿NDVL�ROHK�
tim pakar teknis, untuk pembayaran berbasis hasil, melalui suatu proses 
\DQJ�GLNHQDO�VHEDJDL�SURVHV�NRQVXOWDVL�GDQ�DQDOLVLV�LQWHUQDVLRQDO��,&$��
international consultation and analysis). Tim ini harus memiliki dua 
pakar bidang Tata Guna Lahan, Perubahan Tata Guna Lahan dan 
.HKXWDQDQ��/8/8&)���VDWX�GDUL�QHJDUD�EHUNHPEDQJ�GDQ�VDWX�ODJL�GDUL�
QHJDUD�PDMX�3LKDN�81)&&&��

Para pakar teknis ini akan menilai :

�� Keakuratan hasil;

�� .HVHVXDLDQ�PHWRGRORJL��GH¿QLVL��NHOHQJNDSDQ��GDQ�LQIRUPDVL�DQWDUD�
tingkat rujukan yang dinilai dengan hasil pelaksanaan kegiatan-
NHJLDWDQ�5(''��

�� Kesesuaian antara data dan informasi yang diberikan dalam lampiran 
WHNQLV�GHQJDQ�SHGRPDQ�\DQJ�GLEHULNDQ�ROHK�81)&&&��GDQ

�� Sejauh mana informasi ini transparan, konsisten, lengkap dan akurat.

[[L��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

[[LL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI��

xxiii. Panduan termuat 
GDODP�.HSXWXVDQ���&3����
GDQ�.HSXWXVDQ���&3����
Lampiran III

[[LY��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���

[[Y��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDI���
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Ketika menggunakan metodologi IPCC, cara 
yang paling sederhana untuk mengukur data 
adalah dengan melihat laju perubahan luas 
hutan dan jenis hutan, yaitu informasi tentang 
tingkat kegiatan-kegiatan manusia (data 
kegiatan), dan menggabungkannya dengan 
rata-rata emisi atau karbon yang terserap per 
kegiatan, yaitu emisi yang terkait dengan 
perubahan luas dan jenis hutan (faktor-faktor 
emisi). IPCC mengusulkan tiga pendekatan 
yang berbeda untuk mengumpulkan data 
kegiatan, dan tiga pendekatan untuk 
menghitung faktor emisi, yang dapat dipilih 
oleh tiap negara berdasarkan kapasitas, situasi 
nasional, preferensi dan ketersediaan data 
mereka.

Ketika sistem MRV REDD+ mulai diberlakukan 
di tingkat nasional (biasanya dalam Fase 
III REDD+, lihat halaman 24–25), data 
kegiatan dapat dikumpulkan dan dikaji oleh 
Sistem Satelit untuk Pemantauan Lahan, 
dan faktor emisi yang berasal dari data 
Inventarisasi Hutan Nasional, keduanya 
merupakan komponen dari NFMS suatu 
negara . Data kegiatan dan faktor emisi 
akan digunakan untuk mengumpulkan 
bagian Tata Guna Lahan, Perubahan Tata 
Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) dari 
inventarisasi gas rumah kaca nasional, yang 
akan dilaporkan dalam komunikasi nasional 
dan Laporan Perkembangan Dua Tahunan ke 
Sekretariat UNFCCC. Laporan, komunikasi dan 
inventarisasi ini akan dilaksanakan oleh suatu 
jaringan lembaga yang memiliki berbagai 
peran dan tanggung jawab, tergantung pada 
negara terkait dan kerangka hukum yang 
berlaku.

PANDUAN DARI INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)
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PERSYARATAN KONTRAKTUAL DANA KEMITRAAN KARBON HUTAN BANK 
DUNIA

'DQD�.HVLDSDQ�)&3)�PHQJKDUXVNDQ�QHJDUD�QHJDUD�SHVHUWD�
untuk mengembangkan NFMS yang tujuan akhirnya adalah 
³XQWXN�PHPEXDW�HVWLPDVL�HPLVL�GDQ�NDUERQ�\DQJ�WHUVHUDS�GDUL�
sektor kehutanan, serta memperoleh lebih banyak informasi 
tentang sebaran ruang dan laju perubahan pendorong deforestasi 
dan degradasi” .

3DQGXDQ�\DQJ�GLEHULNDQ�ROHK�)&3)�GDSDW�PHPEDQWX�QHJDUD�
PHQJLGHQWL¿NDVL�XQVXU�GDQ�NDUDNWHULVWLN�1)06�PHUHND�\DQJ�
dapat dilaksanakan melalui kerangka hukum, seperti :

�� Memperjelas tujuan-tujuan NFMS, yaitu menunjukkan untuk 
apa sistem ini dirancang, termasuk memantau deforestasi dan 
GHJUDGDVL�KXWDQ��GDQ�SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���
serta menetapkan istilah-istilah ini;

�� Memastikan bahwa perancangan sistem pemantauan terkait 
dengan perubahan kegiatan-kegiatan penggunaan lahan yang 
GLXVXONDQ�ROHK�VWUDWHJL�5(''��GDQ�NHELMDNDQ�SHODNVDQDDQQ\D�
dan mampu memantau perubahan kegiatan-kegiatan tersebut;

�� Memperjelas frekuensi berbagai kegiatan di bawah NFMS 
(misalnya melaksanakan inventarisasi hutan);

�� Menetapkan kriteria dan proses yang akan digunakan untuk 
merancang NFMS;

�� Memastikan bahwa NFMS bersifat partisipatif (mendorong 
partisipasi pemangku kepentingan dalam melaksanakan 
VLVWHP�SHPDQWDXDQ�GDQ�SURVHV�YHUL¿NDVL���GDQ

�� Memperjelas bagaimana rancangan NFMS dapat dipadukan 
dengan proses lainnya seperti kajian pendorong deforestasi, 
SHQJHPEDQJDQ�WLQJNDW�UXMXNDQ��GDQ�LQYHQWDULVDVL�*5.�
nasional, serta proses pelaporan.

&RQWRK�5�33�PHQ\LUDWNDQ�EDKZD�KDO�KDO�GL�DWDV�GDSDW�
GLODNVDQDNDQ�PHODOXL�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��GDQ�DWDX�
NHELMDNDQ�SHODNVDQDDQ�WDPEDKDQ���6HODLQ�LWX��FRQWRK�5�33�
menyiratkan bahwa, untuk pengembangan NFMS mereka, tiap 
QHJDUD�GDSDW�³>P@HQJNDML�VLVWHP�VWUXNWXU�\DQJ�GLEXWXKNDQ�XQWXN�
pemantauan dan peninjauan, transparansi, aksesibilitas dan 

[[YL��&RQWRK�5�33�
Komponen 4a

xxvii. Ibid

xxviii. Ibid

xxix. Ibid
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SHPEDJLDQ�GDWD�GL�WLQJNDW�QDVLRQDO�GDQ�LQWHUQDVLRQDO´���&RQWRK�
5�33�'DQD�.HVLDSDQ�)&3)�WLGDN�PHQFDNXS�059��VHEDOLNQ\D�
KDUXV�PHQJLNXWL�SDQGXDQ�81)&&&�WHQWDQJ�PDVDODK�SHODSRUDQ�
GDQ�YHUL¿NDVL��

Kerangka Metodologis Carbon Fund mengharuskan tiap negara 
untuk memastikan bahwa Sistem Pemantauan Hutan mereka 
�VHSHUWL�\DQJ�GLUDQFDQJ�GL�EDZDK�)&3)��VHVXDL�GHQJDQ�1)06�
�VHEDJDLPDQD�\DQJ�GLZDMLENDQ�ROHK�81)&&&����.KXVXVQ\D�GDODP�
KDO�059��.HUDQJND�0HWRGRORJLV�'DQD�.DUERQ�)&3)�WLGDN�
mencakup banyak persyaratan tambahan selain persyaratan yang 
WHODK�GLWHWDSNDQ�ROHK�81)&&&��1DPXQ��.HUDQJND�0HWRGRORJLV�
tersebut mengharuskan tiap negara untuk memastikan bahwa:

�� 0HWRGH�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�059�VDPD�GHQJDQ�PHWRGH�
\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�PHQHWDSNDQ�7LQJNDW�5XMXNDQ�DWDX�
³WHUEXNWL�VHWDUD´���GDQ

�� 3URJUDP�3HQXUXQDQ�(PLVL�PHUHND�³WHODK�PHQJJDOL�SHOXDQJ´�
untuk keterlibatan masyarakat dalam memantau dan 
melaporkan .

xxx. Ibid

xxxi. Kerangka 
Metodologis Dana 
.DUERQ�)&3)�.ULWHULD�����
Indikator 15.1

xxxii. Kerangka 
Metodologis Dana 
.DUERQ�)&3)�.ULWHULD�����
Indikator 14.3

xxxiii. Kerangka 
Metodologis Dana 
.DUERQ�)&3)�.ULWHULD�����
,QGLNDWRU�����
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MENETAPKAN PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK NFMS

8QWXN�PHQFLSWDNDQ�VLVWHP�SHPDQWDXDQ�KXWDQ�QDVLRQDO�\DQJ�³NXDW�
dan transparan”, pengaturan kelembagaan baru mungkin akan 
GLEXWXKNDQ�\DQJ�³GLGDVDUNDQ�SDGD�VLVWHP�\DQJ�DGD´��GDQ�\DQJ�GDSDW�
bekerja bersama-sama melintasi tingkat lokal, regional dan nasional 
dengan cara yang terkoordinasi. Banyak negara memang telah 
memiliki NFMS sebagai bagian dari kerangka pengelolaan hutan 
mereka, serta lembaga atau komponen kelembagaan yang memiliki 
SHUDQ�GDODP�VLVWHP�059�5(''���PLVDOQ\D�XQWXN�PHODNVDQDNDQ�
LQYHQWDULVDVL�KXWDQ�QDVLRQDO���1DPXQ��GDODP�NRQWHNV�5(''��\DQJ�
berfokus pada karbon, tiap negara mungkin perlu memperluas 
lingkup NFMS mereka untuk mengumpulkan data yang 
dibutuhkan. Oleh karena itu, negara dapat menyesuaikan lembaga 
\DQJ�DGD�XQWXN�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�5(''���
atau menciptakan pengaturan baru khusus untuk maksud tersebut .

NFMS dapat tersusun dari suatu jaringan lembaga, yang masing-
masing memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan oleh 
NHUDQJND�KXNXP�QHJDUD��0LVDOQ\D��PHQHWDSNDQ�VLVWHP�059�
melibatkan penunjukan badan dan lembaga yang akan bertanggung 
MDZDE�XQWXN�PHQJDZDVL��PHQ\HWXMXL�GDQ�PHQJRRUGLQDVLNDQ�059�GL�
WLQJNDW�ORNDO��VXEQDVLRQDO�GDQ�QDVLRQDO��81)&&&�WLGDN�PHQHWDSNDQ�
MHQLV�SHQJDWXUDQ�NHOHPEDJDDQ�WHUWHQWX�XQWXN�059��WHWDSL�WLDS�
negara akan perlu menetapkan lembaga mana yang akan memimpin 
proses ini serta bagaimana peran dan tanggung jawab akan dibagi di 
DQWDUD�OHPEDJD�OHPEDJD�\DQJ�PHQMDODQNDQ�059��%HEHUDSD�QHJDUD�
telah menetapkan, atau berencana akan menetapkan, suatu lembaga 
WLQJNDW�SXVDW�XQWXN�PHPLPSLQ�SURVHV�059��\DQJ�GDODP�EHEHUDSD�
NDVXV�PXQJNLQ�WHODK�GLWHWDSNDQ�XQWXN�059�WLQGDNDQ�PLWLJDVL�
sukarela (NAMA). Beberapa negara lainnya telah memasukkan 
µNRPSRQHQ�059¶��PLVDOQ\D�NHORPSRN�NHUMD��VDWXDQ�WXJDV�DWDX�
NRPLWH��NH�GDODP�EDGDQ�QDVLRQDO�5(''��PHUHND��0LVDOQ\D�
.DPHUXQ�WHODK�PHQHWDSNDQ�VXDWX�XQLW�059�GDODP�6HNUHWDULDW�
7HNQLV�5(''��QHJDUD�WHUVHEXW��EDGDQ�RSHUDVLRQDO�\DQJ�
EHUWDQJJXQJ�MDZDE�XQWXN�SHODNVDQDDQ�5(''���\DQJ�PHUXSDNDQ�
bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Perlindungan Alam 
dan Pembangunan Berkelanjutan (MINEPDED) .

8QWXN�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�
pelaporan, tiap negara dapat memutuskan bahwa entitas utama 
XQWXN�059�DGDODK�HQWLWDV�\DQJ�DNDQ�SHUOX�PHQJLULPNDQ�

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA?
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Komunikasi Nasional dan Laporan Perkembangan Dua Tahunan, 
\DQJ�PXQJNLQ�DNDQ�PHQFDNXS�ODPSLUDQ�WHNQLV��NH�81)&&&��

1DPXQ��GL�,QGRQHVLD�PLVDOQ\D��ZDODXSXQ�%DGDQ�3HQJHOROD�5(''��
PHQ\HGLDNDQ�SHGRPDQ�SHPDQWDXDQ�GDQ�SHODSRUDQ�DNVL�5(''���
GDQ�PHPIDVLOLWDVL�NRPXQLNDVL�QDVLRQDO�XQWXN�81)&&&��'HZDQ�
Nasional Perubahan Iklim adalah lembaga yang bertanggung jawab 
untuk mengirimkan Komunikasi Nasional dan Laporan 
3HUNHPEDQJDQ�'XD�7DKXQDQ�NH�81)&&&�

6HODLQ�PHPEHQWXN�DWDX�PHQXQMXN�EDGDQ�059�XWDPD��NHUDQJND�
hukum dapat digunakan untuk menetapkan lembaga mana yang 
DNDQ�PHQFDWDW�WLQGDNDQ�PLWLJDVL�5(''��GDODP�LQYHQWDULVDVL��MLND�
ada. Di Meksiko, perundang-undangan Perubahan Iklim 
memberikan kewenangan kepada Sekretaris Lingkungan Hidup dan 
6XPEHU�'D\D�$ODP��6(0$51$7��XQWXN�PHPEXDW�FDWDWDQ�HPLVL�JDV�
rumah kaca nasional . Kerangka hukum juga dapat memperjelas 
lembaga yang bertanggung jawab untuk pengendalian mutu dan 
kepastian informasi tentang penurunan emisi, dan lembaga yang 
KDUXV�GLOLEDWNDQ�GDODP�SURVHV�YHUL¿NDVL�LQGHSHQGHQ�GL�WLQJNDW�
LQWHUQDVLRQDO�VHVXDL�GHQJDQ�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�\DQJ�WHUNDLW�
GHQJDQ�YHUL¿NDVL��

Tiap negara dapat memutuskan untuk menggunakan NFMS mereka 
guna mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memenuhi 
SHUV\DUDWDQ�81)&&&�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�NHUDQJND�SHQJDPDQ��
yaitu berkontribusi pada informasi tentang bagaimana kerangka 
SHQJDPDQ�³GLODNVDQDNDQ�GDQ�GLKRUPDWL´�VHODPD�SHODNVDQDDQ�
NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���PLVDOQ\D�WHQWDQJ�SHOHVWDULDQ�
keanekaragaman hayati dan menghormati hak masyarakat adat dan 
masyarakat setempat), dalam rangka memberikan rangkuman 
NHSDGD�6HNUHWDULDW�81)&&&��7HUJDQWXQJ�SDGD�VLWXDVL�QDVLRQDO��KDO�
ini dapat berarti melibatkan masyarakat dalam proses untuk 
mengumpulkan dan menyediakan informasi. Jika tiap negara 
memutuskan untuk mengakui pemantauan oleh masyarakat sebagai 
sumber informasi yang sah, lembaga-lembaga lokal dapat diberi 
tanggung jawab untuk menyampaikan informasi ini ke suatu badan 
nasional. Sebagai bagian dari nota kesepahaman dengan Norwegia, 
Guyana melibatkan pemantauan oleh masyarakat.

Keberhasilan NFMS dan fungsi-fungsi pemantauan, pengukuran 
dan pelaporannya akan membutuhkan perwujudan ‘kondisi 
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pendukung’ khusus yang dibahas dalam bab selanjutnya (lihat 
halaman 119), seperti akuntabilitas, transparansi, komunikasi yang 
jelas dan pertukaran informasi antara berbagai lembaga di tingkat 
lokal, regional dan nasional yang terkait dengan data yang dapat 
mereka kumpulkan . Tiap negara didorong untuk menggunakan 
sistem yang ada sebagai landasan, tetapi hal ini mungkin akan 
PHPEXWXKNDQ�DNVL�\DQJ�VLJQL¿NDQ�XQWXN�PHQJDWDVL�NHOHPDKDQ�
mendasar dalam tata kelola.

Pendekatan untuk menetapkan pengaturan kelembagaan untuk NFMS 
melalui kerangka hukum

Tiap negara dapat menggunakan kerangka hukum mereka untuk 
memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang 
WHUOLEDW�GDODP�SHPDQWDXDQ�NHELMDNDQ�NHELMDNDQ�5(''��GDQ�059�
penurunan emisi dalam dokumen kebijakan, seperti strategi 
QDVLRQDO�5(''���PLVDOQ\D��,QGRQHVLD�PHQJDPDQDWNDQ�
SHPEHQWXNDQ�/HPEDJD�059�GDODP�6WUDQDV�5(''����%HEHUDSD�
negara dapat memutuskan untuk memulai dengan menetapkan 
mandat untuk melaksanakan analisis kesenjangan terhadap 
lembaga-lembaga terkait yang ada dalam suatu dokumen kebijakan 
�PLVDOQ\D�GDODP�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''���MLND�PXQJNLQ���
Berdasarkan hasil analisis kesenjangan tersebut, suatu negara dapat 
memilih untuk memperjelas fungsi lembaga-lembaga ini dan 
pembagian peran dalam suatu dokumen kebijakan. Dokumen 
kebijakan tersebut juga dapat menetapkan proses koordinasi 
antar-lembaga dengan jelas.

Namun, dalam rangka memastikan bahwa kekuatan kekuasaan dan 
mandat lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemantauan dan 
059�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���WLDS�QHJDUD�KDUXV�EHUXSD\D�XQWXN�
menetapkan kekuasaan dan mandat tersebut melalui perangkat 
KXNXP��EXNDQ�KDQ\D�PHODOXL�NHELMDNDQ��0LVDOQ\D��OHPEDJD�059�
utama dapat dibentuk melalui peraturan perundangan. Peraturan 
perundangan tersebut akan perlu menetapkan kekuasaan yang jelas 
agar badan tersebut dapat menegakkan mandatnya, seperti 
memaksa lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk menyediakan 
informasi. Alternatif lainnya adalah jika telah ada beberapa lembaga 
yang sesuai, suatu negara dapat memutuskan untuk membenahi 
undang-undang yang menetapkan lembaga-lembaga tersebut, untuk 
memperluas mandat dan kekuasaan mereka sehingga mencakup 

103



059�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���0LVDOQ\D��KDO�LQL�GDSDW�GLODNXNDQ�
MLND�WHODK�DGD�OHPEDJD�\DQJ�GLWHWDSNDQ�XQWXN�059�1$0$�

Terakhir, pengaturan koordinasi antar-lembaga mungkin akan 
dibutuhkan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab, 
misalnya antara penyedia data utama dengan lembaga utama yang 
bertanggung jawab untuk memantau .

MENCIPTAKAN HUBUNGAN DENGAN KOMPONEN LAINNYA YANG TERKAIT 
DENGAN REDD+

NFMS dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan 
NRPSRQHQ�ODLQ�GDODP�VLVWHP�LQIRUPDVL�5(''���VHSHUWL�6LVWHP�
Informasi Safeguard (SIS) . Oleh karena itu, memastikan bahwa 
hubungan terbentuk antara berbagai proses pengumpulan informasi 
GDQ�SHODSRUDQ�XQWXN�5(''��PHUXSDNDQ�ODQJNDK�SHQWLQJ��
Kemungkinan terdapat banyak sinergi dan hubungan yang dapat 
tercipta antara NFMS dengan SIS, misalnya tentang pembagian data 
atau pengumpulan dan pengolahan data. Menciptakan sinergi dapat 
PHPEDQWX�NHGXD�VLVWHP�PHQMDGL�OHELK�H¿VLHQ�GDQ�NXDW��GDQ�OHELK�
hemat biaya. Selain itu, hal ini dapat mengarah pada data yang lebih 
berkualitas serta pelaporan yang lebih koheren dan lebih konsisten.

SIS, misalnya, mungkin akan membutuhkan informasi tentang 
tutupan pohon atau pemegang hak penguasaan dalam rangka 
PHQHOXVXUL�GDPSDN�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��SDGD�
keanekaragaman hayati atau kelestariannya. Data ini juga dapat 
dikumpulkan oleh NFMS. Sinergi dan hubungan antara NFMS 
dengan SIS juga dapat terkait dengan proses pengumpulan data 
baru. Misalnya, masyarakat mungkin akan mengumpulkan 
informasi tentang tutupan pohon atau informasi spesies sebagai 
bagian dari upaya pemantauan dalam NFMS, dan dapat diposisikan 
untuk mengumpulkan data keanekaragaman hayati untuk SIS.

Hubungan antara sistem-sistem ini dapat dibuat sebagian melalui 
kerangka hukum dengan mengakui wilayah-wilayah yang tumpang 
tindih, dan menciptakan mandat untuk koordinasi antara berbagai 
SURVHV��GDODP�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��DWDX�GDODP�GRNXPHQ�
kebijakan lainnya secara terpisah. Sebagai langkah pertama, 
PLVDOQ\D��6WUDQDV�5(''���VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��,QGRQHVLD��
PHQ\DWDNDQ�EDKZD�VLVWHP�059�KDUXV�GLVHODUDVNDQ�GHQJDQ�6,6��
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CONTOH BAGAIMANA NEGARA MENGGUNAKAN KERANGKA HUKUM MEREKA 
DALAM MENETAPKAN PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK NFMS

Dalam Stranas REDD+ 2012, Indonesia berencana untuk 
membentuk ‘Kelembagaan MRV REDD+’.

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2010 dan Keputusan 
Presiden No. 25 Tahun 2011 memberikan mandat kepada 
Satuan Tugas REDD+ (sekarang menjadi Badan Pengelola 
REDD+) untuk membentuk Lembaga MRV dan merumuskan 
suatu sistem untuk MRV. Badan Pengelola REDD+ memiliki 
seluruh kewenangan untuk aksi dan kebijakannya.

Lembaga MRV diberi mandat oleh Stranas REDD+ untuk 
mendukung beberapa kegiatan Rencana Aksi Nasional 
Penurunan Gas Rumah Kaca (yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2011) termasuk 
pelaksanaan Inventarisasi GRK (Keputusan Presiden No. 71 
Tahun 2011). Stranas REDD+ juga memberi mandat kepada 
Lembaga MRV untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan 
Sistem Pemantauan Sumber Daya Hutan – termasuk kesatuan 
pengelolaan hutan (KPH), penginderaan jauh, dan lain-lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 
(SEMARNAT) dibentuk dengan Keputusan Presiden pada 
bulan November 2000, yang salah satu tugasnya adalah 
untuk ‘mengkaji kualitas lingkungan hidup serta menetapkan 
dan mempromosikan Sistem Informasi Lingkungan Hidup,... 
sistem pemantauan... dan inventarisasi sumber daya alam’ 
(pasal 14). Suatu badan di bawah SEMARNAT, Komisi 
Kehutanan Nasional (CONAFOR) dibentuk dengan Keputusan 
Presiden pada bulan April 2001 (DOF 21/04/2001) untuk 
merancang, melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan 
hutan berkelanjutan.

CONAFOR didukung oleh Dewan Kehutanan Nasional 
(CONAF), suatu badan penasihat yang dibentuk sebagai 
bagian dari Undang-Undang Umum Pengembangan Hutan 
Berkelanjutan tahun 2003 (pasal 155). Undang-undang 
ini juga membentuk lembaga yang membantu SEMARNAT 
melaksanakan kegiatan-kegiatan MRV REDD+, termasuk 
Sistem Nasional Informasi Kehutanan dan Inventarisasi Hutan 
dan Tanah Nasional (INFyS). Undang-undang ini diubah 
dengan keputusan pada bulan Juni 2012, dan perubahannya 
mengamanatkan Pemerintah Federal untuk menetapkan 
sistem MRV hingga tiga tahun sejak keputusan tersebut mulai 
diberlakukan.

Lembaga lainnya dibentuk dengan Undang-Undang Umum 
Perubahan Iklim tahun 2012 untuk membantu SEMARNAT 
melaksanakan kegiatan-kegiatan MRV REDD+, termasuk 
pencatatan emisi nasional (Pasal 87) yang akan dibuat 
dan dijalankan oleh CONAFOR. LGCC juga melaksanakan 
Koordinasi Evaluasi di bawah National Institute of Ecology 
and Climate Change (INECC) yang akan menggunakan hasil 
dari proses MRV untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-
kebijakan REDD+ (pasal 13).

Pada bulan Mei 2010 Meksiko menandatangani Nota 
Kesepahaman dengan Norwegia untuk memperkuat kegiatan-
kegiatan MRV-nya (perjanjian senilai 15 juta dolar AS untuk 
membangun sumber daya dan meningkatkan kapasitas) 
yang dilaksanakan oleh CONAFOR dengan bantuan teknis 
dan administrasi dari UN-REDD, FAO dan UNDP (yang juga 
berusaha meningkatkan kapasitas di daerah-daerah lainnya di 
kawasan tersebut, dan mendorong Meksiko untuk membagi 
pengalamannya dalam bidang MRV dengan negara-negara 
REDD+ lainnya).

INDONESIA MEKSIKO
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R-PP 2010 dimaksudkan untuk membentuk Kelompok Kerja 
Teknis, termasuk kelompok kerja teknis untuk mengawasi 
MRV, sebagai bagian dari Kantor REDD+ yang dibentuk di 
Departemen Kehutanan (dalam Kementerian Pertanian dan 
Kehutanan) untuk mendukung Satuan Tugas REDD+.

Sejak perluasan R-PP, Kementerian Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup (MoNRE) dibentuk pada tahun 
2011 dengan tanggung jawab untuk mengembangkan dan 
melaksanakan REDD+ serta mengawasi pengelolaan sektor 
kehutanan di Republik Demokratik Rakyat Laos (yang 
diserahkan dari Kementerian Pertanian dan Kehutanan). 
Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan dalam MoNRE 
memiliki Divisi REDD+ dengan mandat resmi untuk mengelola 
REDD+ dan merupakan pemimpin dalam pembentukan 
Kelompok Kerja Teknis. Sejauh ini belum ada kelompok kerja 
teknis yang dibentuk.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Kehutanan dalam 
Kementerian Pertanian dan Kehutanan, telah direvisi dan 
ditetapkan dengan Keputusan Perdana Menteri No. 262 pada 
bulan Juni 2012 .

Dengan memperhitungkan (antara lain) Undang-Undang 
Kehutanan 2007 dan Keputusan Perdana Menteri 2012 
tentang pengaturan dan pengoperasian Kementerian Pertanian 
dan Kehutanan, Keputusan Menteri 1887/AF (Agustus 2012) 
menetapkan mandat Departemen Kehutanan. Tanggung jawab 
Departemen ini mencakup pelaksanaan undang-undang 
kehutanan; ‘bertindak sebagai badan inti untuk melaksanakan 
survei, memantau perubahan hutan serta mengelola informasi 
tentang tutupan sumber daya hutan’ (pasal 3.5); memantau 
dan mengelola ekosistem hutan, bertindak ‘sebagai badan 
inti untuk koordinasi REDD bagi Kementerian Pertanian dan 
Kehutanan’ (pasal 3.17); serta ‘mengembangkan, mengelola, 
meningkatkan dan memperluas statistik dan sistem informasi 
kehutanan yang berada dalam tanggung jawabnya’ (pasal 
3.19).

Masih terdapat ketidakpastian tentang peran dan tanggung 
jawab Departemen Kehutanan dan Departemen Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan yang terkait dengan MRV. Walaupun 
Departemen Kehutanan jelas memiliki tanggung jawab untuk 
memantau perubahan tutupan hutan di tingkat nasional, 
Departemen Pengelolaan Sumber Daya Hutan adalah 
departemen yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola 
REDD+. Sejauh ini, tidak ada prosedur resmi yang telah 
dipublikasikan untuk berbagi data atau tanggung jawab 
pengelolaan REDD+.

Pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi 
Alam dan Pariwisata (MECNT) serta tugas-tugasnya 
ditetapkan dengan Keputusan No. 75/231 pada bulan Juli 
1975, yang diperbaharui pada bulan Desember 2008 dengan 
Tata Tertib No. 74/08. Kementerian ini memiliki tanggung 
jawab untuk mengembangkan, memantau dan mengevaluasi 
kebijakan-kebijakan pengelolaan ekosistem dan pembangunan 
berkelanjutan. MECNT adalah badan utama dalam Komite 
Nasional REDD+ Republik Demokratik Kongo. Komite 
Nasional REDD+ dibentuk untuk memimpin upaya-upaya 
Republik Demokratik Kongo dalam bidang REDD+ (Keputusan 
9/40 November 2009).

Strategi Nasional REDD+ negara ini mengamanatkan 
tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MRV 
kepada Departemen Inventarisasi dan Pengelolaan Hutan 
(DIAF) yang merupakan bagian dari MECNT.

REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
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TINGKAT EMISI RUJUKAN HUTAN DAN 
TINGKAT RUJUKAN HUTAN

7LQJNDW�(PLVL�5XMXNDQ�+XWDQ�GDQ�7LQJNDW�5XMXNDQ�+XWDQ��5(/�
5/��PHUXSDNDQ�WRORN�XNXU�NLQHUMD�\DQJ�GLJXQDNDQ�VHEDJDL�GDVDU�
XQWXN�PHQJXNXU��PHODSRUNDQ�GDQ�PHPYHUL¿NDVL��059��
penurunan emisi dan serapan emisi . Kedua tingkat rujukan ini 
GLEXWXKNDQ�XQWXN�PHQLODL�NLQHUMD�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��
dalam memitigasi perubahan iklim. Kedua tingkat ini harus 
ditetapkan dengan memperhitungkan data historis dan situasi 
nasional , dan harus berusaha untuk menggambarkan berapa 
emisi dan serapan yang akan terjadi jika tidak ada pelaksanaan 
5(''���

:DODXSXQ�WLGDN�SHUQDK�GLWHWDSNDQ�ROHK�81)&&&��WLQJNDW�HPLVL�
UXMXNDQ�KXWDQ��5(/��GDSDW�GLDQJJDS�PHQJDFX�SDGD�HPLVL�EUXWR�
GDUL�VXDWX�ZLOD\DK�JHRJUD¿V�VHODPD�VXDWX�SHULGH�ZDNWX�WHUWHQWX��
VHGDQJNDQ�WLQJNDW�UXMXNDQ�KXWDQ��5/��GDSDW�PHQJDFX�SDGD�HPLVL�
GDQ�VHUDSDQ�EHUVLK�GDUL�VXDWX�ZLOD\DK�JHRJUD¿V�VHODPD�VXDWX�
SHULRGH�ZDNWX�WHUWHQWX���5(/�GLJXQDNDQ�VHEDJDL�GDWD�GDVDU�
(baseline) untuk memperlihatkan penurunan emisi dari 
GHIRUHVWDVL�GDQ�GHJUDGDVL�KXWDQ��VHGDQJNDQ�5/�GLJXQDNDQ�XQWXN�
memperlihatkan penurunan emisi dan peningkatan cadangan 
karbon dari konservasi, pengelolaan hutan lestari dan 
peningkatan cadangan karbon hutan.

3HQJHPEDQJDQ�5(/�5/�KDUXV�GLODNVDQDNDQ�GHQJDQ�FDUD�\DQJ�
sesuai dengan Sistem Pemantauan Hutan Nasional (NFMS) suatu 
QHJDUD��OLKDW�KDODPDQ���±�������\DLWX�GHQJDQ�PHPDVWLNDQ�EDKZD�
metodologi dan data yang digunakan sesuai dengan metodologi 
GDQ�GDWD�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�VLVWHP�059�QHJDUD�WHUVHEXW��
untuk mengukur penurunan emisi secara efektif , . Misalnya, 
PHQXUXW�81)&&&��GH¿QLVL�µKXWDQ¶�\DQJ�GLJXQDNDQ�GDODP�
PHQJKLWXQJ�5(/�5/�KDUXV�VHVXDL�GHQJDQ�GH¿QLVL�µKXWDQ¶�\DQJ�
digunakan dalam inventarisasi gas rumah kaca suatu negara, 
yang merupakan bagian dari NFMS negara tersebut .

5(/�5/�\DQJ�NXDW�GDQ�WUDQVSDUDQ�VDQJDW�SHQWLQJ�XQWXN�
menghitung apakah suatu negara telah mencapai penurunan 
HPLVL�Q\DWD��GDQ�PHQLODL�NLQHUMD�NHJLDWDQ�GDQ�DNVL�5(''���2OHK�
NDUHQD�LWX��5(/�GDQ�5/�PHUXSDNDQ�SUDV\DUDW�EDJL�WLDS�QHJDUD�
XQWXN�PHQHULPD�SHQGDQDDQ�5(''��EHUEDVLV�KDVLO��

3URVHV�XQWXN�PHQHWDSNDQ�5(/�5/�PHPEXWXKNDQ��DQWDUD�ODLQ��
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GH¿QLVL�KXWDQ�\DQJ�MHODV�GDQ�NRQVLVWHQ��NHMHODVDQ�WHQWDQJ�
kegiatan, penyimpanan karbon hutan dan gas rumah kaca mana 
\DQJ�DNDQ�GLVHUWDNDQ�GDODP�5(/�5/��JDPEDUDQ�WHQWDQJ�
metode-metode yang digunakan untuk membuat estimasi 
cadangan karbon kawasan hutan dan bukan hutan; kejelasan 
tentang periode waktu yang diambil untuk estimasi emisi historis; 
penentuan tren alih fungsi hutan; estimasi tentang wilayah 
deforestasi dan degradasi hutan, dan gambaran tentang metode-
metode yang digunakan untuk membuat estimasi faktor emisi 
degradasi , .

3HQJHPEDQJDQ�5(/�5/�WHUXWDPD�WHUJDQWXQJ�SDGD�NDSDVLWDV�
WHNQLV��%DQ\DN�LVX�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�5(/�GDQ�5/��GDSDW�
ditentukan di luar kerangka hukum, seperti pendekatan untuk 
penetapannya (misalnya apakah tingkat-tingkat rujukan ini 
merupakan tingkat-tingkat rujukan nasional atau daerah) atau 
panduan tentang metodologi yang akan digunakan untuk 
pengembangannya. Namun, setiap negara dapat memutuskan 
untuk memperjelas pendekatan yang diambil dalam kerangka 
KXNXP��PLVDOQ\D�GDODP�6WUDWHJL�1DVLRQDO�5(''���NHELMDNDQ�DWDX�
UHQFDQD�WHUSLVDK�WHQWDQJ�5(/�5/��DJDU�ODQJNDK�ODQJNDK�NH�
depannya dapat lebih koheren dan jelas.

%DJLDQ�LQL�PHQJXUDLNDQ�SHUV\DUDWDQ�81)&&&�GDQ�)&3)�\DQJ�
WHUNDLW�GHQJDQ�5(/�5/��GDQ�NHPXGLDQ�DNDQ�EHUIRNXV�SDGD�
aspek-aspek dari persyaratan-persyaratan ini yang dapat dipenuhi 
melalui kerangka hukum.
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PERSYARATAN UNTUK TINGKAT EMISI RUJUKAN DAN 
TINGKAT RUJUKAN HUTAN

PANDUAN DAN PERSYARATAN INTERNASIONAL KONVENSI KERANGKA KERJA 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM

.HUDQJND�.HUMD�:DUVDZD�WHQWDQJ�5(''��PHPDVXNNDQ�GDQ�
didasarkan pada beberapa keputusan yang menetapkan konteks dan 
PHPEHULNDQ�SDQGXDQ�XQWXN�5(/�5/�

�� .HUDQJND�NHUMD�LQL�PHQHJDVNDQ�EDKZD�5(/�5/�EHUIXQJVL�VHEDJDL�
tolok ukur untuk menilai kinerja tiap negara dalam pelaksanaan 
NHJLDWDQ�5(''��

�� Kerangka kerja ini memperjelas bahwa Negara Berkembang Pihak 
81)&&&�\DQJ�LQJLQ�PHODNVDQDNDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��
SHUOX�PHQJHPEDQJNDQ�5(/�5/�KXWDQ�QDVLRQDO�VHEDJDL�
pendahuluan untuk memperoleh pembayaran berbasis hasil 

�� 7LDS�QHJDUD�GDSDW�PHQJHPEDQJNDQ�5(/�5/�KXWDQ�GDHUDK�
sebagai langkah sementara . Banyak negara sedang 
mengembangkan, atau telah mengembangkan (misalnya Brasil ), 
WLQJNDW�UXMXNDQ�GDHUDK��'L�,QGRQHVLD��UDQFDQJDQ�5(/�5/�WHODK�
dikembangkan untuk sebelas provinsi oleh Badan Pengelola 
5(''��

�� 1HJDUD�%HUNHPEDQJ�3LKDN�81)&&&�GLPLQWD�XQWXN�PHQJDMXNDQ�
XVXODQ�5(/�5/�KXWDQ�VHFDUD�VXNDUHOD���VHUWD�LQIRUPDVL�GDQ�ODWDU�
EHODNDQJ�SHQJHPEDQJDQ�5(/�5/�KXWDQ�PHUHND��VHUWD�
memberikan perincian tentang situasi nasional dan bagaimana 
situasi nasional ini dipertimbangkan .

�� Informasi yang diberikan harus mengikuti panduan dan 
SHGRPDQ�WHUEDUX�,3&&�\DQJ�GLDGRSVL�ROHK�&23����WHQWDQJ�
pengajuan informasi tentang tingkat rujukan .

3DQGXDQ�WDPEDKDQ�GDUL�NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�&23�VHEHOXPQ\D�MXJD�
menyediakan hal-hal seperti dibawah  ini:

�� 5(/�5/�KXWDQ�QDVLRQDO�SHUOX�GLWHWDSNDQ�GHQJDQ�FDUD�\DQJ�VHVXDL�
dengan emisi gas rumah kaca hutan dari kegiatan-kegiatan 
manusia berdasarkan sumbernya dan karbon yang terserap 
berdasarkan penyerapnya yang tercantum dalam inventarisasi gas 
rumah kaca tiap negara .

�� 5(/�5/�KXWDQ�QDVLRQDO�KDUXV�GLWHWDSNDQ�³VHFDUD�WUDQVSDUDQ �́�
³GHQJDQ�PHPSHUKLWXQJNDQ�GDWD�KLVWRULV �́�GDQ�³GLVHVXDLNDQ�
dengan situasi nasional” , dan harus diperbaharui secara berkala .

L��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�\DQJ�PHPXDW�
NHPEDOL�.HSXWXVDQ����
&3����SDUDJUDI��

LL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�\DQJ�PHPXDW�
NHPEDOL�.HSXWXVDQ���
&3����SDUDJUDI����E�

LLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�\DQJ�PHPXDW�
NHPEDOL�.HSXWXVDQ����
&3����SDUDJUDI���

LY��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDSK���
yang memuat kembali 
.HSXWXVDQ����&3����
paragraf 13

Y��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDSK��

YL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDSK���
yang memuat kembali 
.HSXWXVDQ����&3����GDQ�
Lampirannya

YLL��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDSK��

YLLL��.HSXWXVDQ���&3����
81)&&&�SDUDJUDSK��

L[��.HSXWXVDQ����&3����
81)&&&�SDUDJUDSK���
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[��&RQWRK�5�33�
Komponen 3

[L��&RQWRK�5�33�
Komponen 3

xii. Ibid

xiii. Karena kemajuan 
kinerja kegiatan 
5(''�SOXV�DNDQ�SHUOX�
dibandingkan dengan 
5(/�5/�VHEDJDLPDQD�
yang diukur dan dipantau 
oleh sistem pemantauan 
KXWDQ�QDVLRQDO��&RQWRK�
5�33�.RPSRQHQ��

xiv. Ibid

xv. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ�)&3)��
Kriteria 10

xvi. Yang menyatakan 
jika terdapat perbedaan 
DQWDUD�GH¿QLVL�KXWDQ�
yang digunakan dalam 
LQYHQWDULVDVL�*5.�
nasional atau dalam 
pelaporan ke organisasi 
internasional lainnya 
GHQJDQ�GH¿QLVL�\DQJ�
digunakan dalam 
SHQJHPEDQJDQ�5/��PDND�
Program Penurunan 
Emisi tersebut harus 
menjelaskan bagaimana 
dan mengapa memilih 
GH¿QLVL�KXWDQ�\DQJ�
GLJXQDNDQ�GDODP�5/��
Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ�)&3)�
Kriteria 12 Indikator 12.1

xvii. Kerangka Metodologi 
'DQD�.DUERQ�)&3)�
Kriteria 14 Indikator 14.3

PERSYARATAN KONTRAKTUAL FASILITAS KEMITRAAN KARBON HUTAN BANK 
DUNIA

%HEHUDSD�SDQGXDQ�GDQ�SHUV\DUDWDQ�\DQJ�PHQJDFX�SDGD�5(/�5/�
GDUL�)&3)�\DQJ�GDSDW�GLWHWDSNDQ�GDODP�NHUDQJND�KXNXP�
meliputi:

�� Menetapkan periode waktu yang digunakan dalam 
PHQJKLWXQJ�5(/�5/��GDQ�PHQ\HSDNDWL�GH¿QLVL�µKXWDQ¶��

�� Memperjelas badan pemerintah atau lembaga lain mana yang 
DNDQ�GLOLEDWNDQ�GDODP�SHQJKLWXQJDQ�5(/�5/��

�� 0HQJXUDLNDQ�UHQFDQD�NHUMD��\DQJ�PHQJLGHQWL¿NDVL�ODQJNDK�
langkah besar dan kajian-kajian yang dibutuhkan untuk 
PHQJHPEDQJNDQ�5(/�5/��WHUPDVXN�SURVHV�XQWXN�
menentukan pendekatan dan metode apa yang akan 
digunakan) ; dan

�� 0HPDGXNDQ�PHQJRRUGLQDVLNDQ�SHQJHPEDQJDQ�5(/�5/�
dengan NFMS  dan dengan proses pelaporan inventarisasi gas 
rumah kaca nasional .

Persyaratan tambahan dari Kerangka Metodologi Dana Karbon 
yang harus diketahui oleh tiap negara meliputi ketentuan bahwa:

�� 3HQJHPEDQJDQ�WLQJNDW�UXMXNDQ�KDUXV�³GLSDQGX�ROHK´�
SHQJHPEDQJDQ�5(/�5/�KXWDQ�XQWXN�81)&&&��ZDODXSXQ�
tingkat-tingkat rujukan ini tidak harus sama) ;

�� 'H¿QLVL�KXWDQ�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�3URJUDP�3HQXUXQDQ�
(PLVL�QHJDUD�KDUXV�PHQJLNXWL�SDQGXDQ�GDUL�81)&&&����
&3������GDQ

�� 0HWRGH�PHWRGH�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�059��XQWXN�IDNWRU�
emisi atau metode untuk menentukannya) harus sama dengan 
PHWRGH�XQWXN�PHQHWDSNDQ�7LQJNDW�5XMXNDQ�GDQ�3HPDQWDXDQ��
DWDX�³WHUEXNWL�VHWDUD´��
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MEMPERJELAS DEFINISI

6DDW�LQL��GDODP�81)&&&��3DUD�3LKDN�GLEHULNDQ�NHOHOXDVDDQ�XQWXN�
PHQHWDSNDQ�GH¿QLVL�µKXWDQ¶�GL�QHJDUD�PHUHND�PDVLQJ�PDVLQJ���
'H¿QLVL�LQL�DNDQ�PHPHQJDUXKL�OLQJNXS�SHODNVDQDDQ�5(''���GDQ�
data yang digunakan (misalnya dalam hal tutupan hutan dan laju 
deforestasi) dalam menghitung tren historis, memantau, dan 
PHQJKLWXQJ�SRWHQVL�NUHGLW���'H¿QLVL�KXWDQ�MXJD�PHPEHULNDQ�
GDPSDN�GL�OXDU�5(''���GDQ�ROHK�NDUHQDQ\D�GH¿QLVL�KXWDQ�
merupakan isu yang cukup penting yang harus ditangani melalui 
peraturan perundangan, baik melalui suatu undang-undang baru 
atau dengan merevisi peraturan perundangan yang ada.

Agar lebih konsisten dan jelas di seluruh kerangka hukum, suatu 
negara juga dapat memutuskan untuk memastikan adanya 
NRQVHQVXV�WHQWDQJ�GH¿QLVL�GHIRUHVWDVL��GDQ�GHJUDGDVL�KXWDQ��VHUWD�
PHQHWDSNDQ�DSD�\DQJ�PHQMDGL�NDUDNWHULVWLN�GDUL�NHJLDWDQ�5(''��
±�\DLWX�D��PHQXUXQNDQ�HPLVL�GDUL�GHIRUHVWDVL��E��PHQXUXQNDQ�
emisi dari degradasi hutan; c) pengelolaan hutan lestari; d) 
peningkatan cadangan karbon hutan; dan e) konservasi cadangan 
NDUERQ��VHEDJDLPDQD�\DQJ�GLWHWDSNDQ�GDODP�81)&&&��

APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA
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DEFINISI HUTAN DI MEKSIKO, KOSTA RIKA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK 
RAKYAT LAOS

Kerangka hukum Meksiko tidak memiliki 
definisi menyeluruh untuk istilah ‘hutan’. 
Undang-Undang Umum Pengembangan Hutan 
Lestari (GLSFD, General Law for Sustainable 
Forest Development) memberikan beberapa 
definisi untuk ‘hutan iklim sedang’ dan ‘hutan 
hujan’, yang terkait dengan kawasan iklim 
ekosistem-ekosistem tersebut (iklim sedang 
atau tropis). Selain itu, berbagai definisi hutan 
lainnya ditemukan di beberapa undang-undang 
Negara Bagian (misalnya undang-undang 
Veracruz dan undang-undang Chiapas). 
Terakhir, ‘perkebunan kayu komersial’ tidak 
dianggap sebagai hutan, sehingga tidak 
mendapatkan subsidi dari mekanisme REDD+.

Banyaknya definisi hutan diidentifikasi sebagai 
kemungkinan hambatan dalam memperjelas 
jenis hutan yang dicakup oleh kegiatan-
kegiatan REDD+ dan dalam menetapkan 
kelayakan lahan untuk kegiatan-kegiatan 
tersebut .

Berdasarkan Catatan Gagasan Proyek 
Penurunan Emisi (ER-PIN, Emissions 
Reduction Project Idea Note) Kosta Rika untuk 
merancang Inventarisasi Hutan Nasional dan 
sistem MRV REDD maka digunakan definisi 
hutan dengan tujuan untuk proyek-proyek 
Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM, 
Clean Development Mechanism): “Hutan 
adalah suatu kawasan lahan dengan ukuran 
maksimal 1,0 ha, dengan tutupan kanopi lebih 
dari 30%, dan memiliki pepohonan dengan 
potensi mencapai tinggi maksimal 5 meter 
ketika dewasa di lahan tersebut. Suatu hutan 
dapat memiliki formasi yang padat di mana 
pepohonan dari berbagai strata dan tingkat 

pertumbuhan menutupi sebagian besar tanah, 
atau formasi terbuka dengan kanopi lebih 
dari 30%. Tegakan alam muda dan semua 
perkebunan yang belum mencapai tutupan 
kanopi 30%, atau ketinggian 5 meter tidak 
dianggap sebagai hutan” .

Republik Demokratik Rakyat Laos tidak 
menyertakan definisi teknis ‘hutan’ dalam 
peraturan perundangannya. ‘Kawasan hutan’ 
didefinisikan secara luas dalam Undang-
Undang Kehutanan negara ini untuk mencakup 
lahan apa pun, baik berhutan ataupun tidak, 
yang ditentukan berdasarkan statusnya 
sebagai kawasan hutan . Undang-undang 
ini mengklasifikasikan hutan di Republik 
Demokratik Rakyat Laos ke dalam tiga 
kategori: Hutan Lindung, Hutan Konservasi 
dan Hutan Produksi. Kawasan-kawasan hutan 
ini meliputi hutan lebat, lahan terdegradasi, 
lahan hutan gundul, dan hutan desa. Lebih 
lanjut, Hutan Lindung dibagi menjadi kawasan 
perlindungan total atau kawasan hak guna 
terkendali, sedangkan Hutan Konservasi dibagi 
menjadi kawasan perlindungan total, kawasan 
hak guna terkendali, koridor dan kawasan 
penyangga. Tiap sub-kategori ini menunjukkan 
suatu bentuk pengelolaan khusus yang 
memiliki berbagai hak guna yang dilarang dan 
diizinkan. Negara ini telah mengajukan definisi 
kerja untuk kata ‘hutan’ ke UNFCCC yang 
mengharuskan luas minimal 0,5 hektar dengan 
pepohonan setinggi 5 meter dan tutupan 
kanopi 20% untuk dianggap sebagai hutan. 
Definisi ini tidak mencakup kawasan yang 
terutama tertutupi pohon-pohon kelapa sawit 
dan bambu. Banyak laporan menunjukkan 
bahwa pemerintah bermaksud untuk 
menyertakan perkebunan sebagai bagian dari 
definisi hutan; namun, belum ada keputusan 
akhir yang dibuat .
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MEMPERINCI METODOLOGI UNTUK MENGEMBANGKAN TINGKAT EMISI 
RUJUKAN DAN TINGKAT RUJUKAN

0HQXUXW�81)&&&��5(/�5/�KDUXV�EHUVLIDW�ÀHNVLEHO���
dikembangkan secara transparan, memperhitungkan data 
historis, dan dapat disesuaikan berdasarkan situasi negara 
WHUNDLW���5(/�5/�KDUXV�GLGDVDUNDQ�SDGD�SDQGXDQ�,3&&�GDQ�
³VHVXDL�GHQJDQ�HPLVL�JDV�UXPDK�NDFD�KXWDQ�GDUL�NHJLDWDQ�
kegiatan manusia berdasarkan sumbernya dan karbon yang 
terserap berdasarkan penyerapnya yang termuat dalam 
LQYHQWDULVDVL�JDV�UXPDK�NDFD�WLDS�QHJDUD´���0HQXUXW�)&3)��
PHWRGH�PHWRGH�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�059��XQWXN�PHQHWDSNDQ�
IDNWRU�HPLVL�±�OLKDW�KDODPDQ�����KDUXV�VDPD�GHQJDQ�PHWRGH�
PHWRGH�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�PHQHWDSNDQ�5(/�5/�DWDX�
³WDPSDN�VDPD´��

Metodologi-metodologi untuk mengembangkan dan menghitung 
5(/�5/�GDSDW�GLVHSDNDWL�GL�OXDU�NHUDQJND�KXNXP�ROHK�VXDWX�
EDGDQ�059��WDQSD�UHQFDQD�DWDX�NHELMDNDQ�\DQJ�WHJDV��6DDW�LQL��
VDWX�VDWXQ\D�NHZDMLEDQ�GDODP�81)&&&�DGDODK�EDKZD�QHJDUD�
harus mencantumkan metodologi yang digunakan untuk 
PHQJKLWXQJ�5(/�5/�NHWLND�PHQJDMXNDQQ\D�NH�6HNUHWDULDW��
Negara pertama yang telah mengajukan tingkat emisi rujukan 
KXWDQ�NH�6HNUHWDULDW�81)&&&�XQWXN�SHQLQMDXDQ�WHNQLV�DGDODK�
%UDVLO��-XQL��������5(/�Q\D�WHUNDLW�GHQJDQ�GHIRUHVWDVL�GL�ELRPD�
Amazonia . Walaupun tidak wajib, negara dapat memilih untuk 
memperjelas metodologi-metodologi mereka dalam strategi 
QDVLRQDO��UHQFDQD���DWDX�NHELMDNDQ�5(''��PHUHND��,VX�XWDPD�
kerangka hukum adalah memastikan bahwa terdapat proses yang 
jelas dan koordinasi yang memadai di antara lembaga-lembaga 
\DQJ�EHUWDQJJXQJ�MDZDE�XQWXN�PHQHWDSNDQ�PHWRGRORJL�5(/�5/�
negara, dan bahwa terdapat kerangka kerja yang berlaku, yang 
memastikan akuntabilitas dan transparansi proses-proses 
pengumpulan, analisis, pembagian dan pelaporan data.
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Hak asasi manusia yang diakui di tingkat 
internasional juga dapat dijamin (yaitu 
penegakan yang diberikan) dalam kerangka 
hukum negeri suatu negara, seperti dalam 
undang-undang dasar nasional atau negara 
bagian, undang-undang tertinggi di suatu 
negara atau negara bagian. Undang-undang 
tertulis dapat menambahkan perlindungan 
lebih lanjut untuk hak yang diakui oleh 
undang-undang dasar. Berdasarkan prinsip-
prinsip hak asasi manusia internasional, 
Negara Bagian, badan-badan multilateral, 
badan-badan usaha, dan perorangan dianggap 
sebagai pelaksana tugas karena mereka 
memiliki kewajiban untuk menghormati, 
melindungi, memperbaiki, dan mendorong 
hak-hak ini . Hak adat adalah hak yang 
diperoleh oleh adat dan dapat mencakup, 
misalnya, hak tradisional masyarakat hukum 
adat atas lahan dan sumber daya. Hak 
adat hanya akan menjadi hak yang dapat 
ditegakkan di pengadilan nasional (bukan 
pengadilan tradisional) jika hak tersebut 
diakui oleh undang-undang tertulis .

Oleh karena itu, hak diwujudkan melalui 
perancangan undang-undang dan kebijakan 
serta penegakan undang-undang dan 
kebijakan tersebut secara efisien, efektif dan 
merata. Penegakan hak-hak ini sebagian 
besar bergantung pada kualitas kepatuhan 
dan prosedur resolusi perselisihan, kapasitas 
dan kemandirian lembaga peradilan, dan 
pelaksanaan aturan hukum.  

MEMAHAMI HAK ATAS REDD+

Terdapat sejumlah bentuk hak dan tanggung 
jawab yang berbeda-beda terkait dengan 
upaya konservasi hutan termasuk REDD+. 
Bentuk-bentuk hak dan tanggung jawab ini 
berasal dari kewajiban yang terkandung dalam 
banyak traktat internasional, hukum kebiasaan 
internasional, peraturan perundangan nasional 
dan yurisprudensi , serta hukum adat .

Hak Asasi Manusia adalah standar minimum 
yang diakui di tingkat internasional, 
yang dipahami bersifat universal, saling 
bergantung, tidak dapat dibagi-bagi, dan 
terjamin bagi semua orang secara merata, 
tanpa diskriminasi . Hukum internasional 
menetapkan hak asasi manusia yang dapat 
bersifat substantif ataupun prosedural, yang 
keduanya sangat penting bagi REDD+.

Hak Substantif mencakup aspek-aspek dasar 
kesejahteraan dan martabat manusia seperti 
hak hidup, perlindungan hukum yang adil dan 
tidak diskriminatif, hak kesehatan, dan hak 
budaya .

Hak Prosedural sangatlah penting untuk 
mendukung pelaksanaan dan pemenuhan 
hak substantif. Hak prosedural meliputi hak 
untuk mengakses informasi (lihat halaman 
121–123), hak akses keadilan (lihat halaman 
129–131) dan hak untuk berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan (lihat halaman 
126–128). Hak prosedural dijamin dalam 
serangkaian traktat internasional . Perwujudan 
hak prosedural mendorong nilai demokrasi dan 
rasa hormat terhadap aturan hukum untuk tata 
kelola yang lebih baik .

i. Di negara-negara yang menganut sistem common law (hukum kebiasaan), aturan hukum dikembangkan melalui 1) undang-
undang tertulis (peraturan perundangan); 2) pengadilan melalui penafsiran hukum (yurisprudensi).

ii. Misalnya, hak substantif diakui dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Internasional (New York, 16 Desember 
1966); Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (New York, 13 September 2007); Konvensi Hak 
Asasi Manusia Amerika (San Jose, 22 November 1969); dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional tentang Masyarakat 
Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka (Konvensi ILO No. 169) 1989.

iii. Misalnya, hak prosedural diakui dalam Kovensi regional tentang Akses Informasi, Partisipasi Publik dan Akses Keadilan 
dalam Persoalan Lingkungan (Aarhus, 25 Juni 1998); dan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (New York, 
16 Desember 1966), lihat pasal 14 tentang akses keadilan.
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AKSES INFORMASI

APA ITU AKSES INFORMASI?

$NVHV�LQIRUPDVL�VDQJDWODK�SHQWLQJ�XQWXN�NHEHUKDVLODQ�5(''���
81)&&&�WHODK�PHQJDNXL�SHQWLQJQ\D�DNVHV�LQIRUPDVL�GDQ�
menyertakannya sebagai salah satu elemen kerangka pengaman 
&DQFXQ��

Hak akses informasi merupakan hak asasi manusia universal yang 
mendasar . Hak ini merupakan hak prosedural, yang memfasilitasi 
akses individu dan masyarakat ke informasi yang dimiliki oleh pihak 
berwenang publik, yang tugasnya melibatkan memastikan akses pasif 
dan aktif ke informasi .

Hak akses informasi secara tersirat dan tersurat disebutkan dalam 
berbagai perangkat hukum, termasuk traktat global  dan traktat 
regional , deklarasi , dan keputusan , serta di banyak perjanjian 
lingkungan , serta peraturan perundangan nasional dan undang-
undang dasar. Di banyak sumber hukum ini, hak infromasi ditetapkan 
bersama dengan hak-hak lainnya yang dibahas dalam bagian ini, yang 
SHQWLQJ�EDJL�5(''���0LVDOQ\D��DNVHV�LQIRUPDVL�PHPXQJNLQNDQ�
partisipasi penuh dan efektif serta mendukung transparansi dan tata 
kelola. Hak ini sangatlah penting dalam situasi di mana pemerintah 
harus memastikan bahwa individu dan kelompok masyarakat dapat 
mengakses, memahami dan menafsirkan informasi. Oleh karena itu, 
hak ini terkait erat dengan hak partisipasi publik (lihat halaman 
���±������6HODLQ�LWX��SHPHULQWDK�KDUXV�PHPEHULNDQ�NHSDGD�
masyarakat informasi tentang hak yang mereka miliki dan sumber 
yudisial yang tersedia untuk melindungi mereka. Oleh karenanya, 
akses informasi terkait dengan hak akses keadilan dalam persoalan 
OLQJNXQJDQ��OLKDW�KDODPDQ����±�������8VDKD�KXNXP�\DQJ�HIHNWLI�KDUXV�
tersedia untuk masyarakat jika akses informasi dilanggar.

Oleh karena itu, hak akses informasi bukan hanya penting untuk 
informasi itu sendiri, melainkan juga untuk pemenuhan hak-hak 
lainnya, dan sebagai landasan untuk demokrasi. Hak ini merupakan 
komponen utama tata kelola yang transparan dan berakuntabilitas. 
Memiliki akses informasi juga sangat penting untuk memastikan 
akuntabilitas pemerintah dan memberantas korupsi (lihat halaman 
���±�������$NVHV�LQIRUPDVL�PHPLOLNL�EHUEDJDL�GLPHQVL�GDQ�GDSDW�
mengacu pada kebebasan informasi, pendidikan dan pelatihan. Hak 
informasi juga merupakan perwujudan dari hak kebebasan 
berpendapat .

i. Kerangka pengaman 
81)&&&��E��PHQJDFX�
pada struktur tata kelola 
hutan yang transparan.
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PENTINGNYA AKSES INFORMASI BAGI REDD+

$JDU�5(''��EHUKDVLO�PHPLWLJDVL�SHUXEDKDQ�LNOLP��VHUWD�PHPEHULNDQ�
manfaat lingkungan, sosial dan tata kelola, berbagai kelompok 
SHPDQJNX�NHSHQWLQJDQ�5(''���VHSHUWL�DQJJRWD�DQJJRWD�PDV\DUDNDW�
hukum adat dan masyarakat setempat, perlu memiliki akses informasi. 
$NVHV�LQIRUPDVL�GDSDW�PHPXQJNLQNDQ�PHUHND�XQWXN�PHQJLGHQWL¿NDVL�
apakah risiko, peluang atau tantangan dapat tercipta sebagai akibat 
GDUL�SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''���.KXVXVQ\D��PHQJLQJDW�EDKZD�OHELK�
dari 1,2 miliar orang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian 
mereka, dan seperdelapan dari hutan di dunia ini adalah hutan 
masyarakat dengan mana Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat 
setempat memiliki hubungan historis dan budaya , memberikan 
LQIRUPDVL�WHQWDQJ�5(''��NHSDGD�NRQVWLWXHQ�NRQVWLWXHQ�LQL�VDQJDWODK�
penting untuk partisipasi mereka secara penuh dan efektif, termasuk 
keterlibatan dengan aktor-aktor seperti pemerintah dan sektor swasta . 
Tanpa akses informasi, legitimasi proses ini terganggu dan peluang 
kembalinya situasi sebelumnya meningkat dikarenakan kurangnya 
UDVD�NHSHPLOLNDQ�WHUKDGDS�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''��VHWHPSDW�

3HPHULQWDK�DWDX�SHODNVDQD�5(''��KDUXV�DNWLI�PHQ\HGLDNDQ�
informasi, pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kegiatan-
NHJLDWDQ�5(''��XQWXN�PHQLQJNDWNDQ�NDSDVLWDV�GDQ�PHPXQJNLQNDQ�
pengambilan keputusan yang inklusif. Selain itu, mereka harus 
memastikan transparansi dalam informasi yang diberikan, yang 
disertakan dalam kontrak, perjanjian dan informasi lainnya yang dapat 
memengaruhi suatu kelompok masyarakat.

PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN AKSES INFORMASI MELALUI KERANGKA 
HUKUM

Kerangka hukum suatu negara memberikan arahan, aturan dan 
batasan di mana sistem pemerintahannya beroperasi (lihat halaman 
19). Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk 
memastikan bahwa hak akses informasi diakui dalam kerangka 
hukum mereka, yang memfasilitasi pelaksanaannya dalam konteks 
5(''��GDQ�GL�OXDU�5(''���3HUOX�GLFDWDW��ZDODXSXQ�WLGDN�PHQMDGL�
fokus buku ini, memastikan secara efektif hak akses informasi juga 
akan memerlukan tindakan yang berada di luar kerangka hukum 
(misalnya meningkatkan kapasitas pihak berwenang publik tentang 
bagaimana cara memberikan akses informasi).
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Terdapat sejumlah langkah yang dapat diambil oleh negara untuk 
memastikan bahwa hak akses informasi tercantum dalam 
kerangka hukum. Langkah-langkah ini mencakup, antara lain:

�� Mengadopsi langkah-langkah perundangan dan peraturan untuk 
memungkinkan penegakan hak akses informasi (misalnya 
mengakui hak akses informasi dalam undang-undang dasar atau 
suatu undang-undang tersendiri). Undang-undang tersebut harus 
memerinci informasi seperti apa yang harus disediakan. Tanpa 
undang-undang seperti ini, terdapat risiko bahwa lembaga-
lembaga pemerintahan terkait tidak menanggapi permintaan 
informasi dengan memadai, sehingga menghambat upaya untuk 
mengatasi isu-isu seperti pembalakan liar dan kerentanan 
penguasaan lahan ;

�� 0HQHWDSNDQ�GDQ�DWDX�PHPEHQDKL�OHPEDJD�OHPEDJD�QDVLRQDO�
yang sesuai, yang diberi mandat untuk menyediakan informasi 
agar memastikan bahwa penyediaan informasi dilakukan secara 
aktif dan pasif;

�� Melembagakan proses untuk menangani pengaduan yang terkait 
dengan tidak diungkapkannya informasi. Prosedur ini dapat 
dimasukkan sebagai penyediaan undang-undang tentang akses 
informasi atau dapat dimasukkan dalam mandat suatu lembaga;

�� 0HQJHPEDQJNDQ�NHELMDNDQ�GDQ�DWDX�VWUDWHJL�XQWXN�PHPEHULNDQ�
informasi kepada masyarakat umum tentang adanya hak akses 
informasi dan cara-cara untuk melaksanakan hak tersebut;

�� 0HQJHPEDQJNDQ�NHELMDNDQ�GDQ�DWDX�VWUDWHJL�XQWXN�PHPDVWLNDQ�
penyebaran informasi lingkungan secara tepat waktu dan 
disesuaikan dengan budaya (misalnya dengan mengembangkan 
kebijakan untuk menerjemahkan dokumentasi teknis ke dalam 
format yang lebih sesuai budaya dan dapat diakses, untuk 
memastikan bahwa informasi tersedia bagi mereka yang kurang 
PHPLOLNL�NDSDVLWDV�¿QDQVLDO�DWDX�WHNQLV�XQWXN�PHPSHUROHKQ\D�
secara online, atau untuk memastikan tersedianya cukup waktu 
untuk membagi informasi dengan pihak lainnya dalam suatu 
kelompok masyarakat atau koalisi).

Allison Silverman
Program Iklim dan Energi, Pusat Hukum Lingkungan 
Internasional

123





�
�1
HLO�3DOP

HU��&
,$
7



PARTISIPASI MASYARAKAT

APA ITU PARTISIPASI MASYARAKAT?

Partisipasi masyarakat sangatlah penting demi keberhasilan 
SHODNVDQDDQ�5(''���3HQWLQJQ\D�SDUWLVLSDVL�PDV\DUDNDW�WHODK�
diakui dalam banyak perangkat internasional, baik yang terkait 
dengan pengambilan keputusan lingkungan maupun perangkat 
internasional pada umumnya .

Istilah ‘partisipasi masyarakat’ mencakup banyak interaksi 
antara pemerintah dengan masyarakat sipil , termasuk 1) 
pembagian informasi, sebagai arus informasi satu arah dari 
pemerintah ke masyarakat sipil; 2) konsultasi, yang mewakili 
arus infromasi dua arah dan pertukaran pandangan; 3) 
kolaborasi, yang melibatkan kegiatan-kegiatan bersama, di mana 
pemrakarsanya (biasanya pemerintah) memiliki kewenangan 
untuk mengambil keputusan; 4) pengambilan keputusan 
bersama, kolaborasi dengan kontrol bersama atas keputusan yang 
dibuat; dan 5) pemberdayaan, di mana kontrol atas pengambilan 
keputusan, sumber daya dan kegiatan dialihkan dari pemrakarsa 
ke pemangku kepentingan lainnya . Pada praktiknya, semakin 
besar kemungkinan pemerintah untuk dapat memberdayakan 
pemangku kepentingan terkait, maka semakin efektif partisipasi 
pemangku kepentingan ini nantinya, dan dengan demikian 
semakin besar peluang bahwa langkah-langkah yang diusulkan 
akan dianggap sah dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, banyak kajian menyiratkan bahwa: akses informasi 
�OLKDW�KDODPDQ����±������DGDQ\D�PHNDQLVPH�DWDX�IRUXP�
SDUWLVLSDVL�\DQJ�PHPDGDL��PHNDQLVPH�SHQ\HOHVDLDQ�NRQÀLN�\DQJ�
tepat; dan ketentuan-ketentuan tambahan untuk memastikan 
partisipasi pemangku kepentingan yang rentan (seperti 
masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang 
bergantung pada hutan) mewakili unsur-unsur penting yang 
harus ada dalam rangka memastikan partisipasi masyarakat .

MENGAPA PARTISIPASI MASYARAKAT PENTING BAGI REDD+?

Mengingat fakta bahwa sangat banyak orang bergantung pada 
sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka, dan risiko 
konsekuensi negatif untuk masyarakat yang bergantung pada 
KXWDQ�VHEDJDL�KDVLO�GDUL�SHODNVDQDDQ�5(''���PLVDOQ\D�
perampasan lahan, pengusiran, dan penyalahgunaan dana, lihat 

i.Deklarasi Hak Asasi 
Manusia Universal; 
'HNODUDVL�5LR�WHQWDQJ�
Lingkungan Hidup dan 
Pembangunan, Prinsip 
10, Prinsip 17, Prinsip 
20, Prinsip 22; Kovenan 
Internasional tentang Hak 
Sipil dan Politik, Pasal 19; 
Kovenan Internasional 
tentang Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya, 
3DVDO�����81'5,3��
Pasal 5, Pasal 10, Pasal 
18, Pasal 19; Konvensi 
Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan, 
Pasal 7; Konvensi ILO No. 
�����3DVDO����3DVDO����3DVDO�
���3DVDO�����3DVDO�����3DVDO�
20, Pasal 22, Pasal 23, 
Pasal 25, Pasal 27, Pasal 
33; Konvensi PBB untuk 
Memerangi Penggurunan, 
Pasal 3(a), Pasal 5(d), 
Pasal 10(2)(f), Lampiran 
,�3DVDO�������3DVDO�����
(c), Pasal 9(a), (c), 
Lampiran II Pasal 4(b), 
(d), Lampiran III Pasal 
3(2), 5(b), (d); Konvensi 
Keanekaragaman Hayati, 
Pasal 14; Konvensi 
Kerangka Kerja PBB 
tentang Perubahan Iklim, 
3DVDO����.RQYHQVL�$DUKXV��
Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, 
Pasal 8.
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KDODPDQ����±������PHUHND�\DQJ�EHUDGD�SDGD�SRVLVL�\DQJ�DNDQ�
WHUGDPSDN�ROHK�SUR\HN�DWDX�NHELMDNDQ�5(''��ZDMLE�GLOLEDWNDQ�
dalam proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan 
5(''��

Memastikan partisipasi pemangku kepentingan terkait dapat 
berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat yang 
EHUJDQWXQJ�SDGD�KXWDQ�WHQWDQJ�5(''���'DODP�KDO�LQL��ODQJNDK�
ini juga dapat meningkatkan kapasitas, memberikan peluang 
kepada masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka, 
dan berkontribusi dalam memastikan bahwa manfaat 
didistribusikan secara merata .

Sebaliknya, partisipasi perwakilan masyarakat setempat dalam 
SHUDQFDQJDQ�GDQ�SHODNVDQDDQ�VXDWX�SUR\HN�5(''��GDSDW�
membantu memastikan bahwa pengembang proyek menyadari 
isu-isu yang mungkin akan memengaruhi kelompok masyarakat 
tersebut. Mengembangkan mekanisme partisipatif juga dapat 
membantu memastikan keberhasilan pelaksanaan dan kelanjutan 
SUR\HN�SUR\HN�5(''��PHODOXL�UDVD�NHSHPLOLNDQ�GDQ�NHWHUOLEDWDQ�
setempat yang lebih besar.

3DUWLVLSDVL�PDV\DUDNDW�WHODK�GLDNXL�GL�WLQJNDW�81)&&&�GDQ�
GLDEDGLNDQ�VHEDJDL�VDODK�VDWX�.HUDQJND�3HQJDPDQ�&DQFXQ��OLKDW�
halaman 55) . Partisipasi masyarakat juga diakui oleh inisiatif-
LQLVLDWLI�SHQGDQDDQ�5(''��EHVDU�ODLQQ\D��VHSHUWL�)&3)�GDQ�
81�5(''���ZDODXSXQ�WLQJNDW�SDUWLVLSDVL�\DQJ�GLEXWXKNDQ�ROHK�
tiap inisiatif berbeda-beda .

PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI 
KERANGKA HUKUM

Kerangka hukum dalam negeri bertanggung jawab untuk 
pengakuan hukum atas hak partisipasi masyarakat, sedangkan 
kerangka kelembagaan bertanggung jawab untuk 
pelaksanaannya. Dalam rangka memastikan perwujudan penuh 
semua dimensi partisipasi masyarakat, kerangka hukum perlu 
mengakui sejumlah hak prosedural tambahan utama, yang juga 
PHUXSDNDQ�NRQGLVL�SHPXQJNLQ�\DQJ�VDQJDW�SHQWLQJ�EDJL�5(''���
VHSHUWL�DNVHV�LQIRUPDVL��OLKDW�KDODPDQ����±�����GDQ�DNVHV�
NHDGLODQ��OLKDW�KDODPDQ����±������
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Karakteristik-karakteristik khusus yang dibutuhkan dari suatu 
kerangka hukum untuk memungkinkan partisipasi masyarakat 
mencakup:

�� Pengakuan hak partisipasi masyarakat secara resmi melalui 
undang-undang. Isi dari undang-undang tersebut harus 
PHPXQJNLQNDQ�LGHQWL¿NDVL�SLKDN�EHUZHQDQJ�QDVLRQDO�GDQ�
lokal yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi partisipasi 
masyarakat dalam hal kebijakan, langkah atau proyek khusus ;

�� Pengakuan praktik terbaik internasional untuk memastikan 
SDUWLVLSDVL�PDV\DUDNDW�GDQ�DWDX�NHWHQWXDQ�XQWXN�
pengembangan pedoman di dalam negeri tentang langkah-
langkah yang perlu diikuti untuk memastikan partisipasi yang 
efektif. Hal ini dapat dilakukan dalam suatu kebijakan, dan 
dilaksanakan oleh suatu program;

�� Pengakuan bahwa langkah-langkah tambahan dibutuhkan 
untuk memastikan partisipasi bagian-bagian masyarakat yang 
sangat rentan, seperti masyarakat hukum adat atau 
SHUHPSXDQ��OLKDW�KDODPDQ����±������+DO�LQL�GDSDW�GLODNXNDQ�
melalui undang-undang (termasuk mengakui hak Persetujuan 
atas dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan), dengan 
penambahan kebijakan, rencana atau program. Semuanya ini 
GDSDW�PHOLSXWL�LGHQWL¿NDVL�NHORPSRN�NHORPSRN�UHQWDQ�
tertentu, perancangan kampanye-kampanye peningkatan 
kesadaran dan program-program peningkatan kapasitas, serta 
penetapan mekanisme-mekanisme khusus yang partisipatif;

�� Pembentukan mekanisme pengaduan dan mekanisme 
penanganan pengaduan yang terkait dengan partisipasi. Hal 
LQL�GDSDW�GLODNXNDQ�PHODOXL�XQGDQJ�XQGDQJ��SHUDWXUDQ�GDQ�
atau kebijakan.
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AKSES KEADILAN

APA ITU AKSES KEADILAN?

Akses keadilan merupakan bangunan yang sangat penting untuk 
SHODNVDQDDQ�5(''��\DQJ�HIHNWLI�GDQ�EHUNHDGLODQ��$NVHV�LQL�
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
pemerintahan suatu negara dan dapat dipahami sebagai 
ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan oleh warga 
negara jika terjadi pelanggaran hak substantif dan hak 
prosedural mereka (lihat halaman 120) , .

Dalam hukum internasional , pemerintah memiliki sejumlah 
tugas dan kewajiban untuk memastikan akses keadilan yang 
memadai, termasuk memastikan tiga komponen penting dari 
akses keadilan, yaitu: 1) akses jalannya pengadilan yang efektif , 
atau tidak adanya rintangan ekonomi yang menghambat warga 
dalam mengakses pengadilan. Hal ini dapat mencakup layanan 
hukum bebas biaya dan penguatan program-program dukungan 
masyarakat sasaran untuk memastikan bahwa kelompok-
kelompok yang tidak beruntung atau yang terpinggirkan yang 
biasanya tidak diberikan akses ke pengadilan, dikarenakan 
NXUDQJQ\D�VDUDQD�WHNQLV�DWDX�¿QDQVLDO���GDSDW�PHPSHUROHK�
manfaat dari perlindungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga 
peradilan . Pemerintah juga harus memberikan kepada 
masyarakat, informasi tentang hak-hak yang mereka miliki, dan 
sumber daya pengadilan yang tersedia untuk melindungi mereka 
�OLKDW�KDODPDQ����±����������KDN�DWDV�SHUVLGDQJDQ�\DQJ�DGLO��\DQJ�
meliputi hak atas bantuan hukum; hak pembelaan; dan hak atas 
waktu yang masuk akal untuk mempersiapkan dan menyusun 
argumentasi. Pemberitahuan sebelumnya tentang dakwaan juga 
merupakan komponen inti dari hak ini ; 3) hak atas perbaikan 
\DQJ�HIHNWLI��\DQJ�KHQGDNQ\D�EHUVLIDW�³VHGHUKDQD��PHQGHVDN��
informal, dapat diakses, dan diolah oleh lembaga-lembaga 
independen” . Langkah perbaikan dapat dianggap efektif hanya 
jika ketentuan dibuat untuk pelaksanaannya .

PENTINGNYA AKSES KEADILAN BAGI REDD+

Orang yang menjadi korban atau diperlakukan dengan kurang 
EDLN�GDODP�NRQWHNV�SHUHQFDQDDQ�5(''���DWDX�GDODP�
SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�5(''���KDUXV�PHPLOLNL�VHPDFDP�FDUD�
untuk melindungi dan menegakkan hak-hak mereka. Hal ini 

L��5XMXNDQ�SDGD�KDN�DNVHV�
keadilan dalam hukum 
internasional meliputi: 
Prinsip 10 Deklarasi 
5LR�WHQWDQJ�/LQJNXQJDQ�
Hidup dan Pembangunan; 
Pasal 2, Pasal 9, Pasal 14, 
3DVDO�����GDQ�3DVDO����
Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan 
Politik dan Protokol 
Pertamanya; Pasal 8 
dan Pasal 25 Konvensi 
Amerika tentang Hak 
Asasi Manusia; Pasal 8, 
Pasal 11, Pasal 13, Pasal 
20, Pasal 28, Pasal 32, dan 
Pasal 40 Deklarasi PBB 
tentang Hak Masyarakat 
Adat; Pasal 15 Konvensi 
Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan; 
Pasal 9, Pasal 12, dan 
Pasal 14 Konvensi ILO No. 
�����3DVDO����3DVDO����GDQ�
Pasal 10 Deklarasi Hak 
Asasi Manusia Universal.
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sangat penting, baik demi kepentingan penegakan aturan hukum 
dan hak orang-orang yang terdampak, dan juga demi 
NHEHUKDVLODQ�SHUZXMXGDQ�WXMXDQ�WXMXDQ�5(''���-LND�KDN�
individual atau hak kolektif dilanggar dikarenakan pelaksanaan 
5(''��WDQSD�NHPXQJNLQDQ�DNVHV�NHDGLODQ��OHJLWLPDVL�SUR\HN�
tersebut mungkin akan terganggu, sehingga sangat meningkatkan 
peluang kembalinya situasi sebelum pengurangan emisi.

.HPXQJNLQDQ�SHULVWLZD�GL�PDQD�SHODNVDQDDQ�5(''��GDSDW�
mengakibatkan pelanggaran hak individual atau hak kolektif 
PHQFDNXS�SHPLQGDKDQ�PDV\DUDNDW�GDQ�DWDX�NHORPSRN�
masyarakat yang bergantung pada hutan dikarenakan kurangnya 
pengakuan atas hak penguasaan adat mereka (lihat halaman 
���±������WLGDN�GLOLEDWNDQQ\D�PDV\DUDNDW�VHWHPSDW�GDODP�SURVHV�
pengambilan keputusan yang terkait dengan suatu proyek 
5(''��GL�ODKDQ�PHUHND�DWDX�ZLOD\DK�WHPSDW�WLQJJDO�PHUHND��
atau penyalahgunaan pembayaran berbasis hasil yang ditujukan 
bagi masyarakat yang tinggal di hutan atau masyarakat hukum 
DGDW��OLKDW�KDODPDQ����±�����

PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN AKSES KEADILAN MELALUI KERANGKA 
HUKUM

Karena peran kerangka hukum adalah untuk menetapkan 
parameter tindakan dalam sistem pemerintahan, beberapa 
langkah tertentu dapat diambil untuk memastikan kerangka 
hukum menjamin dan memfasilitasi akses keadilan, baik dalam 
NRQWHNV�5(''��PDXSXQ�GL�OXDU�5(''���1DPXQ��KDUXV�GLFDWDW�
bahwa untuk menjamin akses keadilan, dibutuhkan tindakan lain 
di luar kerangka hukum (misalnya dengan meningkatkan 
kesadaran atau melaksanakan program bantuan hukum).

Sejumlah langkah dapat diambil oleh pemerintah untuk 
memastikan bahwa kerangka hukum mereka mendukung dan 
memungkinkan akses keadilan. Langkah-langkah ini mencakup, 
antara lain:

�� Mengabadikan hak atas akses ke jalannya pengadilan (yaitu 
akses ke persidangan) dalam undang-undang dasar, dan 
memastikan bahwa hal ini berlaku pada semua segmen 
masyarakat;
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�� Adanya aturan untuk memungkinkan warga serta kelompok 
masyarakat untuk memulai penuntutan atau menjadi pihak 
dalam suatu perselisihan (posisi hukum) ;

�� Memastikan bahwa pengakuan hak atas peninjauan kembali 
tindakan eksekutif diabadikan dalam undang-undang dasar;

�� Memastikan bahwa hak untuk mengajukan banding ke 
pengadilan yang lebih tinggi diabadikan dalam undang-
undang dasar ;

�� Mengembangkan kebijakan atau program untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka 
untuk mengakses pengadilan dan tentang inisiatif apapun 
yang dapat memfasilitasi akses ini ;

�� Memberikan bantuan hukum, yaitu dukungan dan layanan 
hukum kepada orang-orang yang rentan dan terpinggirkan, 
yang dapat mencakup langkah-langkah untuk mengurangi 
biaya mengakses sistem peradilan atau pelaksanaan jalannya 
pengadilan dalam bahasa daerah. Walaupun pelaksanaan 
langkah-langkah tersebut akan membutuhkan keterlibatan di 
luar kerangka hukum, langkah-langkah tersebut dapat diawali 
dengan pengembangan dan pelaksanaan undang-undang, 
kebijakan dan program yang tepat ;

�� Mengabadikan hak atas persidangan yang adil (persidangan 
yang adil dan tidak memihak) dalam undang-undang dasar; 
dan

�� Memastikan bahwa persidangan tidak memiliki kepentingan 
substansial dalam hasil dari persoalan yang disidangkan . Hal 
ini dapat dilakukan melalui undang-undang anti-korupsi 
�OLKDW�KDODPDQ����±�����
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HAK PENGUASAAN LAHAN YANG JELAS

APA ITU HAK PENGUASAAN LAHAN?

Hak kepemilikan lahan adalah sekumpulan hak yang tumpang tindih 
dan memiliki banyak segi, yang meliputi hak kepemilikan, serta hak 
akses, hak guna, hak pengelolaan, hak pengucilan, hak pengalihan, 
dan hak pengasingan. Beberapa pemegang hak dapat berbagi hak 
penguasaan lahan yang sama atau dapat memiliki hak yang berbeda-
beda atas sumber daya yang sama. Misalnya, negara dapat memiliki 
lahan, sedangkan pihak-pihak lainnya mengelola atau memanfaatkan 
sumber dayanya. Hak penguasaan lahan dapat bersifat individual 
ataupun kolektif. Selain itu, kemungkinan terdapat pemisahaan 
antara hak atas lahan (hak penguasaan) dengan hak atas sumber 
GD\DQ\D�VHSHUWL�ND\X�DWDX�NDUERQ��OLKDW�KDODPDQ����±������

Sumber hak penguasaan dalam kerangka hukum suatu negara 
berbeda-beda. Sumbernya dapat berupa hukum tertulis (diakui dalam 
XQGDQJ�XQGDQJ�GDVDU��XQGDQJ�XQGDQJ�GDQ�DWDX�SHUDWXUDQ��DWDX�
ditegakkan melalui hukum kebiasaan oleh pengadilan. Hak-hak ini 
juga dapat bersumber dari hukum adat, yang mungkin diakui atau 
tidak diakui oleh negara, tetapi yang diakui dalam banyak perjanjian 
dan deklarasi internasional (misalnya Konvensi Organisasi Buruh 
Internasional tentang Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara 
0HUGHND�1R������������GDQ�'HNODUDVL�3HUVHULNDWDQ�%DQJVD�%DQJVD�
tentang Hak Masyarakat Adat, 2007) .

PENTINGNYA MEMPERJELAS HAK PENGUASAAN LAHAN BAGI REDD+

Memperjelas hak penguasaan merupakan inti dari mekanisme 
5(''��\DQJ�HIHNWLI�GDQ�EHUNHDGLODQ�NDUHQD�GDSDW�PHPEDQWX�
PHQJLGHQWL¿NDVL�VLDSD�VDMD�SHPDQJNX�NHSHQWLQJDQ�XWDPD�GDODP�
5(''���VLDSD�\DQJ�VHKDUXVQ\D�EHUSDUWLVLSDVL�GDODP�SURVHV�
pengambilan keputusan serta siapa yang seharusnya mendapatkan 
PDQIDDWQ\D���6HEDOLNQ\D��PHQJHPEDQJNDQ�5(''��GDSDW�
memberikan peluang untuk mengakui hak adat dan 
memberdayakan pemegang hak setempat. Misalnya, partisipasi 
PDV\DUDNDW�GDODP�6LVWHP�,QIRUPDVL�6DIHJXDUG�5(''���OLKDW�
KDODPDQ���±����GDSDW�PHPXQJNLQNDQ�NHORPSRN�NHORPSRN�
masyarakat tersebut untuk melaporkan batas-batas wilayah mereka 
sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum adatnya .

Namun, walaupun memperjelas penguasaan sangatlah penting bagi 
NHEHUKDVLODQ�5(''���SHODNVDQDDQQ\D�PHUXSDNDQ�WDQWDQJDQ�GL�

134



negara-negara di mana hak sering kali tidak tidak jelas, kurang 
GLWHJDNNDQ�DWDX�PHQMDGL�NRQÀLN�DQWDUD�VDWX�SLKDN�GHQJDQ�SLKDN�
lainnya. Klaim adat dan klaim hukum yang saling bertentangan atas 
lahan hutan sering terjadi, sering kali dengan kurangnya kejelasan 
tentang status klaim adat sehubungan dengan hak hukum. 
0HPEDWDVL�NODUL¿NDVL�SHQJXDVDDQ�SDGD�SHQJXMLDQ�KDN�KXNXP�GDSDW�
mengesampingkan individu atau kelompok masyarakat yang hak 
penguasaannya hanya merupakan hak adat. Untuk menghindari 
situasi ini, dan walaupun terdapat praktik yang telah dilakukan oleh 
pemerintah sejak lama yang memberikan akses usaha atas lahan 
dengan mengorbankan masyarakat setempat , negara harus terlebih 
dahulu mengakui dan mengamankan hak mereka yang 
menggunakan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan .

.XUDQJQ\D�NHMHODVDQ�WHQWDQJ�LGHQWLWDV�SHPHJDQJ�KDN�GDQ�DWDX�
kurangnya pengakuan atas hak ulayat dapat mengakibatkan tidak 
dilibatkannya pemangku kepentingan tertentu dalam perencanaan 
GDQ�SHODNVDQDDQ�5(''���+DO�LQL�PHPEHULNDQ�ULVLNR�SHPED\DUDQ�
5(''���WLGDN�GLDORNDVLNDQ�GHQJDQ�DGLO��-XJD��WHUGDSDW�ULVLNR�EDKZD�
hak penguasaan lahan yang tidak jelas dapat mendorong korupsi 
�OLKDW�KDODPDQ����±������.HSHPLOLNDQ�\DQJ�NXUDQJ�MHODV�GDQ�WLGDN�
diakui memang dapat mengakibatkan perampasan lahan, baik oleh 
elit-elit nasional, ataupun oleh investor asing yang tidak jujur 
(seperti apa yang disebut ‘koboi karbon’), mengakibatkan 
perpindahan masyarakat.

Semua faktor ini meningkatkan risiko balik (risk of reversals) atau 
pengalihan emisi, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang 
WLGDN�DPDQ�EDJL�LQYHVWRU�5(''���+DO�LQL�GDSDW�PHQJKDPEDW�
NHEHUKDVLODQ�VNHPD�5(''��QDVLRQDO�DWDX�SHPED\DUDQ�XQWXN�
pengurangan emisi.

PENDEKATAN UNTUK MENGATASI PENGUASAAN LAHAN YANG TIDAK AMAN 
DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA HUKUM

Negara dapat memulai dengan meninjau dan membenahi undang-
undang lahan yang mereka miliki saat ini. Memastikan bahwa 
undang-undang dengan tegas menyatakan berbagai bentuk hak yang 
berlaku pada sepetak lahan merupakan langkah yang penting (hak 
kepemilikan, hak pakai hasil , hak akses). Langkah ini dapat 
melibatkan penetapan sumber daya apa saja yang akan disertakan 

i. Hak pakai hasil adalah 
hak untuk menggunakan, 
menikmati dan 
mendapatkan laba dari 
properti milik pihak lain.
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atau tidak disertakan dalam tiap bentuk hak, misalnya hak pakai hasil 
dapat meliputi kayu, tetapi tidak meliputi mineral yang biasanya 
menjadi milik Negara.

Kedua, mengatasi penguasaan lahan yang tidak jelas melibatkan 
langkah untuk memperjelas status hak, apakah hak adat atau hak 
hukum. Misalnya, hal ini dapat berarti mengakui dalam perundang-
undangan bahwa hak ulayat setara dengan hak hukum. Amandemen 
undang-undang dasar mungkin akan dibutuhkan untuk melakukan 
hal ini, tetapi banyak negara tidak yakin untuk melihat kembali pada 
undang-undang dasar dikarenakan isu-isu lain yang telah lama ada 
yang dapat diangkat untuk diperdebatkan (batas masa kepemimpinan 
SUHVLGHQ��DWDX�RWRQRPL�NHGDXODWDQ�UHJLRQDO�PLVDOQ\D���3HUDQJNDW�
hukum lainnya, seperti undang-undang lahan atau undang-undang 
kehutanan, juga dapat digunakan untuk melakukan hal ini, yang tidak 
terlalu membutuhkan modal dan mobilisasi politik dibandingkan 
dengan amandemen undang-undang dasar.

Mengatasi kurangnya kejelasan dalam penguasaan lahan berarti juga 
PHQJNODUL¿NDVL�VLDSD�\DQJ�EHUKDN�PHQJHOROD��PHPLOLNL�GDQ�
menggunakan lahan (misalnya asosiasi, perusahaan, kelompok 
masyarakat, dan individu); memastikan proses yang jelas untuk 
pendaftaran hak; dan menciptakan proses yang jelas dan dapat 
GLDNVHV�XQWXN�PHQ\HOHVDLNDQ�NRQÀLN�NRQÀLN�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�
lahan. Hal ini dapat melibatkan pengakuan kewenangan pengadilan 
tradisional untuk memberikan keputusan atas hak penguasaan adat.

Suatu negara juga dapat mengembangkan suatu kebijakan atau 
program untuk mengkaji dan memetakan pengaturan-pengaturan 
penguasaan yang ada saat ini, untuk melihat siapa yang memiliki apa, 
GDQ�PHQJLGHQWL¿NDVL�WLDS�ZLOD\DK�\DQJ�VHGDQJ�GLSHUHEXWNDQ��
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, suatu strategi dapat 
dikembangkan untuk mengambil keputusan tentang klaim-klaim 
ODKDQ�\DQJ�EHUWHQWDQJDQ�GDQ�DWDX�PHODNXNDQ�DORNDVL�ODKDQ�

Pendekatan lainnya adalah dengan mempertimbangkan untuk 
mengembangkan kebijakan atau program perencanaan dan penataan 
ruang terpadu karena kurangnya koordinasi antar-sektor dapat 
mengarah pada hak-hak lahan yang bertentangan dialokasikan oleh 
berbagai entitas pada area yang sama (misalnya suatu area dapat 
dialokasikan sebagai konsesi kayu dan kawasan lindung)  (lihat 
KDODPDQ����±�����
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HAK KARBON

APA ITU HAK KARBON?

Suatu isu kompleks yang perlu ditangani oleh tiap negara dalam konteks 
5(''��DGDODK�SHQHWDSDQ�VLDSD�\DQJ�VHFDUD�WHJDV�PHPHJDQJ�KDN�XQWXN�
menikmati manfaat (moneter dan bukan moneter) terkait dengan 
pengurangan emisi gas rumah kaca dan penyerapan yang dicapai melalui 
SHODNVDQDDQ�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���7HODK�DGD�EDQ\DN�ZDFDQD�WHQWDQJ�
konsep hak karbon dan perannya dalam proses ini, dan apakah pelaksanaan 
5(''��GDODP�VXDWX�QHJDUD�GDSDW�EHUIXQJVL�WDQSD�SHUDQ�PHUHND�

+DN�NDUERQ�GLSDKDPL�OXDV�VHEDJDL�³KDN�XQWXN�PHQGDSDWNDQ�PDQIDDW�GDUL�
NDUERQ�\DQJ�WHUVHUDS�GDQ�DWDX�HPLVL�JDV�UXPDK�NDFD�\DQJ�WHODK�GLNXUDQJL´���
Hal ini menciptakan hak atas ‘aset tidak nyata’ dan memperkenalkan karbon 
VHEDJDL�EHQWXN�KDUWD�EDUX��WHUSLVDK�GDUL�SHSRKRQDQ�ELRPDVVD�GL�PDQD�
karbon tersebut tersimpan, dan yang dapat dialihkan atau dibeli secara 
terpisah. Hal ini berarti bahwa pemilik pohon, hutan, atau suatu area lahan 
belum tentu adalah pemilik karbon yang terserap .

Karena hak karbon dapat menciptakan aset baru (karbon yang terserap), 
yang terpisah dari penyerap karbon (tempat penampungan di mana karbon 
tersimpan) , beberapa kelompok masyarakat sipil melihat bahwa isu ini 
membatasi hak penguasaan hukum dan hak penguasaan adat yang ada . 
Misalnya, hak penguasaan lahan (misalnya hak guna atau hak ekstraksi) 
suatu kelompok masyarakat dapat bertentangan dengan hak atas aset baru 
ini yang dimiliki oleh individu lain atau oleh -negara, misalnya 
mengharuskan agar lahan tetap berhutan untuk memastikan terus adanya 
karbon yang terserap (kelanjutan pengurangan emisi) di suatu daerah 
tertentu. Dalam situasi seperti ini, sering kali tidak jelas kepentingan siapa 
yang akan menang.

Beberapa orang juga menyatakan tentang perlunya berfokus pada 
pembenahan penguasaan lahan sebagai prioritas, daripada menetapkan hak 
baru, yang jika tidak dikaitkan dengan hak penguasaan lahan, dapat 
merugikan masyarakat setempat .

Peraturan perundangan tentang hak karbon di seluruh belahan dunia, pada 
SUDNWLNQ\D�WLGDN�DGD��SDGD�XPXPQ\D�GH¿QLVL�KXNXP�XQWXN�KDN�NDUERQ�
tidak tersedia, serta ada kebingungan tentang siapa yang memiliki karbon 
dan bagaimana cara mengatur perdagangannya. Baru-baru ini, Meksiko 
dan Guatemala meloloskan peraturan perundangan perubahan iklim dan 
merupakan dua negara pertama di dunia ini yang menetapkan hak 
penguasaan karbon . Kedua negara ini mengambil pendekatan yang serupa, 
berfokus pada kepemilikan hak karbon, bukan pada kandungan dari hak itu 
sendiri.
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APAKAH REDD+ DAPAT BERFUNGSI TANPA HAK KARBON?

Telah dinyatakan bahwa jika suatu negara ingin mengadopsi 
pendekatan berbasis proyek yang melibatkan penyetoran 
langsung atau direct credit (pasar karbon) dan terlibat dalam 
SDVDU�5(''��PDVD�GHSDQ��KDN�NDUERQ�KXWDQ��KDN�XQWXN�
menghasilkan, memiliki dan memperdagangkan kredit karbon, 
dan tanggung jawab yang terkait dengan hal ini) mungkin akan 
SHUOX�GLSHUMHODV��1DPXQ��GL�VXDWX�QHJDUD�GL�PDQD�5(''��
direncanakan dan dilaksanakan secara terpusat di tingkat 
QDVLRQDO��GHQJDQ�SHQJKLWXQJDQ�GDQ�059�QDVLRQDO��GDQ�WLGDN�DGD�
5(''��EHUEDVLV�SUR\HN���SHPED\DUDQ�EHUEDVLV�KDVLO�GDUL�5(''��
dapat dialokasikan dan didistribusikan melalui pengaturan 
distribusi manfaat yang ditetapkan di tingkat nasional, di mana 
kepemilikan karbon tidak digunakan sebagai dasar untuk 
memutuskan siapa yang akan menerima manfaat .

Tujuan dari buku ini adalah untuk membantu perancangan 
kerangka hukum yang efektif, yang akan memungkinkan negara 
XQWXN�PHPHQXKL�SHUV\DUDWDQ�PHNDQLVPH�5(''��PDVD�GHSDQ�GL�
EDZDK�81)&&&��GHQJDQ�PHPSHUKLWXQJNDQ�SHUV\DUDWDQ�)&3)�
untuk negara-negara yang telah menandatangani kontrak dengan 
%DQN�'XQLD��:DODXSXQ�81)&&&�WLGDN�PHQ\HEXWNDQ�SHUOXQ\D�
memperjelas hak karbon, dan dengan tidak adanya mekanisme 
peraturan internasional, hak karbon menjadi relevan 
dikarenakan kepentingan dalam perdagangan karbon sebagai 
komoditas dan prevalensi pasar karbon sukarela sebagai cara 
untuk menarik pendanaan. Selain itu, Dana Karbon Bank Dunia 
PHQJKDUXVNDQ�DJDU�³VWDWXV�KDN�NDUERQ�GDQ�ODKDQ�WHUNDLW�KDUXV�
dikaji untuk menetapkan dasar keberhasilan pelaksanaan 
program pengurangan emisi” . Walaupun Dana Karbon tidak 
sama dengan pasar karbon, tujuannya adalah untuk membuka 
jalan menuju pasar karbon global, sehingga membenarkan 
fokusnya pada hak karbon . Oleh karena itu, hak karbon dibahas 
di sini sebagai suatu isu yang akan dipertimbangkan dalam 
SHUDQFDQJDQ�NHUDQJND�KXNXP�QDVLRQDO�XQWXN�5(''��
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APA SAJA PERTIMBANGAN HUKUM YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN 
TERKAIT DENGAN HAK KARBON?

Terdapat banyak pertimbangan hukum yang terkait dengan 
pengaturan hak karbon, dan pilihan yang harus dibuat oleh tiap 
negara ketika mempertimbangkan apakah mereka akan 
mengatur dan bagaimana cara mengatur isu tersebut; dan 
VHPXDQ\D�WHUNDLW�GHQJDQ�SHQGHNDWDQ�5(''��\DQJ�GLSLOLK�ROHK�
negara yang bersangkutan . Pertimbangan-pertimbangan ini 
meliputi:

�� Apakah negara yang bersangkutan akan mengizinkan 
SDUWLVLSDVLQ\D�GDODP�SDVDU�NDUERQ�VXNDUHOD�PHODOXL�5(''��
berbasis proyek atau pelaksanaanya yang murni di tingkat 
QDVLRQDO�±��MLND�EHUEDVLV�SUR\HN��KDN�NDUERQ�VDQJDWODK�
penting);

�� Apakah pemerintah dapat mengklaim hak eksklusif atas 
karbon, sebagai komoditas milik publik atau apakah karbon 
dianggap sebagai harta pribadi;

�� Jika karbon dianggap sebagai harta pribadi, memutuskan 
apakah karbon yang terserap (karbon itu sendiri sebagai 
komoditas) dapat menjadi harta yang terpisah dari pohon atau 
biomassa di mana karbon tersimpan, yang berarti bahwa 
kepemilikan hak karbon dapat dialihkan secara terpisah dari 
penguasaan; dan

�� Jika hak karbon dikaitkan dengan penguasaan, memutuskan 
hak penguasaan seperti apa (hak pakai hasil, hak kepemilikan, 
dan lain sebagainya) yang cukup untuk memperoleh hak 
NDUERQ��PLVDOQ\D�KDN�XQWXN�PHQMXDO��PHQWUDQVIHU�
PHQJDOLKNDQ�GDQ�ODLQ�ODLQ���&RQWRKQ\D��GL�,QGRQHVLD��VDDW�LQL�
tidak ada peraturan perundangan yang dengan tegas 
menyebutkan tentang hak karbon. Oleh karena itu, 
perdagangan dan pengalihan hak karbon diatur dalam 
kerangka hukum yang ada, yang melarang jual-beli lahan 
hutan. Dikarenakan hal ini, hak karbon dialihkan melalui 
pencapaian dan pelaksanaan hak pakai hasil atas lahan, 
biasanya dalam bentuk konsesi hutan, yang tidak sama dengan 
NHSHPLOLNDQ��+DN�XQWXN�PHPSHUGDJDQJNDQ�VHUWL¿NDW�
pengurangan emisi diperoleh sebagai bagian dari kontrak 
konsesi .
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KOORDINASI HORIZONTAL DAN VERTIKAL

APA ITU KOORDINASI HORIZONTAL DAN VERTIKAL?

Koordinasi horizontal dapat dipahami sebagai pengelolaan kegiatan-
kegiatan antara beberapa unit pemerintahan negara yang beroperasi 
dalam berbagai sektor dan tidak memiliki kontrol hirarki atas satu 
sama lain. Koordinasi horizontal dibutuhkan mencapai tujuan-tujuan 
kebijakan multisektor, seperti mengatasi pendorong deforestasi 
XQWXN�WXMXDQ�5(''���\DQJ�PHOLSXWL�EHUEDJDL�GHSDUWHPHQ�
pemerintahan nasional yang bekerja sendiri-sendiri secara terpisah . 
Koordinasi vertikal dapat dipahami sebagai pengelolaan kegiatan-
kegiatan antara berbagai tingkat pemerintah.

PENTINGNYA KOORDINASI HORIZONTAL BAGI REDD+

Koordinasi antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk 
pengelolaan berbagai sektor penggunaan lahan sangatlah penting 
EDJL�5(''��NDUHQD�EDQ\DN�SHQGRURQJ�XWDPD�GHIRUHVWDVL�EHUDVDO�
dari sektor-sektor selain sektor kehutanan. Koordinasi horizontal 
juga sangat penting untuk mengembangkan kapasitas lembaga-
lembaga yang ada, dan menghindari duplikasi upaya antara lembaga-
lembaga yang memiliki mandat serupa, seperti badan nasional 
5(''��GDQ�EDGDQ�OLQJNXQJDQ�QHJDUD�WHUNDLW�

Secara historis, banyak negara memberikan perlakuan khusus untuk 
sektor-sektor yang berkontribusi secara eksklusif pada pembangunan 
ekonomi, yang menghasilkan pilihan hukum dan pilihan kebijakan 
yang mendukung deforestasi, bukan mendukung keberlanjutan dan 
konservasi. Memperbaiki koordinasi horizontal dalam konteks 
5(''��GDSDW�PHQJKDVLONDQ�SHQGHNDWDQ�\DQJ�OHELK�WHUSDGX�WHUKDGDS�
perencanaan guna lahan yang menyeimbangkan antara sasaran 
pembangunan dengan sasaran lingkungan hidup.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan 
berbagai sektor penggunaan lahan memiliki mandat yang berbeda-
beda, sering kali bertentangan, dan terkadang beroperasi di 
yurisdiksi yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan dan 
NRQÀLN��0LVDOQ\D��MLND�VXDWX�SUR\HN�5(''��GLUHQFDQDNDQ�GL�VXDWX�
daerah tertentu. Kementerian Kehutanan suatu negara yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan konsesi penebangan dapat terlibat 
NRQÀLN�GHQJDQ�EDGDQ�QDVLRQDO�5(''��QHJDUD�WHUVHEXW�GLNDUHQDNDQ�
tidak adanya ketetapan koordinasi (misalnya strategi penggunaan 
lahan terpadu).
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Mandat yang bertentangan dan yurisdiksi yang tumpang tindih juga 
WLGDN�H¿VLHQ�GDQ�WHUNDGDQJ�PHQJKDPEDW�XSD\D�OHPEDJD�XQWXN�
mencapai tujuan mereka masing-masing. Misalnya, tidak adanya 
ketetapan tentang koordinasi antar-kementerian di Kamerun telah 
mengakibatkan alokasi hak guna lahan yang tumpang tindih. Pada 
tahun 2008, Kementerian Kehutanan mengusulkan untuk menunjuk 
suatu area, yang dikenal sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan, 
sebagai Pemerintah Daerah di kawasan Ngoyla Mintom. Sementara 
itu, Kementerian Pertanian mengusulkan lokasi yang sama ke suatu 
Perusahaan Malaysia untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, 
Kementerian Perencanaan Ekonomi telah mengumumkan dalam 
surat keputusan bahwa suatu bagian dari daerah tersebut ditunjuk 
XQWXN�IDVLOLWDV�XPXP�XQWXN�NRULGRU�UHO�&DP,URQ��GDQ�.HPHQWHULDQ�
Perindustrian, Pertambangan dan Pengembangan Teknologi telah 
menandatangani suatu surat keputusan yang memberikan lokasi 
WHUVHEXW�NHSDGD�&RPSDQLH�0LQLqUH�GX�&DPHURRQ�XQWXN�HNVSORUDVL�
ELMLK�EHVL���&RQWRK�ODLQ�WHQWDQJ�NXUDQJQ\D�NRRUGLQDVL�GDQ�\XULVGLNVL�
yang tumpang tindih antara kementerian-kementerian yang 
bertanggung jawab atas penggunaan lahan (misalnya kementerian 
kehutanan dan kementerian pertanian) adalah di Indonesia, di mana 
bukti yang ada menyiratkan bahwa jumlah luas konsesi-konsesi yang 
GLEHULNDQ�GL�QHJDUD�LQL�DGDODK������GDUL�WRWDO�OXDV�GDUDWDQ�
Indonesia. Hal ini telah menimbulkan kesulitan bagi lembaga-
OHPEDJD�\DQJ�EHUXVDKD�XQWXN�PHQFDSDL�NRPLWPHQ�5(''��
Indonesia.

Kurangnya koordinasi horizontal memengaruhi operasi harian 
pengelolaan penggunaan lahan. Dalam hal kebijakan pemerintah 
beralih menuju integrasi perencanaan penggunaan lahan yang lebih 
besar, ketetapan yang jelas tentang koordinasi menjadi lebih penting 
lagi.

PENTINGNYA KOORDINASI VERTIKAL BAGI REDD+

6HODLQ�LWX��5(''��PHQJKDGDSL�EDQ\DN�WDQWDQJDQ�\DQJ�WHUNDLW�
dengan perlunya pelaksanaan di berbagai tingkat pemerintah. 
7DQWDQJDQ�WDQWDQJDQ�LQL�PHOLSXWL��PLVDOQ\D��NHPXQJNLQDQ�NRQÀLN�
antara lembaga-lembaga pemerintah daerah dengan lembaga-
lembaga pemerintah pusat tentang tanggung jawab data tutupan 
lahan, sehingga mempersulit penyatuan data . Oleh karena itu, 
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NRRUGLQDVL�YHUWLNDO�VDQJDWODK�SHQWLQJ�EDJL�5(''���0LVDOQ\D��
koordinasi vertikal perlu dipastikan ketika merancang pengaturan 
NHOHPEDJDDQ�\DQJ�DNDQ�GLOLEDWNDQ�GDODP�SHODNVDQDDQ�5(''���
ketika merencanakan dan mengembangkan rencana pelaksanaan 
kerangka pengaman, dan ketika memantau dan melaporkan 
pengurangan emisi. Koordinasi vertikal menjadi lebih penting lagi 
karena banyak negara sedang mengembangkan cara-cara untuk 
menghitung pengurangan emisi dan penyerapan emisi secara 
sekaligus di tingkat pusat, daerah, dan proyek. Kerangka 
SHQJKLWXQJDQ�WHUSDGX�GL�WLQJNDW�\XULVGLNVL��-15��MXULVGLFWLRQDO�DQG�
QHVWHG�5(''���PHPDQJ�VHGDQJ�GLNHPEDQJNDQ�XQWXN�
memungkinkan pemerintah untuk menghitung pengurangan dan 
penyerapan emisi yang dihasilkan melalui kebijakan dan program 
VNDOD�EHVDU��VHUWD�XQWXN�PHPDVXNNDQ�SUR\HN�SUR\HN�5(''��ORNDO�NH�
dalam kerangka penghitungan nasional atau daerah.

Keterlibatan entitas-entitas terkait di tingkat lokal, regional, 
nasional, dan federal sangatlah penting untuk memperoleh 
SHPDKDPDQ�\DQJ�VDPD�WHQWDQJ�VDVDUDQ�VDVDUDQ�5(''��GDQ�
memastikan alokasi tanggung jawab yang jelas. Kebijakan dan 
peraturan perundangan harus menciptakan mandat yang jelas untuk 
lembaga-lembaga pemerintah saling berkomunikasi dan 
mengoordinasikan upaya-upaya mereka (misalnya membagi dan 
mengomunikasikan rencana tata ruang terbaru di semua tingkat 
SHPHULQWDK���&RQWRKQ\D��8QGDQJ�8QGDQJ�.HKXWDQDQ��GDQ�8QGDQJ�
Undang Otonomi Daerah  di Indonesia mencakup berbagai ketetapan 
tentang siapa yang bertanggung jawab untuk perencanaan hutan. 
Undang-Undang Kehutanan menetapkan bahwa perencanaan hutan 
adalah tanggung jawab Menteri Kehutanan. Namun, Undang-Undang 
Otonomi Daerah memberikan hak kepada pemerintah provinsi dan 
pemerintah daerah untuk memiliki otonomi mengelola hutan di 
wilayah administratif mereka masing-masing. Hal ini mengakibatkan 
kewenangan yang tumpang tindih, yang dapat mengarah pada 
perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
dan rumusan rencana pengembangan hutan yang tidak efektif .

PENDEKATAN UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI HORIZONTAL DAN 
VERTIKAL MELALUI KERANGKA HUKUM DALAM NEGERI

Koordinasi yang lebih besar di seluruh sektor dan antar-tingkat 
pemerintah sulit untuk diwujudkan dan membutuhkan kemauan dan 
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VXPEHU�GD\D�SROLWLN�\DQJ�VLJQL¿NDQ��'DODP�UDQJND�PHQFDSDL�KDO�LQL��
dibutuhkan perubahan kebijakan yang lebih luas menuju pendekatan 
yang terpadu terhadap pengelolaan penggunaan lahan. Kerangka 
hukum dapat digunakan untuk memfasilitasi perubahan ini.

Tiap negara dapat mengambil tindakan-tindakan berikut ini:

�� Memutuskan kelayakan wilayah untuk berbagai penggunaan 
lahan melalui rencana (misalnya rencana sektoral tingkat bawah 
sampai rencana tingkat tinggi yang terpadu) ;

�� Membuat ketetapan tentang koordinasi untuk berbagai 
penggunaan lahan melalui strategi atau kebijakan tingkat tinggi 
�PLVDOQ\D�PHPDVWLNDQ�EDKZD�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��VXDWX�
negara berisikan ketetapan-ketetapan untuk memaksa badan 
QDVLRQDO�5(''��EHUNRRUGLQDVL�GHQJDQ�OHPEDJD�OHPEDJD�ODLQ�
yang terkait);

�� Menciptakan komite antar-kementerian dengan kewenangan 
untuk mengembangkan kebijakan di berbagai sektor penggunaan 
lahan, kemungkinan pertama-tama melalui kebijakan dan 
kemudian melalui undang-undang;

�� Menciptakan suatu strategi untuk memastikan bahwa 
perencanaan penggunaan lahan meliputi lembaga-lembaga 
pemerintah terkait di seluruh skala (misalnya pemerintah regional 
dan lokal) ;

�� 0HPDGXNDQ�SHWD�SHWD�SHQJJXQDDQ�ODKDQ�QDVLRQDO�GDQ�DWDX�
UHJLRQDO�XQWXN�PHQJLGHQWL¿NDVL�\XULVGLNVL�\DQJ�WXPSDQJ�WLQGLK��
dan memperbaharui peta-peta tersebut secara berkala untuk 
mencerminkan keputusan-keputusan penggunaan lahan. Hal ini 
dapat dilakukan melalui kebijakan atau peraturan perundangan ; 
dan

�� Terakhir, dalam jangka panjang, berupaya untuk mewujudkan 
pengelolaan penggunaan lahan terpadu dan memungkinkan 
keseimbangan manfaat dan trade-off yang cermat antara berbagai 
penggunaan lahan. Satu cara untuk membantu mencapai hal ini 
adalah dengan mengganti ketetapan perundangan yang tersebar 
tentang penggunaan lahan dengan satu undang-undang 
perencanaan ruang yang menyeluruh .
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KONSISTENSI DALAM UNDANG-UNDANG DAN 
KEBIJAKAN SEKTORAL

APA ITU KONSISTENSI DALAM UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

Undang-undang sektoral menetapkan, antara lain, mandat dan 
kewenangan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk 
mengelola dan mengatur sektor ekonomi. Undang-undang ini 
menetapkan perilaku, insentif dan hukuman yang dapat diterima, 
serta yurisdiksi pemerintah, kementerian dan lembaga yang 
bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturannya. Setiap 
SHQJJXQDDQ�ODKDQ�WHUWHQWX��PLVDOQ\D�5(''���SHUWDQLDQ��
pertambangan atau energi) diatur oleh serangkaian undang-undang 
dan kebijakan sektoral. Undang-undang dan kebijakan sektoral ini 
memerinci tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas dari tiap 
penggunaan lahan (misalnya mengurangi emisi dari deforestasi, 
produksi pangan, atau ekstraksi sumber daya alam). Undang-undang 
dan kebijakan sektoral ini biasanya dikembangkan terpisah dari satu 
sama lain dengan masukan dari pemangku kepentingan tiap sektor, 
dan terkadang mengakibatkan yurisdiksi yang tumpang tindih tanpa 
ketetapan yang jelas tentang bagaimana cara mengatasi yurisdiksi 
yang tumpang tindih tersebut.

PENTINGNYA KONSISTENSI DALAM UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN 
SEKTORAL BAGI REDD+

Ketidaksesuaian dalam undang-undang sektoral dapat 
mengakibatkan terciptanya insentif sektoral yang memberikan 
penghargaan untuk beberapa perilaku yang merugikan sektor lain 
(insentif yang salah). Misalnya, hak istimewa atas air dan zat lainnya 
yang terkandung dalam tanah atau pasal-pasal tentang pembebasan 
tanah secara paksa dalam undang-undang pertambangan mungkin 
akan dilaksanakan, yang akan mengganggu penggunaan lahan yang 
ada (misalnya pertanian) ; undang-undang tentang minyak bumi 
dapat mencakup hak penggunaan lahan istimewa atas jenis lahan 
apapun ; dan undang-undang energi, misalnya tentang bahan bakar 
nabati, dapat mendorong perilaku yang bertentangan dengan sasaran 
5(''���VHSHUWL�SHPEXNDDQ�KXWDQ�XQWXN�PHQJHPEDQJNDQ�
monokultur . Oleh karena itu, menguji kerangka hukum suatu negara 
XQWXN�NRQÀLN�GDQ�NHWLGDNVHVXDLDQ�LQL�PHUXSDNDQ�ODQJNDK�SHQWLQJ�
GHPL�NHEHUKDVLODQ�5(''���XQWXN�GDSDW�PHPDVWLNDQ�DSDNDK�
NHUDQJND�KXNXP�WHUVHEXW�PHQGXNXQJ�DWDX�PHQJKDPEDW�5(''��

-XJD��NRKHUHQVL�VDQJDW�GLEXWXKNDQ�DQWDUD�5(''��GHQJDQ�LQLVLDWLI�
kebijakan lainnya yang dapat memberikan dampak pada 
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SHQJXUDQJDQ�GHIRUHVWDVL�GDQ�DWDX�PLWLJDVL�SHUXEDKDQ�LNOLP��GDODP�
rangka menghindari duplikasi. Misalnya, inisiatif ini dapat 
mencakup inisiatif dalam skema Penegakan Undang-Undang, Tata 
Kelola dan Perdagangan Kehutanan (FLEGT, Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade) Uni Eropa dan pelaksanaan 
Perjanjian Kemitraan Sukarelanya (lihat halaman 151); program-
program nasional untuk Pembayaran Jasa Ekosistem; atau inisiatif 
VHUWL¿NDVL�

Secara keseluruhan, kurangnya konsistensi antara berbagai undang-
undang dan kebijakan sektoral dapat mengancam keberlanjutan 
SUR\HN�SUR\HN�5(''���VHUWD�PHQFLSWDNDQ�OLQJNXQJDQ�\DQJ�WLGDN�
aman bagi para pengembang proyek dan risiko bagi investor. 
Terakhir, ketidaksesuaian dan insentif yang salah dapat menghambat 
negara dalam merespons komitmen-komitmen internasional atau 
melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait 
dengan keberlanjutan atau konservasi.

PENDEKATAN UNTUK MEMASTIKAN KOHERENSI HUKUM DAN KEBIJAKAN 
ANTAR-SEKTOR MELALUI KERANGKA HUKUM:

7LDS�QHJDUD�GDSDW�PHPXWXVNDQ�XQWXN�PXODL�GHQJDQ�PHQJLGHQWL¿NDVL�
insentif hukum sektoral mana yang mungkin memiliki dampak yang 
PHUXJLNDQ�SDGD�5(''��GHQJDQ�PHODNVDQDNDQ�SHQLQMDXDQ�
menyeluruh terhadap peraturan perundangan sektoral yang berlaku, 
mengamandemen dan menghilangkannya melalui reformasi.

Untuk itu, tiap negara dapat mengambil langkah-langkah berikut ini:

�� 6WUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��GDSDW�PHPHULQFL�XQGDQJ�XQGDQJ�DWDX�
kebijakan yang mendorong deforestasi (insentif yang salah) yang 
perlu ditangani, berdasarkan analisis kesenjangan mendalam;

�� Tiap undang-undang atau kebijakan sektoral kemudian dapat 
direformasi berdasarkan temuan dari peninjauan tersebut.
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LANGKAH-LANGKAH ANTI-KORUPSI

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KORUPSI?

Terdapat kekhawatiran bahwa jika korupsi tidak dikendalikan, 
5(''��WLGDN�DNDQ�WHUODNVDQD�GHQJDQ�HIHNWLI��H¿VLHQ�GDQ�EHUNHDGLODQ�
��3DUD�3LKDN�81)&&&�PHQJDGRSVL�.HUDQJND�3HQJDPDQ�&DQFXQ�\DQJ�
PHQHJDVNDQ�NHPEDOL�SHUOXQ\D�³VWUXNWXU�WDWD�NHOROD�KXWDQ�QDVLRQDO�
yang transparan dan efektif”  (lihat halaman 55).

Walaupun terdapat beberapa konvensi internasional tentang korupsi, 
WLGDN�DGD�VDWX�SXQ�GH¿QLVL�\DQJ�WHUVHGLD�XQWXN�LVWLODK�WHUVHEXW�����
Korupsi biasanya dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan 
yang dipercayakan, seperti jabatan publik untuk keuntungan pribadi. 
Korupsi dapat terjadi di tingkat pemerintah manapun melalui 
penyalahgunaan kewenangan yang dipercayakan. Hal ini dapat 
melibatkan penggelapan uang masyarakat, memaksa warga 
memberikan suap untuk menerima barang publik, atau pegawai 
pemerintah yang menerima perlakuan khusus. Terakhir, korupsi 
publik juga dapat melibatkan manipulasi kebijakan, lembaga dan 
aturan prosedur untuk mempertahankan kekuasaan, status dan 
kekayaan.

Korupsi merupakan isu pemerintahan, yang memiliki sebab-akibat 
\DQJ�PHQMDQJNDX�GL�OXDU�5(''��GDQ�VHNWRU�NHKXWDQDQ��'DPSDN�GDUL�
korupsi sangat merusak di negara-negara berkembang, di mana 
DWXUDQ�KXNXPQ\D�OHELK�OHPDK��'L�QHJDUD�QHJDUD�LQLODK��5(''���
yang mengandalkan pada pemerintahan yang baik, berlangsung . 
Dikarenakan beragam dampak korupsi, langkah-langkah anti-
korupsi menjadi kondisi pemungkin yang akan meningkatkan 
SHOXDQJ�5(''��XQWXN�GDSDW�EHUKDVLO�GLODNVDQDNDQ�

PENTINGNYA LANGKAH-LANGKAH ANTI-KORUPSI BAGI REDD+

.RUXSVL�GDSDW�PHPHQJDUXKL�SHODNVDQDDQ�5(''��GDODP�VHMXPODK�
cara. Pengaturan ilegal atau tidak sah antara perusahaan dan pihak 
berwenang publik dapat memberikan akses dan hak kepemilikan 
kepada mereka yang terlibat dalam pembalakan, pertambangan dan 
pertanian dengan merugikan pihak lain, sehingga memprioritaskan 
SHQJJXQDDQ�ODKDQ�ODLQ�GL�DWDV�5(''����3DUD�NRQJORPHUDW�SHUWDQLDQ�
atau kayu skala besar dapat menyuap politisi nasional dan birokrat 
WLQJNDW�WLQJJL�XQWXN�PHQJKDPEDW�SHQHWDSDQ�5(''��GL�WLQJNDW�
nasional, atau dapat membujuk pemerintah daerah untuk memilih 
WLGDN�PHODNVDQDNDQ�5(''��GL�GDHUDK�PHUHND�DWDX�PHOHPDKNDQ�
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NHELMDNDQ�5(''��VHWHPSDW��.RUXSVL�MXJD�GDSDW�PHQJJDQJJX�
efektivitas lembaga-lembaga negara, baik dengan mengurangi 
kepercayaan terhadap lembaga tersebut atau dengan 
menyelewengkannya dari tujuannya, misalnya jika seorang pengawas 
hutan menerima suap dari pembalak liar .

5(''��MXJD�GDSDW�PHPEXND�SHOXDQJ�XQWXN�EHQWXN�NRUXSVL�EDUX�����
dominasi oleh elit (elite capture��±�GDQD�5(''��\DQJ�GLWXMXNDQ�
untuk masyarakat setempat disalahgunakan oleh elit-elit politik; 2) 
SHQ\DODKJXQDDQ�GDQD�\DQJ�GLPDNVXGNDQ�XQWXN�KXWDQ�±�GL�PDQD�
pengelolaan pendapatan dari hutan negara tidak transparan dan 
prosedur akuntabilitasnya kurang memadai atau tidak independen; 
3) kecurangan dalam mengukur dan melaporkan kinerja dan hasil 
5(''���PLVDOQ\D�PHODSRUNDQ�MXPODK�HPLVL�\DQJ�WHUKLQGDUNDQ�OHELK�
tinggi daripada yang sebenarnya atau tidak melaporkan masalah 
keberlanjutan kinerja dan hasil ); dan 4) pembebasan lahan dengan 
cara yang tidak sah atau hak karbon oleh investor dan spekulator 
(yang dikenal sebagai ‘koboi karbon’), karena mengharapkan 
SHQGDSDWDQ�GDUL�5(''���

PENDEKATAN UNTUK MENGATASI KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN 
KERANGKA HUKUM

Kerangka hukum yang kuat sangatlah penting untuk mengurangi 
korupsi. Banyak negara telah menjadi penanda- tangan konvensi-
konvensi internasional anti korupsi seperti Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2004, yang memberikan 
panduan tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk 
mengurangi korupsi melalui kerangka hukum mereka.

Namun, selain itu, mengurangi korupsi dengan efektif juga akan 
membutuhkan perubahan kerangka kelembagaan dan kepatuhan 
VXDWX�QHJDUD��OLKDW�KDODPDQ���±�����+DO�LQL�GDSDW�PHOLEDWNDQ�
penguatan lembaga untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dan 
meningkatkan akuntabilitas; menetapkan atau memperbaiki aturan 
hukum (termasuk memastikan undang-undang dihormati dan 
ditegakkan, dan bahwa lembaga peradilan bersifat independen); 
mengembangkan budaya transparansi dan tidak memberikan 
toleransi sama sekali untuk korupsi di lembaga-lembaga publik; dan 
memberikan lingkungan pemungkin untuk membuat masyarakat 
sipil berfungsi dengan sehat dan untuk media massa yang bebas.
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Terdapat sejumlah opsi bagi tiap negara untuk mengatasi korupsi 
melalui kerangka hukum mereka:

�� Menetapkan suatu undang-undang atau beberapa undang-undang 
yang menetapkan korupsi sebagai tindakan criminal yang: 
PHQGH¿QLVLNDQ�NRUXSVL���PHPSHUMHODV�SUDNWLN�SUDNWLN�\DQJ�
dilarang dan hukumannya; membentuk lembaga anti-korupsi 
yang diberi tugas untuk memantau dan menyelidiki korupsi; 
membuat ketetapan untuk perlindungan ‘pelapor’ yang 
melaporkan insiden korupsi; dan mengamanatkan pengembangan 
strategi anti-korupsi nasional .

�� Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan: hal ini dapat 
meliputi kewajiban pengungkapan informasi tentang bagaimana 
pendapatan didistribusikan ke pemerintah daerah, dinas dan 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan menyusun dan 
mempublikasikan laporan keuangan; memastikan bahwa semua 
pendapatan dan harta kekayaan lembaga diungkapkan kepada 
publik; dan mewajibkan agar laporan yang diaudit secara 
independen disiapkan untuk memperlihatkan bagaimana dana 
publik digunakan . Persyaratan-persyaratan ini dapat dimasukkan 
dalam undang-undang anti-korupsi atau menjadi bagian dari 
suatu undang-undang tersendiri tentang transparansi keuangan 
sektor publik.

�� Langkah-langkah lainnya meliputi memastikan negara 
memberikan hak prosedural yang memadai kepada warganya, 
VHSHUWL�DNVHV�LQIRUPDVL��OLKDW�KDODPDQ����±������DNVHV�NHDGLODQ�
�OLKDW�KDODPDQ����±������GDQ�SDUWLVLSDVL�PDV\DUDNDW��OLKDW�
KDODPDQ����±�����

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi korupsi dapat 
berada di bawah pendekatan kerangka pengaman suatu negara 
VHEDJDL�EDJLDQ�GDUL�XSD\D�XQWXN�³PHODNVDQDNDQ�GDQ�PHQJKRUPDWL´�
NHUDQJND�SHQJDPDQ�81)&&&��E����/DQJNDK�ODQJNDK�LQL�NHPXGLDQ�
dapat dipantau dan dilaporkan melalui Sistem Informasi Safeguard 
�6,6���OLKDW�KDODPDQ���±����
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PROSES PERJANJIAN KEMITRAAN SUKARELA (VPA) PENEGAKAN HUKUM, 
TATA KELOLA DAN PERDAGANGAN KEHUTANAN (FLEGT) UNI EROPA 
SEBAGAI SARANA UNTUK MENGATASI KORUPSI

Tiap negara dapat menggunakan proses 
Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA, 
Voluntary Partnership Agreement) Penegakan 
Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan 
Kehutanan (FLEGT, Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade) Uni Eropa, yang 
bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan 
mengurangi korupsi dalam sektor kehutanan 
. VPA merupakan traktat perdagangan yang 
dinegosiasikan antara negara hutan tropis 
dengan Uni Eropa. Perjanjian-perjanjian ini 
menetapkan pembentukan Sistem Kepastian 
Legalitas yang akan memverifikasi legalitas 
kayu yang dihasilkan di suatu negara 
(berdasarkan peraturan perundangan dalam 
negeri negara tersebut) dan mengeluarkan 
izin FLEGT untuk produk yang mematuhi 
ketentuan ini. Sistem Kepastian Legalitas 
memberikan sistem verifikasi yang menyeluruh 
dan transparan yang wajib untuk kayu 
apapun yang diekspor ke Uni Eropa, dan 
di kebanyakan negara yang telah membuat 
perjanjian seperti itu sejauh ini, ekspor ke 
mana pun, serta untuk penjualan dalam 
negeri. Perjanjian tersebut dapat mencakup 
semua bagian dari rantai produksi, termasuk 

alokasi konsesi, kriteria lingkungan dan 
sosial, dan pembayaran kepada pemerintah. 
Sistem Kepastian Legalitas dirancang 
untuk berfokus pada memverifikasi bahwa 
proses yang tepat telah diikuti, bukan hanya 
memeriksa bahwa izin khusus telah diberikan, 
sehingga mengurangi peluang mendapatkan 
persetujuan melalui cara-cara korupsi. Di 
beberapa negara, pengembangan Sistem 
Kepastian Legalitas telah menjadi proses 
penting dalam membangun transparansi 
dan pemahaman tentang persyaratan hukum 
untuk menetapkan definisi yang jelas tentang 
apa yang dibutuhkan untuk kepatuhan hukum 
penuh. Di beberapa negara, persyaratannya 
mungkin tidak jelas atau bertentangan, 
membuat kepatuhan terhadap hukum menjadi 
lebih menantang dan menciptakan peluang 
korupsi. VPA FLEGT juga biasanya meliputi 
ketetapan untuk mendorong aksesibilitas 
informasi (transparansi) dalam sektor 
kehutanan, serta mekanisme penyelesaian 
perselisihan atau pengaduan, yang dapat 
membantu meningkatkan akses ke proses-
proses tersebut di negara-negara yang 
memiliki sistem peradilan yang lemah.

Anna Halton
Global Canopy Programme
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KESETARAAN GENDER

APA ITU KESETARAAN GENDER?

Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang tercakup 
dalam banyak perjanjian internasional . Kesetaraan gender 
dicapai ketika laki-laki dan perempuan menikmati hak dan 
tanggung jawab yang setara, dan ketika mereka memiliki akses 
ke peluang yang sama. Disiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan 
dan prioritas laki-laki dan perempuan dipertimbangkan dan 
dilindungi dalam kerangka hukum negara . Mengingat sejarah 
diskriminasi, perhatian khusus pada kesetaraan untuk 
perempuan sering kali dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan 
gender dalam undang-undang dan kebijakan.  Banyak kajian 
menggarisbawahi hubungan antara perlindungan lingkungan 
GHQJDQ�PHPDMXNDQ�NHVHWDUDDQ�JHQGHU��VHUWD�OHELK�GDUL����
rujukan resmi untuk isu gender telah dimasukkan dalam 
NHSXWXVDQ�NHSXWXVDQ�81)&&&�����8QWXN�PHUHVSRQV�PDQGDW�
mandat global ini, tiap negara harus memastikan bahwa 
kebijakan-kebijakan perubahan iklim mereka memasukkan 
pertimbangan gender dan memuat ketetapan dan kerangka 
pengaman untuk kesetaraan gender .

PENTINGNYA KESETARAAN GENDER BAGI REDD+

Konservasi dan hilangnya hutan dapat memberikan dampak yang 
berbeda pada perempuan dari dampak yang diberikan pada 
laki-laki, karena mereka mengandalkan, memiliki akses ke, 
menggunakan, dan mengendalikan hutan dan produk hutan 
dengan cara yang berbeda. Misalnya, perempuan sering kali lebih 
bergantung pada sumber daya umum karena sering kali mereka 
tidak memiliki hak kepemilikan dan lapangan kerja yang tersedia 
bagi mereka juga lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki , 
yang dapat mempersulit mereka untuk beradaptasi pada hilangnya 
hutan. Perempuan juga sering kali memiliki keahlian dan 
pengetahuan yang berbeda tentang hutan mereka, yang menuntut 
mereka untuk terlibat aktif, untuk tata kelola dan pengelolaan yang 
efektif .

2OHK�NDUHQD�LWX��NHWLND�PHUDQFDQJ�NHELMDNDQ�5(''���SHQWLQJ�
untuk dipahami bahwa perempuan merupakan pemangku 
kepentingan yang sangat penting, dan bahwa mereka memiliki 
kebutuhan dan pengetahuan yang berbeda yang dapat langsung 

i.Pengaturan-pengaturan 
internasional ini meliputi, 
misalnya, Piagam 
Hak Asasi Manusia 
dan Hak Masyarakat 
Afrika, Konvensi 
Hak Asasi Manusia 
Amerika, Konvensi 
Keanekaragaman 
Hayati, Konvensi 
Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan, dua 
konvenan internasional, 
,/2�&�����81'5,3��
dan Deklarasi Hak Asasi 
0DQXVLD�8QLYHUVDO��&,(/��
ForestDefender).
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PHPHQJDUXKL�NHEHUKDVLODQ�SUR\HN�SUR\HN�5(''���7DQSD�
kesetaraan gender dalam undang-undang dan kebijakan nasional, 
ada bahaya bahwa perempuan akan terpinggirkan sebagai 
pemangku kepentingan dan tidak turut menerima manfaat 
5(''���\DQJ�GDSDW�PHQJKDPEDW�NHOD\DNDQ�GDQ�NHEHUODQMXWDQ�
SUR\HN�SUR\HN�5(''��

Mengupayakan kesetaraan gender secara aktif melalui kerangka 
hukum dapat mengarah pada terciptanya manfaat sosial, 
OLQJNXQJDQ�GDQ�HNRQRPL�\DQJ�SHQWLQJ�EDJL�NHEHUKDVLODQ�5(''���
tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan iklim dan 
mengatasi tantangan-tantangan pembangunan lainnya . 
Dimasukkannya pertimbangan gender dalam kebijakan-kebijakan 
perubahan iklim dan kehutanan juga dapat berkontribusi dalam 
PHPDVWLNDQ�EDKZD�NHUDQJND�5(''��VHMDODQ�GHQJDQ�KXNXP�
internasional dan standar-standar hak asasi manusia yang 
mendorong kesetaraan gender .

PENDEKATAN UNTUK MENGATASI KETIDAKSETARAAN GENDER MELALUI 
KERANGKA HUKUM

Pertimbangan pertama adalah untuk memastikan bahwa hak 
substantif perempuan dan laki-laki (lihat halaman 120) sama-
sama dihormati dan dilindungi. Misalnya, sesuai dengan 
ketetapan perjanjian-perjanjian internasional yang terkait 
dengan akses setara perempuan ke hak kepemilikan lahan dan 
hak sumber daya, negara dapat mengembangkan kerangka 
pengaman untuk menjamin hak-hak ini .

Kedua, penting untuk memastikan bahwa hak prosedural 
perempuan dan hak prosedural laki-laki sama-sama dihormati 
dan dilindungi (lihat halaman 120). Hak-hak ini meliputi 
memastikan konsultasi dan partisipasi penuh dan efektif 
perempuan dan laki-laki di semua tahap perancangan dan 
SHODNVDQDDQ�5(''���OLKDW�KDODPDQ����±������PHPEHULNDQ�
akses yang setara kepada perempuan dan laki-laki ke informasi 
WHQWDQJ�VHJDOD�DVSHN�SHQJHPEDQJDQ�5(''���OLKDW�KDODPDQ�
���±������GDQ�PHQJHPEDQJNDQ�SHUDWXUDQ�SHUXQGDQJDQ�XQWXN�
mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh perempuan serta 
melindungi hak mereka secara setara dengan hak laki-laki (lihat 
KDODPDQ����±�����
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Pengakuan atas hak substantif dan hak prosedural dapat 
membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan 
5(''��PHPLOLNL�DNVHV�NH�EDJLDQ�PDQIDDW�\DQJ�DGLO�\DQJ�
GLKDVLONDQ�GDUL�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���OLKDW�KDODPDQ�������
Undang-undang non-diskriminasi untuk distribusi manfaat 
dapat mendukung pendekatan ini.

Untuk melakukan semua yang disebutkan di atas dan mematuhi 
hukum internasional tentang hak perempuan, suatu negara dapat 
memulai dengan menganalisis kerangka hukumnya (termasuk 
hukum tertulis dan hukum adat) di tingkat pusat, provinsi dan 
GDHUDK��3URVHV�LQL�GDSDW�PHQJLGHQWL¿NDVL�DSDNDK�NHWHWDSDQ�
ketetapan yang ada untuk kesetaraan gender (misalnya 
berdasarkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979) telah memadai, atau 
apakah amandemen dibutuhkan dalam pembenahan kebijakan, 
perundang-undangan atau kelembagaan yang terkait dengan 
5(''��GL�PDVD�GHSDQ�

Hasil dari analisis tersebut, bersama dengan pembenahan 
apapun yang dibutuhkan, dapat diperinci dalam strategi nasional 
5(''���'RNXPHQ�GRNXPHQ�\DQJ�OHELK�WHUSHULQFL�MXJD�GDSDW�
GLNHPEDQJNDQ��VHSHUWL�SHWD�MDODQ�µ*HQGHU�GDQ�5(''�¶�DWDX�
rencana aksi gender untuk perubahan iklim, yang memastikan 
bahwa dokumen-dokumen ini didukung oleh negara dan koheren 
dalam konteks kebijakan perubahan iklim lainnya seperti 
Program Aksi Adaptasi Nasional (NAPA, National Adaptation 
Programme of Action) or tindakan mitigasi sukarela (NAMA, 
Nationally Appropriate Mitigation Action). Perubahan 
selanjutnya, seperti pembenahan mandat kelembagaan untuk 
meningkatkan kesetaraan gender (misalnya mendorong 
keterwakilan perempuan), akan perlu dilakukan melalui 
peraturan perundangan agar dapat ditegakkan oleh hukum.
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SISTEM DISTRIBUSI MANFAAT

APA ITU SISTEM DISTRIBUSI MANFAAT DALAM KONTEKS REDD+?

'DODP�NRQWHNV�5(''���VLVWHP�GLVWULEXVL�PDQIDDW�GDSDW�GLGH¿QLVLNDQ�
sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan alokasi dan distribusi 
PDQIDDW��¿QDQVLDO�DWDX�EXNDQ��\DQJ�EHUDVDO�GDUL�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�SUR\HN�
5(''��NHSDGD�SHPDQJNX�NHSHQWLQJDQ�WHUNDLW��+DO�LQL�PHOLSXWL�SHPLOLN�
hutan yang melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengurangi deforestasi 
dan degradasi hutan, atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait 
termasuk masyarakat setempat yang bergantung pada hutan dan 
masyarakat adat.

Jika dirancang dan dilaksanakan dengan semestinya, sistem distribusi 
manfaat dapat mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik dan 
membantu mengatasi pendorong deforestasi dari segi ekonomi (misalnya 
kurangnya mata pencaharian alternatif sebagai pendorong deforestasi). 
Namun, sistem-sistem seperti ini sulit ditetapkan, dikarenakan beragam 
peserta, tujuan dan skala di mana mereka beroperasi. Misalnya, sistem 
distribusi manfaat dapat bersifat vertikal (misalnya antara pemerintah 
pusat, pemerintah regional atau pemerintah lokal) dan horizontal (misalnya 
antara pemerintah lokal dengan pengembang proyek, atau antara kelompok-
kelompok masyarakat dan di dalam kelompok masyarakat) .

Selain itu, menetapkan sistem distribusi manfaat mencakup bukan hanya 
PHPDKDPL�EHUEDJDL�MHQLV�PDQIDDW�\DQJ�GDSDW�GLSHUROHK�GDUL�5(''���WHWDSL�
juga biaya pelaksanaannya. Pembagian manfaat mengacu pada distribusi 
NHXQWXQJDQ�EHUVLK�GDUL�SHODNVDQDDQ�5(''���\DLWX�WHUPDVXN�ELD\D�
pelaksanaan tersebut dalam penghitungan manfaat yang akan 
didistribusikan .

Manfaat dapat bersifat langsung, seperti pembayaran yang berasal dari 
SHODVDQDDQ�SUR\HN�DWDX�SURJUDP�5(''���DWDX�SHQLQJNDWDQ�SHPEHULDQ�MDVD�
ekosistem dari hutan yang masih utuh. Manfaat juga dapat bersifat tidak 
langsung, seperti tata kelola yang lebih baik; partisipasi masyarakat yang 
meningkat; keahlian yang meningkat; atau hak ke sumber daya alam yang 
PHQLQJNDW��%LD\D�\DQJ�WHUNDLW�GHQJDQ�SHODNVDQDDQ�5(''��GDSDW�PHOLSXWL�
ELD\D�ODQJVXQJ�XQWXN�PHQHWDSNDQ�VLVWHP�5(''��DWDX�PHODNVDQDNDQ�
kebijakan; atau biaya peluang seperti hilangnya laba dari penggunaan lahan 
alternatif.

Terakhir, manfaat tidak boleh diberikan untuk mencegah perilaku ilegal 
(seperti pembalakan liar), tetapi untuk mengompensasi perilaku legal yang 
PHQGXNXQJ�WXMXDQ�WXMXDQ�5(''��
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PENTINGNYA SISTEM DISTRIBUSI MANFAAT BAGI REDD+ DAN DI LUAR 
REDD+

.HEHUKDVLODQ�5(''��DNDQ�VDQJDW�EHUJDQWXQJ�SDGD�UDQFDQJDQ�
dan pelaksanaan mekanisme distribusi manfaat (atau mekanisme 
pembagian manfaat), yang beroperasi pada berbagai tingkat 
pemerintahan.  Penetapan insentif positif untuk mengurangi 
emisi karbon merupakan kunci dalam mendapatkan dukungan 
XQWXN�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ�5(''���+DO�LQL�GDSDW�PHPXQJNLQNDQ�
masyarakat terdampak untuk menjadi mitra kegiatan-kegiatan 
5(''���SHPHULQWDK�PHQFDSDL�SHOLEDWDQ�VRVLDO�\DQJ�OHELK�EHVDU��
dan investor mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan suatu 
proyek. Jika manfaat dibagi merata dengan pemangku 
kepentingan setempat, hal ini juga akan mengurangi 
kemungkinan baliknya situasi sebelum pengurangan emisi, yang 
dapat disebabkan oleh penduduk setempat yang tidak memiliki 
alternatif ekonomi.

Satu kekhawatiran khusus dari masyarakat sipil adalah bahwa 
PDQIDDW�\DQJ�PXQFXO�GDUL�5(''��GDSDW�GLWDQJNDS�GL�WLQJNDW�
yang lebih tinggi, tanpa menjangkau mereka yang paling 
WHUGDPSDN�ROHK�SHODNVDQDDQ�5(''���3HPDQJNX�NHSHQWLQJDQ�
yang sangat rentan seperti masyarakat adat dan masyarakat 
setempat, yang memiliki lebih sedikit kekuatan untuk 
memengaruhi proses tersebut, dapat berada dalam risiko , 
sehingga menekankan perlunya langkah-langkah anti-korupsi 
VHEDJDL�NRPSRQHQ�XWDPD�NHUDQJND�KXNXP�5(''��

PENDEKATAN UNTUK MENGEMBANGKAN SISTEM DISTRIBUSI MANFAAT BAGI 
REDD+ DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA HUKUM 

Ketika mengembangkan mekanisme distribusi manfaat untuk 
5(''���WLDS�QHJDUD�GDSDW�PHPSHUWLPEDQJNDQ�XQWXN�
menggunakan kerangka hukum mereka untuk mengambil 
langkah-langkah berikut ini:

�� Mendasarkan pada mekanisme distribusi manfaat yang telah 
ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menguji dan 
PHPRGL¿NDVL�OLQJNXS�XQGDQJ�XQGDQJ�\DQJ�DGD�WHQWDQJ�
pembagian manfaat (misalnya undang-undang Pembayaran 
-DVD�(NRVLVWHP���XQWXN�PHQFDNXS�5(''���0HQGDVDUNDQ�SDGD�
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kerangka hukum yang telah ada dapat mengurangi biaya, 
namun hal ini juga berarti bahwa pendekatan-pendekatan 
yang diambil mengandalkan sistem akuntabilitas dan 
pengelolaan keuangan yang telah ada, yang mungkin akan 
perlu diperkuat.

�� Menetapkan dasar hukum dan bentuk pengaturan pembagian 
manfaat. Dasar hak atas manfaat dari pelestarian jasa 
lingkungan dapat disertakan dalam undang-undang dasar. 
Hal ini kemudian dapat diatur oleh satu undang-undang 
khusus (misalnya undang-undang tentang pembagian manfaat 
XQWXN�5(''��DWDX�OHELK�OXDV�ODJL��WHQWDQJ�3HPED\DUDQ�-DVD�
Ekosistem). Pokok-pokok pengaturan pembagian manfaat 
(bentuk, pemberian, waktu, pihak-pihak) dapat ditentukan 
oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang 
disebutkan di atas (dalam hal mekanisme publik) atau melalui 
kontrak (dalam hal pembiayaan swasta) .

�� 0HQJLGHQWL¿NDVL�GDQ�PHQHWDSNDQ�SHQHULPD�PDQIDDW�\DQJ�
OD\DN��3HQHULPD�PDQIDDW�5(''��GDSDW�PHQFDNXS�SHPHULQWDK�
(di berbagai tingkat), pemilik atau pengguna hutan, 
pengembang proyek, atau masyarakat (baik di dalam ataupun 
di luar kawasan hutan). Hak atas manfaat dapat dikaitkan 
dengan hak lahan, hak kolektif atau pelaksanaan perilaku 
\DQJ�GLLQJLQNDQ�GDODP�SUR\HN�SUR\HN�5(''��WHUWHQWX���
7HUJDQWXQJ�SDGD�VXPEHU�SHPELD\DDQ�5(''���SHQHULPD�
PDQIDDW�GDSDW�GLLGHQWL¿NDVLNDQ�PHODOXL�NRQWUDN��VZDVWD��
pasar karbon) ataupun melalui perangkat hukum tertulis 
(sumber pembiayaan publik).

�� Memutuskan mekanisme seperti apa yang akan digunakan 
untuk distribusi manfaat. Hal ini dapat mencakup membentuk 
dana publik untuk menyalurkan pembayaran, dana perwalian 
masyarakat untuk menyalurkan manfaat yang diberikan 
bukan dalam bentuk uang atau bahkan menggunakan skema 
Pembayaran Jasa Ekosistem yang ada . Hal ini dapat diperinci 
dalam suatu kebijakan atau melalui pembenahan undang-
undang yang ada (misalnya undang-undang Pembayaran Jasa 
Ekosistem).
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Pengembangan mekanisme distribusi manfaat akan berbeda 
antara satu negara dengan negara lainnya, karena mekanisme-
mekanisme ini tidak dapat dipisahkan dari isu-isu tata kelola 
lainnya yang lebih luas. Misalnya, memberikan kepada pemangku 
kepentingan terkait, kemampuan dan kewenangan untuk 
EHUSDUWLVLSDVL�VHFDUD�EHUPDNQD�GDODP�5(''���OLKDW�KDODPDQ�
���±������WHUPDVXN�GDODP�PHQHQWXNDQ�EDJDLPDQD�PDQIDDW�
GLKDVLONDQ�GDQ�GLEDJL��GDSDW�PHQLQJNDWNDQ�SHODNVDQDDQ�5(''��
dan memperkuat legitimasinya di tingkat lokal. Hal ini mencakup 
menyepakati penetapan waktu, bentuk dan jumlah manfaat yang 
akan dibagi.

Selain itu, di banyak negara, kurangnya kejelasan dan keamanan 
seputar penguasaan lahan masih menjadi salah satu isu yang 
SDOLQJ�SUREOHPDWLN�GDODP�GLVWULEXVL�SHPELD\DDQ�5(''���+DO�LQL�
karena aliran pendanaan bersyarat mengharuskan pemegang hak 
\DQJ�VDK�GDQ�SHPLNXO�WDQJJXQJ�MDZDE�XQWXN�GLLGHQWL¿NDVLNDQ��
dan status hukum mereka harus stabil selama masa berlakunya 
inisiatif tersebut. Oleh karena itu, di mana perselisihan 
penguasaan tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan 
cepat, undang-undang harus berisi pengaturan-pengaturan 
alternatif untuk pembayaran yang tidak mengandalkan pada 
kepemilikan .

Terakhir, untuk menghindari risiko-risiko yang terkait dengan 
mekansime pembagian manfaat yang tidak memadai, banyak 
komentator merekomendasikan agar peraturan perundangan 
primer, di mana dimungkinkan, harus diadopsi untuk menjamin 
kepastian dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas .
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Kebijakan, undang-undang dan peraturan mewakili bangunan 
\DQJ�PHPEDQWX�PHQHQWXNDQ�EDJDLPDQD�5(''��DNDQ�GLNHOROD�
dan dilaksanakan. Tergantung pada rancangannya, kebijakan, 
undang-undang dan peraturan tidak boleh hanya berfungsi untuk 
PHPDVWLNDQ�VXDWX�QHJDUD�PHUHVSRQV�SHUV\DUDWDQ�5(''��
internasional dengan cara yang sesuai dengan situasi 
nasionalnya, melainkan juga dapat melindungi dari risiko-risiko 
5(''��GDQ�PHPDVWLNDQ�SHPEHULDQ�EHUEDJDL�PDQIDDW��VHSHUWL�
tata kelola dan mata pencaharian yang lebih baik.

6HMDN�PXQFXOQ\D�5(''��VHEDJDL�VXDWX�LQLVLDWLI�LQWHUQDVLRQDO��
telah ada banyak wacana seputar isu-isu teknis yang terkait 
dengan pelaksanaannya, seperti bagaimana cara mengukur 
pengurangan emisi gas rumah kaca dan bagaimana cara 
menentukan tolok ukur yang digunakan dalam menghitung 
pengurangan ini. Sebaliknya, relatif sedikit informasi yang 
tersedia tentang langkah-langkah yang telah diambil atau yang 
dapat diambil, oleh tiap negara untuk memastikan bahwa 
NHUDQJND�KXNXP�PHUHND�FRFRN�XQWXN�SHODNVDQDDQ�5(''���
Penulis berharap bahwa contoh dan wawasan yang diberikan 
dalam buku ini membantu mengisi kesenjangan ini dan 
mendukung upaya lebih lanjut dalam bidang ini.

Pengembangan strategi, kebijakan, undang-undang dan 
SHUDWXUDQ�XQWXN�SHODNVDQDDQ�5(''��VDQJDW�UXPLW�GDQ�WHUNDLW�
dengan situasi nasional negara, termasuk budaya dan sejarah 
politiknya. Oleh karena itu, analisis kerangka hukum bersifat 
sangat kontekstual. Namun demikian, berdasarkan analisis 
dalam buku ini, pembelajaran umum dan kesimpulan berikut ini 
dapat ditarik:

Kerangka hukum dalam negeri untuk REDD+, di mana pun dimungkinkan, 
harus didasarkan pada kerangka hukum yang ada

0HQJHPEDQJNDQ�NHUDQJND�KXNXP�\DQJ�PHPDGDL�XQWXN�5(''��
di suatu negara bukan berarti menciptakan serangkaian 
kebijakan, undang-undang dan peraturan yang sama sekali baru 
NKXVXV�XQWXN�5(''���\DQJ�WHUSLVDK�GDUL�NHUDQJND�KXNXP�\DQJ�
ada. Sebaliknya, prosesnya harus berupaya untuk 
mendasarkannya pada kebijakan, undang-undang, mandat 
kelembagaan dan peraturan dalam negeri yang ada. Pendekatan 
tersebut juga dapat berkontribusi pada perwujudan sasaran 
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lainnya yang terkait (misalnya sasaran pembangunan 
berkelanjutan nasional, atau memenuhi kewajiban di bawah 
hukum internasional).

Menjalankan analisis kesenjangan terhadap kerangka hukum 
yang ada dapat membantu negara mengkaji kesesuaian kerangka 
KXNXP�WHUVHEXW�GHQJDQ�SHODNVDQDDQ�5(''���+DO�LQL�MXJD�GDSDW�
PHPEDQWX�PHQJLGHQWL¿NDVL�SHOXDQJ�XQWXN�ODQJNDK�ODQJNDK�
yang hemat biaya guna mengembangkan kerangka hukum ini 
XQWXN�PHPXQJNLQNDQ�SHODNVDQDDQ�5(''���GDQ�PHPSHUMHODV�
jangka waktu untuk melakukannya. Banyak negara telah 
menghasilkan analisis kesenjangan seperti ini dan 
PHQJLGHQWL¿NDVL�ODQJNDK�ODQJNDK�\DQJ�SHUOX�GLDPELO�GDODP�
VWUDWHJL�VWUDWHJL�QDVLRQDO�5(''��PHUHND�

Isu-isu tata kelola yang lebih luas harus diatasi bersama dengan 
persyaratan khusus REDD+

3HODNVDQDDQ�5(''��WLGDN�DNDQ�EHUKDVLO�MLND�WDQWDQJDQ�
pemerintahan yang dihadapi oleh banyak negara, seperti korupsi, 
tidak diatasi. Oleh karena itu, menggunakan kebijakan dan 
peraturan perundangan untuk menciptakan lingkungan 
SHPXQJNLQ�EDJL�SHODNVDQDDQ�5(''��WLGDN�EROHK�GLSDQGDQJ�
VHEDJDL�SURVHV�GXD�ODQJNDK�GL�PDQD�SHUV\DUDWDQ�WHNQLV�5(''��
internasional dipenuhi terlebih dahulu, dan isu-isu pemerintahan 
yang lebih luas menjadi prioritas kedua. Walaupun mengatasi 
isu-isu pemerintahan yang lebih luas seperti memperjelas 
penguasaan lahan mungkin lebih menantang dan membutuhkan 
waktu yang lebih lama, isu-isu ini sebisa mungkin harus 
diberikan prioritas yang sama.

Tidak ada urutan yang ditetapkan untuk mengatasi isu-isu 
pemerintahan yang lebih luas ini, tetapi beberapa di antaranya 
dapat memiliki dampak tidak langsung yang tidak dapat 
dipisahkan pada yang lainnya, dan memahami hubungan ini 
dapat memfasilitasi perwujudannya. Misalnya, hak prosedural 
seperti hak askes informasi, partisipasi masyarakat dan akses 
keadilan merupakan kunci untuk memastikan perwujudan hak 
substantif lainnya, dan untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya 
seperti mengurangi korupsi.
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Pilihan apakah akan menggunakan kebijakan atau peraturan perundangan 
hanya dapat ditentukan kasus per kasus

Pendekatan yang dihadirkan dalam buku ini mengilustrasikan 
bahwa sering kali terdapat pilihan antara mengandalkan 
kebijakan atau mengambil langkah tradisional untuk 
mengembangkan peraturan perundangan. Pertimbangan 
utamanya adalah bahwa walaupun peraturan perundangan 
memungkinkan penegakan ketentuannya, pengembangan dan 
pelaksanaannya biasanya membutuhkan waktu lama dan secara 
teknis dan politis lebih rumit daripada kebijakan.

Walaupun kebijakan mungkin merupakan pilihan yang lebih baik 
untuk mengatasi isu-isu teknis seperti pengembangan tingkat 
rujukan, peraturan perundangan tidak dapat dihindari dalam hal 
ketika jaminan kemampuannya untuk dapat ditegakkan 
dibutuhkan, misalnya dalam hal hak fundamental. Demikian 
pula, mandat dan kewenangan entitas-entitas yang baru 
GLEHQWXN��VHSHUWL�EDGDQ�SHQJHOROD�5(''��QDVLRQDO��SHUOX�GDSDW�
ditegakkan berdasarkan hukum agar menjadi efektif.

Di mana terdapat keputusan yang dibuat untuk membentuk suatu 
lembaga melalui peraturan perundangan, penggunaan peraturan 
perundangan primer (misalnya undang-undang yang dibuat oleh 
parlemen) atau peraturan perundangan sekunder (misalnya 
peraturan atau keputusan presiden) untuk melakukannya akan 
memiliki implikasi penting. Walaupun peraturan perundangan 
sekunder mungkin tidak memiliki banyak kerumitan teknis dan 
administratif, peraturan perundangan ini memiliki keterbatasan, 
yaitu peraturan perundangan ini dapat membentuk lembaga 
tetapi tidak dapat memberikan kewenangan penegakan kepada 
lembaga tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundangan 
primer direkomendasikan dalam kasus di mana penegakan 
merupakan langkah yang sangat penting.

Kerangka hukum saja tidak cukup

Mengembangkan kerangka hukum yang kuat sangatlah penting bagi 
SHODNVDQDDQ�5(''���NDUHQD�WDQSD�SHGRPDQ�GDQ�DWXUDQ�\DQJ�MHODV�
yang ditanamkan dalam kebijakan dan peraturan perundangan, 
negara akan menghadapi masalah seperti kurangnya tindakan 
terkoordinasi dikarenakan mandat yang tidak jelas. Namun, 
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kerangka hukum saja tidak cukup untuk memastikan pelaksanaan 
5(''��\DQJ�H¿VLHQ��HIHNWLI�GDQ�EHUNHDGLODQ��)RNXV�VHUXSD�KDUXV�
diberikan untuk komponen-komponen lainnya dari sistem 
pemerintahan (kerangka kelembagaan dan kerangka kepatuhan).

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa mengembangkan 
kerangka hukum, kerangka kelembagaan dan kerangka kepatuhan 
\DQJ�WHSDW�XQWXN�5(''��KDQ\D�DNDQ�EHUPDQIDDW�MLND�NRQGLVL�\DQJ�
tepat ada di lapangan, seperti kemauan politik yang cukup, dan 
NDSDVLWDV�WHNQLV�GDQ�¿QDQVLDO�\DQJ�PHPDGDL��0DV\DUDNDW�VLSLO�\DQJ�
DNWLI�MXJD�GDSDW�EHUNRQWULEXVL�VHFDUD�VLJQL¿NDQ�SDGD�H¿VLHQVL��
HIHNWLYLWDV�GDQ�NHDGLODQ�SHODNVDQDDQ�5(''��

Penjelasan yang lebih baik dibutuhkan dalam tumpang tindih antara 
lanskap dengan REDD+ untuk mendukung pengembangan strategi-strategi 
pelengkap yang tepat

0HQJHPEDQJNDQ�NHUDQJND�KXNXP�XQWXN�5(''��GDSDW�
memberikan pembelajaran guna mencapai pendekatan lintas sektor 
yang lebih terpadu terhadap penggunaan lahan (‘pendekatan 
lanskap’), dan sebaliknya, terutama mengingat kebutuhan bersama 
mereka untuk koordinasi, kohesi dan pemikiran jangka panjang 
yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor 
SHUHNRQRPLDQ��0HQ\LDSNDQ�NHUDQJND�KXNXP�XQWXN�5(''��GDSDW�
turut menghasilkan momentum dan kemauan politik untuk 
perubahan-perubahan ini. Lebih banyak pekerjaan dibutuhkan 
untuk memahami sinergi potensial ini dan memastikan bahwa 
5(''��EHUNHPEDQJ�GDODP�SHQGHNDWDQ�ODQVNDS��

Penyiapan kerangka hukum oleh negara berkembang perlu dibarengi 
dengan komitmen keuangan dari negara maju

Dorongan bagi negara berkembang dalam mengembangkan 
NHUDQJND�KXNXP�PHUHND�XQWXN�5(''��GLGDVDUNDQ�SDGD�
DQWLVLSDVL�PHNDQVLPH�5(''��LQWHUQDVLRQDO�\DQJ�EHUIXQJVL��
Negara maju memiliki peran inti untuk dimainkan dalam 
PHQGRURQJ�SHQGDQDDQ�5(''��XQWXN�VHPHQWDUD�ZDNWX�VDPSDL�
WDKXQ�������GDODP�UDQJND�PHPDVWLNDQ�EDKZD�5(''��GDSDW�
berfungsi sebagai bagian dari perjanjian perubahan iklim global 
di masa depan. Oleh karena itu, upaya pelengkap dan serentak 
dari keduanya akan sangat penting untuk mencapai keberhasilan 
SHODNVDQDDQ�5(''���GDQ�PHPXQJNLQNDQ�NHVHOXUXKDQ�WUDQVLVL�
menuju ekonomi bebas deforestasi.
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